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ABSTRAK
Pembangunan Pendidikan bagi Masyarakat Petani Tradisional (Peasant
Society): Studi Kasus di Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur

Pembangunan pendidikan (SD) dihadapkan pada masalah-masalah sosial dan
budaya berkaitan dengan peningkatan profesionalisme dan tanggung jawab
profesi guru, maupun peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.
Bagaimana menyelaraskan dan memadukan antara kepentingan dan kebutuhan
sosial dan budaya pendidikan dengan masyarakat petani tradisional; dan
bagaimana kebijakan pendidikan nasional dibangun di atas perpaduan antara
realitas obyektif pendidikan dan makna-maka subyektit’ dari para pelaku dan
sasaran pada latar masyarakat petani di pedesaan, merupakan persoalan dan
tujuan pokok penelitian ini.

Persoalan dikaji dan didekati dengan menggunakan kerangka teori
‘ekologi  pendidikan’, dan pendekatan “fenomenologi” atau “naturalistik
inquiri”. Data penelitian dikumpulkan atas dasar prinsip “peneliti sendiri”
(human instrument) melalui metode wawancara, observasi dan.dokumentasi

selama tiga bulan (April s.d juni 2001), dan diperpanjang lagi selama 2 bulan
(uli s.d Agustus 2001) untuk memverifikasi kembali temuan dan simpulan

7]

ementara (hipotetik) yang telah disusun. Subyek (informan) penelitian terdiri
dari 10 oranyg guru SD dan 3 orang kepafa SO dari~3'SD di pedesaan; 2 orang
Pengawas SD; 2 orang petani tradisional dan2 orang tokoh masyarakat desa
yang dipilih secara “sampling bertujuan” (purposive samipling). Situs penelitian
adalah kecamatan Pegantenan dan Palengaan yang pemilihannya didasarkan
pada karakteristik masyarakat petani tradisional (peasant socicty).

Hasil penelitian menunjuikan: bahwa pembangunan pendidikan bagi
masyarakat petani tradisional di pedesaan Kabupaten Pamekasan: (1) secara
kuantitatif telah menunjukkan keberhasitannya (jumlah gedung, guru, sara dan
prasarana fisik) sejak adanya Iapres tahun 1970-an, walaupun belum mencapai
kebutuhan rasional; (2) Sedara kualituhif juga ada indikasi nengalami
peningkatan, tetapi masih banyak kendaia vang bisa merintangi ketercapaian
visl, misi dan tujuanpembangunan pendidikan baik bersumber dari faktor
internal (personal, institusi, pendanaan, maupun manajeriai) maupun faktor
eksternal (lemah “dan labilnya kepercayaan, kepedulian, partisipasi dan
dukungan masyarakat sekitar sekolah) yang dapat dirujuk pada latar belakang
historis, sosiologis-kultural, maupun ekologis.

Direkomendasikan agar: (1) BP3 direvitalisasi dan direkonstuksi sesuai
fungsinya semula; (2) dikemas dan dikembangkan "pertemuan berkaia” antara
orang tua/tokoh masyarakat; dan (3) dikemas ‘program bersama” antara
sekolah dan masyarakat dalam bentuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan
dengan wmemanfaatkan hari-hari besar nasional atau program desa; (%)
dikembangkan otonomi pendidikan di tingkat Kabupaten/Kecamatan dengan
model Managemen Berbasis Daerah Setempat yang bertumpu pada tiga stake-
holder yaitu Pemda (Depdiknas), Sekolah dan Masyarakat karena kondisi SD
betum memungkinkan; dan (5) dikembangkan pola "pembinaan kolaboratif’
bagi  terciptanya interactive  professionalism  antar guru/kepala
sekolah/pengawas.
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Dewasa ini bangsa Indonesia dihadapkan pada perkembangan dan

ada tingka

Y

gejolak baru, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

~

nasional, bangsa indonesia dihadapkan pada terjadinya proses transformmasi
struktural dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Pada tingkat
internasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada terjadinya ‘globalisasy’,

Perkembangan dan gejolak baru ini, tidak hanya membawa konsekuensi pada

e

perubahan fisik, tetapi juga pada perubahan tatanan dan pranata nilai, sosial

dan budaya bangsa. Bahkan pergeseran dan benturan-benturan (cuftural

shock) antara sistem nilai budava agraris dengan sistem nifai budaya industri,

o el it A e . . ot 1. ox i
antara  sistem  nilal  budays nasional dengan, ssistem  nilai budava
internasionalfuniversal  vang dapat menghambat, pembangunan (Tilaar,

Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan
bernilai strategis dan prospektif, dalam rangka mempersiapkan: pertama,

proses pengembangan (termasuk ‘di’ datamnya transfer) dan percepatan

penerapan teks "hfsi; kedua. sumberddva manusia yang perkemampuan dan
pakar dalam mengembangkan dan-menerapkan iptek tersebut dalam proses

industrialisasi; serta ketigg, proses pengembangan transformasi wawasan,
sikap, mentalitas, dan tata wnilai baru yang diperlukan oleh suatu masyarakat
dan budaya industrial. dan teknolog\s (Depdikbud, 1996). Di sisi lain, upaya
untuk  meningkatkan  keberdayaan masyarakat melatui pembangunan
pendidikan sebegitu jauh masth belum mencapai sasarannya. Peningkatan
pemerataan kesempatan, relevansi, kualitas, serta efisiensi pembangunan
pendidikan yang diupayakan belum mampu sepenuhnya mewujudkan cita-cita
tersebut.

Kasus-kasus ~ pembangunan pendidikan yang dilaksanakan oleh
pemerintah semenjak warsa 70-an, dalam bentuk program ekspansi “sistem
pendidikan modern” ke seluruh pelosok dan iapisan masyarakat (Miarso, 1983;
Pidato, 1983); reorganisast struktur, isi, dan postut kurikulum pada lembaga-
lembaga pendidikan “keagamaan”, seperti madrasah yang banyak berbasis di

daerah-daerah pedesaan” (Steenbrink, 1986; Zimeck, 1986); pengembangan
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kebijakan khusus dalam pembangunan pendidikan, baik dalam bentuk “proyek
Inpres’, “pendidikan inovatif’ yang berorientasi pada upaya meningkatkan
refevansi  pendidikan  (Miarso, 1983); dan pembangunan  suatu  modef
“penididikan  konvergensi” dalam bentuk lembaga-lembaga “pendidikar
khusus” (madrasah), khususnya pada berbagai komunitas yang masth sangat
kental dengan “orientasi keagamaan” pun, ternyata belum sepenuknya
meningkatkan kepercayaan, kepedulian, serta partisipasi masyarakat petani
(peasant society) vang masih kental nuansa keagamaannya (Rachman, 1986;
Steenbrink, 19856).

Serangkaian  program pembangunan sistem  pendidikan nasional

«

tersebut di atas, adalah sebagian di antara banyak “potret kegagalan”
pemerintah di dalam upaya meyakinkan seluruh lapisan masyarakat betapa
penting makna pendidikan (dasar) (De Queljoe: Pakasi, 1979);atau di dalam
upava membangun sistem pendidikan yang dapat mempertémukan dan
mengakomodasikan kepentingan dan kebutuhan sosial, budaya dan ekonomis
“masyarakat (the socio-cufturai-economics needs of anasses) (Maulden, datam
Pakasi, 1979). Akibatnva, Angka FPartisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar dan
Menengak di Indonesia selama kurun waktu 25 tahun (1965-1987), walaupun
terdapat peningkatan, ternyata masih tetap berada pada ranking 6 dari 9
negara di Asia Timur. Perbandingan antara-mereka yang berhasil menamatkan
Pendidikan Dasar dengan total jumlah _peserta usia didik, juga menunjukkan
perbedaan yang cukup besar setama kurun waktu 10 tahun (1980-1990), yaitu
,84%  berbanding 44,737%. (Depdikbud, 1996; bdk. Pidato, 1983; Miarso,

383).

W
Ny}

ool
(¥3]

Beberapa kemungkinan yang dapat diajukan mengapa pembangunan
pendidikan masih jauh dari vang dicita-citakan,

Pertama, seperti halnya globalisasi, dalam pembangunan pendidikan
nasional pun ada "vaiues pradoxs ". Di satu sisi pembangunan pendidikan
berorientasi pada "nilai-nital modern dan global” (modern and global vatues),
sementara di sisi lain masyarakat Indonesia terutama yang berada di pedesaan
tetap berorientasi pada ‘nilsimilai asli” (indigerous wvalues). Akibatnya
masyarakat cenderung memberikan respon negatif dan menarik partisipasinya
terhadap pembangunan pendidikan (Tilaar, 2001:64).

Kedua, peningkatan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan
pendidikan  senantiasa  dihadapkan pada berbagai “kepentingan” dan
“kebutuhan” (iriterest ond rieeds ) antara pemerintah di satu pihak dengan

masyarakat di lain pihak. Perbedaan kepentingan dan kebutuhan tersebut,
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tidak jarang menimbulkan “benturan’. Bagaimana menyelaraskan dan

mengakomodasikan berbagai kepentingan dan kebutuhan vang saling

> & 3 & -~ O £
berbenturan tersebut ternyata tidak mudah ditakukan. Lahirnya konsep “finks
and match” menjadi indikasi penting terhadap realitas ini; serta adarnya

reorganisast terhadap struktur kelembasaan endidikan, ist dan postur
¥ O i ¥

%,

peningkatan partisipasi masyarakat di dalam pemban
& r & /

pendidikan hanya dapat dicapai manakaia setiap pembangunan pendidikan,

n
dikelota secara desentrafifistis, dan bertumpu pada reafitas dan kebutuhan

1%

kebijakan dan model pembangunan pendidikan tersebut, telah menimbulkan

“kesenjangan  kontekstual®  pada pelbagai unit lingkungan geografis,

demografis, sosiaf, dan budaya masyarakat Indonesia yang pfuraiistis (Sanusi,

ey
1e4i277
19923
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enbitas masysrakst di Indonesia, diperoleb  informasi bshws  berbags

pendidikan yang “birokratis-sentralistis” yang telah melahirkan kesenjanaan
kontekstual antara kepentingan-dan kebutuhan masyarakat dan pemerintah

WSanusi, 1992); 2J adanya inkonsistensi di dafam orientasi nifai para pefaksana

ciekoma e . Casic: 1 . olntata .
SISTEMM DEN LAl raridl, A VYL By KEKSIETAN Ry e hge s

kesinambungan nilal, norma, dan tradisi sosial dan budaya setempat (Farisi

1998; Tim, 1995, Rachman, 1986); 4) pelibatan masyarakat di dalam

pembangunan pendidikan masih {ebih mengesankan “formaiitas”, serta sebatas

pada acara pembagian rapor dan kenatkan kelas (Tim, 1995). Faktor-faktor

tersebut merupakan berbagai kendala yang penuk gengan muatan sosial dan
budaya.
Masyarakat petani tradisional di pedesaan sebagai suatu entitas sosial.

teritorial, politik, ekonomi, dan budaya memiliki tata-nilai, norma, adat, tradisi,
kebiasaan yang menjadi “mekanisme internaf” yang memungkinnya tetap hidup

berkelanjutan. Setiap upaya untuk melakukan perubahan terhadapnya mau

Udak mau harus melewali mekanisme internal tudi sehingga latanan sosial

W
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(sosial order) tersebut tidak terganggu dan menimbulkan goncangan-
goncangan sosial (social disorder). Masyarakat petani tradisional di pedesaan
memiliki mentafitas yang khas yang dafam studi antropologi fazim disebut
"mentalitas petani” (peasant mentality), yakni mentalitas yang dicirikan oleh:
(1) lugy, sederhana, dan sangat pragmatis, (2) memiliki persepsi tentang waktu
yang terbatas, sirkularistis, dan ke-kini-an, (3) tergantung pada nasib, dan
senantiasa menjaga keselarasan dengan alam, (4) menilai tinggi konsep
“samarata-samarasa’, dekat, akrab, penuh kekeluargaan (Koentjaranigrat,
1987:37-47),

"Mentalitas asti” (indigenous mentalities) di atas memang tidak sejalan

(oW

engan ‘mentalitas pembangunan” yang kompleks, ke-masadepar-an, penub

Fal
~

eativitas dan inovatif, serta individualistis. Akan tetapi bukanlah hal yang
tidak mungkin  di  dalam mentalitas  tersebut digali, dimodifikasi dan
dikembangkan untuk kepentingan pembangunan (pendidikan). Memodifikasi
dan mengembangkan mentalitas masyarakat petani tradisional tersebut agar
tidak tercerabut dari akar budayanya dapat difakukan dengan cara

rerighilangkan unsurunsur negatif dan memilab Unsur-unsur positif yang ada
padany—a (Tilaar, 2001:64; Koentjaraningrat, 68-72). Mentalitas feodalistis
memiliki unsur-unsur negatif yaitu “selalu bergantung pada atasan”, tetapi
memiliki unsur positif yaitu ‘"dalam Kebergantungan diri itu justru dapat
memudahkan mereka diajak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan

melaiui “ketefadanan” dari pimpinan’.

7:..

Axan tetapi, banyak {akta ‘ﬁenumukkan bahwa kebutuhan, kepercayaan,
xepedulian, dan partisipashmasyarakat petant tradisional di pedesaan terhadap
eksistensi lembaga pendidikan masih iabsl, fluktuatif, dan sangat rendah (Tim,
1995; Farisi, 1998). Kalaupun terjadi partisipasi dan keberdayaan, sebatas pada
kalangan “tokoh dan elite” 'masyarakat pedesaan (Steenbrink, 1986).
Keberadaan “lembaga-lembaga pendidikan formaf” di daerah-daerah tersebut
pada umumnya juga masih memancarkan suatu “budaya sekofah yong
tersendiri  yang juga testinggal” {(Tim, 1995). Padahal, masyarakat
memandang bahwa dengan berpartisipasi di dalam pendidikan formal, mereka
bisa melakukan “maobilitas sosial secara vertikal”, haik secara sosial, kultural,
maupun ekonomis (Depdikbud, 1974, Farisi, 1998); sehingga, seorang tokoh
masyarakat Madura, H. Moch Noer dalam makalah yang disampaikan pada
lokakarya “upaya menemukan wodel pemberdayaan masyarakat ™Madurs”
mempertanyakan “bagaimana model pendidikan yang cocok untuk keperiuan

tersebut?” {1 298},

\aJJ
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Masalah-masaiah  sosial dan budaya vang dihadapi di dalam
pemvdngunan pendidikan bagi upaya peningkatan’ partisipasi masyarakat

T T S Py R [, \.-.L-..ni_:,v,\;“-‘ﬁ. A eI SN S, 2 P SO
uamrn })CH u“anéunan 1,15 u.uun\a DCUGZ'(II”IGHG uinErnundKar (4] 'ta) muncu

sebagai penvelenggara dan pengembang pendjdlkan di Jain pihak. Perbedaan
kepentmvan dan kebutuhan tersebut berkaitan denffan perbedaan mengenai
“makna sosial dan budaya” yang terKanaung di dalam pembangunan

-t

f, yang pada akhirnya memunculkan  situasi “keserjunyan

nortamiaas
o rnanyagdn

‘kalau memang ada perbedaan kebutiuhan atau kepentingan antara pemerintah
sebagai pengembany pendidikan di satu pthak dengan masyarakat Sebagai

sasaran pendidikan di iain pihak, apa sesungguhnyakebutuhan pokok dari

e L P » : - . ar e g
tMdsyarak eLd“l Lrdumdsiortdt yvarn verduds U cue>adri¢ Lud!‘\ ud dLl\d“
- p S >
das ety syl P oL ade bl
i Retu‘iu%‘laf‘n meveka? 8‘\{& n:‘\a';\) iGakan
Jears greararm :‘nl‘nn rrersy Fe rrafl; "dickarci" Aalosa
SpEngEn PHes RERsl Qieers:r galz

implementasi visi dan misi pembangunan/pendidikan?”, “bacaimana procram
< t (&4

pembangunan pendxdnkan yang dmandang acram‘a!! admvtab!,@ don

pendidikan dapat menjadi| sebuah instrumentaf power dalam

FTCRCIOE R U s T i TN RO N TR S S

pemiberdayaan mey eka? idin,  Uagaimana mie TyEiairaskan Gat

2 2 o Py gyt ees Lo : L . P } faesm sraceraprboai

migMaauran antara %\:P\: butuhan sosial dan SUCGEYS migsyarakat
3

sctemnat Fhiscnrcmun otnn: {noacant (2%, gp‘-‘ﬂ Aonoan

“kepentingan dan kebuhuhan sosial dan budava pembangunan pendidikan”,
sehingga wmasvarakat vang berada di daerah tersebut dapat menemukan

“makna sosial dan budaya” yang terdapat di dalam pembangunan pendidikan

(2) apa dan bagaimana makna pembangunan pendidikan sebagaimana

dipersepsikan oleh masyarakat petani tradisional di pedesaan?
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(3) bagaimana kebijakan pendidikan nasional dibangun di atas perpaduan
antara realitas obyektif pendidikan dan makna-maka subyektif dari
para peluku dan sasaran p’ada fatar masyarakatl petani di pedesaan?
Laﬁgkah pertama  yang harus dilakukan dalam rangka mengkaji

persoalan yang diajukan adalah melakukan eksplorasi, identifikasi, dan tifikasi
befbagm pemoknaan terhadap pembangunan peadidikan khususnya pada
latar masyarakat petani tradisional di pedesaan, sehingga masalah

pembangunan sistem “pendidikan formal” di Indonesia, bukan semata-mata

bagaimana melakukan ekspansi sistem pendidikan ke seluruh pelosok dan

fapisan masyarakat, aken tetapi bagaimana menemukan suatu  model
pendidikan formal yang memasyarakat (publicated school) y yang sesuat dengan
latar sesial dan budayz masyarakat setempat, dengan tanpa melupakan

pengembangan dan peningkatan program penyadaran kepada masvarakat di
daerah yang masih relatif kurang apresiasinya tentang ‘urgensi penerapan
sistem pendidikan formal.

Dengan demikian, ada tiga dimensi yang saling bergayut di dalam
permasalahan pembangunan pendidikan dalam imasyarakat petani, yaitu
dimensi nwatan, proses, don mandala,

Dimensi muatan berkenaan dengan makna-makna substantif sosial dan
budaya yang dicitakan oleh masyarakat“petani di daerah pedesaan yang
seyogianya diberikan oleh pembangunan pendidikan dalam memenuni
kebutuhan sosiai dan budaya -masyarakat setempat. Pada tataran dimensi

muatan i, adanya keseldgrasan dan keterpaduan aspek-aspek subtantift

terjadinya transparansi kesenjangan.

Dimensi « proses berkenaan dengan kemampuan pembangunan
pendidikan di dalam memberikan kesempatan besar bagi masyarakat untuk
berinteraksi dan melakukan interpretasi terhadap makna-makna sosial dan

budaya yang dibawa di dalam proses pembangunan pendidikan. Di datem dan
selama proses interaksi dan interpretasi tersebut, masyarakat diharapkan
dapat menemukan dan mempertemukan berbagai kepentingan dan kebutuhan
sosial dan budayanya dengan kebutuhan sosial dan bhudaya yang dimisikan di
dalam proses pembangunan pendidikan.

Sedangkan dimensi mandala berkenaan dengan aktuaiitas latar, yaitu
konteks keterjadian interaksi dan interpretasi sefamu proses pembangunan
pendidikan berlangsung. Dalam dimensi ini pula, relevansi dan keterpaduan

antara format pembangunan pendidikan dan proses-proses pendidikan yang
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diselenggarakan dengan format dan proses-proses sosial dan budayva

masyarakat setempat harus benar-benar diperhatikan.

— P oS R, I B o - 1
€. Definisi Kor aeptum dafi Gpu aSioiid
Beberapa konsep vane terdapat i dalame fuded morle diialacham oo
LT UTHT UG NUTioG it LT UG/ /gL Ll wvadiavis WRLAATL AU U iad s azxdat
d vPoyang J 4 \ » 45
erdanat keielas: PTas; ia lernila; aoi eliti 4 1 n:
terdapat kejelasan, ketegasan, dan kejernikan bagi peneliti dan bagi para

pengguna hasil-hasil penelitian ini. Pembatasan konsep ini sekaligus
berfungsi sebagai pembatasan ruang lingkup penelitian sehingga benar-benar
terfokus pada persoaian pokok yang dikaji di dalam penelitian ini.

Dangunan pendidikan secara konseptuai diartikan sebagai proses
aya yang dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pemerintali,
masyarakat dan warga bel tajar sendiri (Ircharudin, 1983). Proses sostal-budava
di mana anak sebagal anggota masyarakat dapat mengambil segala sesuatu
yang dibutuhkan dalam “hubungan sosial” (social contact-melalui “suatu
pemberian masyarakatnva” {Dur’kheim (1956).  Dalam penelitian  ini,
pembangunan diartikan sebagai upaya sistematis , bertahap yvang dilakukan oieh
peiierintah dengan melibatkan gury, orang {ud | dan masyarakat untuk
kemaiuaﬁ mas/\da‘wt Seda‘f“ﬁ” pendidikan, yang dimaksudkan adalah
r dimaksudkan dengan
pembangunan pendzdxkan diartikan sebagai upaya sistematis, bertahap vang
dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan guru, orang tua dan masyarakat

untuk kemajuan masyarakat mefalui pendidikan formai Jenjang Sekofah Dasar

{503
Masyarakat petani tradisional secara konseptual diartikan sebagat suatu
entitas sosial, teritorial politik, ekonomi, dan budaya memiliki tata-nilai,

norma, adat, tradisi,) kebiasaan yang menjadi "mekanisme internal” yang
memungkinnya tetap hidup berkelanjutan di desa sebagai petani tradisional
(Koentjaranigrat, 1987; Faisal, 1981). Di dalam penelitian ini masyarakat
petani tradisional diartikan sebagai kelompok-kelompoik orang (petani dan
tokolt masyarakat petani) yang tinggal di daerah pedesaan  dengan

matapencaharian pokok sebagai petani yang bekerja sekadar untuk memenukii

kebutuhan hidup kesehariannya.
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D. Tujuan Penelitian
Penelitian bertujuan untuk mengkaji, menafsirkan, merekonstruksi dan

mendeskripsikan tentang: |

1. Makna-makna pembangunan pendidikan sebagaimana dipersepsikan oleh
para pelaku pendidikan di tingkat sekolah

2. Makna-makna pembangunan pendidikan sebagaimana dipersepsikan oleh
masyarakat petani tradisional di pedesaan, dan

3. berbagal implikasi teoretik dari pemaknaan yang muncul bagi suatu
pengembangan model paradigmatik pembangunan pendidikan nasional

yang spesifik pada latar masyarakat petani di pedesaan

E. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan yang dicitakan tersebut dapat dicapai, (imaka temuan
penelitian akan sangat besar manfaatnya bagl perfuasan ‘dan pengembangan
pengetatiuan tentang peta pendidikan dan pembangunan pendidikan nasional
di Indonesia, beserta berba agai problematik yang terdapat di dalamnya. Apalagi

.

di dalam berbagai studi dan kepustakaan imiah (teori dan hasil penelitian)
tentang pendidikan dan pembangunan pendidikan di Indonesia, kajian-kajian
keilmuan yang berlokus di daerah-daerdh pedesaan terpencil masih sangat
langka.

Berbagai teort ilmiah tentang pendidikan dan pembangunan pendidikan

a8

g

onesta pun, dewasa’ini masth difokuskan dan dikembangkan
sil telaghyang bersifat “urbanistis” {(kekotaan). Rerbagai

"S"

berdasarkan hasil-
disparitas latar sosial., di* dalam proses pendidikan dan pembangunan
pendidikan terlihat'masih “terabaikan”.

Penelitian ‘ini_semakin bermanfaat dafam rangka memberikan aspek-
aspek substantif dan metodologis terhadap pengembangan konsep “link and

3.

match” dan “refevansi pendidikan” yang dikedepankan oleh Depdikbud (1996)
di dalam pemantapan visi dan strateg

i pembangunan pendidikan nasional

Indonesia memasuki millenium ketiga.
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AUAN PLISTAKA

A. Mayarakat Petani Tradisional dan Pendidikan: Pendekatan tkologis

mengurus persoalan lokalnya sendiri, sementara kelompok elitenya mengurus
kebutuhan dan persoalan yang berhubungan dengan "dunia luar’. Elite vang
berpendidikan (intelegensia menurut istilah Sanders) saling berserikat dan
menunjukkan keterpisahannya dengan kelompok tani serta menganggap remeh
mereka. Oleh sebab itu statusnya yang dianggap "tinggi” bukan'kavena mereka

mereka
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s
berpendidikan’. Pada titik inilah “masyarakat petani tradisional dapat

menghubungkan  dirinya secara konstan dengan pusat-pusat pemikiran
inteiektual dan kemajuan’ sebagaimana dikatakan Foster (Redfield, 1982:59).

salah satu “kelompok elite”, kaum intelegensia yang

=~

Guru' adala
bekerja datam fingkaran-lingkaran intelekttial,yang menjangkau dimensi ruang
dan waktu. Melalut guru-dan elite lain®inipula "kebudayaan terpelajar atau

tinggl' diadaptasi, dimodifikasi, serta kemudian dialirkan ke seluruh batang
tubuh  “kebudayaan jelata atau-klasik' yang menjadi sendi kehidupan
masyarakat petani tradisional nielalui “institusi pembudayaan” yaitu sekolah.
Tepat apa yang dikatakarn-oleh Redfield bahwa “setiap tradisi mempunyai
gurunya” dan sekofah, adalah saturan bagi setiap guru yang memungkinkan
tradisi terbentuk, terpelihara, dan tersambung dari generasi ke generasi’.

Atas dasar inl pula, maka kiranya tidak ada yang akan menolak dalil
bahwa "pendidikan adalah kebutuhan yang inheren dan asasi dalam kehidupan
manusia”. Tidak menjadi persoalan apakah kebutuhan akan pendidikan itu
sebagai sesuatu yang bersitat primer, sekunder, tertier, dan seterusnya. Banyak

alasan mengapa pendidikan menjadi kebutuhan asasi manusia. Pendidikan

" Dalam pengertian yang lebih luas istilah "guru” menunjuk pada orang atau kelompok orang vang
pekerjaannya "menyampaikan warisan intelektual atau budaya kepada orang’/kelompok lain".
Dengan pengertian ini, maka pengertian berlaku pule bagi seorang/kelompok sastrawan,
agamawan (resi, begawan, kiai), filosof Avas dasar ini pula maka istilah “sekofah” juga
menunjuk  pada institusi-institusi “dari mana warisan intelektual atau budaya tersebut
tersampaikan kepada orang/kelompok lain", seperti kuil. mesjid, pondok pesanten, buku, kitab
suct, tempel, biara, langgar. surau, perpustakaan, keluarga. dil,
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dibutuhkan mungkin karena alasan “kebanggaan” (the pride) atau "penyesuaian
dirt” (self-adjustment) belaka (Wibowo, 1996/1997), untuk memajukan diri
dan mendapatkan berbagai kesempatan dalam berbagai sektor kehidupan
(Anderson, dalam Ircharudin, 1983), dan sejumlah alasan lain yang dapat
dicari di berbagat kepustakaan.

Masyarakat petani tradisional sebagal sebuah entitas, kesatuan
kelompok-kelompok manusia yang dapat mengendalikan secara efektif lahan-
lahan pertanian di pedesaan dan turun-temurun terikat oleh tradisi dan
kesadaran bersama sebagai “identitas primordiainya” (Redfield, 1982:20) secara
asasi juga membutuhkan pendidikan, yang tentu dengan alasan yang beragam
pula. nilai, norma, adat-istiadat, kebiasaan, tradisi yang "disadari atau tidak"
mereka warisi dan lakukan secara turun temurun merupakan "fakta sosial
bahwa mereka sudah menerima pendidikan (enkulturasi atau sasialisasi, Oleh
sebab itu pula di dalam antropologi terdapat dalil bahwa “tidak ada manusia
dan masyarakat pun yang terlepas atau berada di luar. tradisi’ Kalaupun
mereka dapat saja menylmpang atau menoiak keabsahan sebuah tradisi, namun
pada khnnya mereka pun akan mernciptakan sebuah tradisi baru, dan ketika
itu pula proses pendidikan terjadi. Atas dasar pemikiran tadi, salah bile ada
yang mengatakan bahwa masyarakat petani. tradisional yang hidup jauh di
pelosok pedesaan tidak mengenal dan, tidak butuh pendidikan.

Persoalannya sebenarnya lebih terletak pada tradisi vang dibawa di
dalam proses pendidikan itu séndiri. Setiap pendidikan tidak teriepas dari
tradisi yang melatarbelakangis Ada nilainifai, norma-morma, prinsip-prinsip

yang mendasari suatu aktivitas pendidikan. Pendidikan modern yang berasal

. prinsip-prinsip  yang dikembangkan dari tradisi manusia dan
masyarakat Eropa dan Amerika. Pendidikan nasional Indonesia pun
dilatarbelakangi dan membawa nilai-nilai, norma-norma, prinsip-prinsip yang
dikembangkan dari tradisi manusia dan masyarakat Indonesia. Bangsa
Indonesia sebagai "masyarakat majemuk” (Nasikun, 1985) de engan sendirinya
pendidikannya dilatarbelakan 1gi dan membawa nilai-nilai, norma-norma, prinsip-
prinsip yang dikembangkan dari tradisi kemajemukan masyarakatnya, yang
masing-masing belum tentu sesuai, relevan dan karenanya bisa diterima begitu
saja oleh suatu kelompok masyarakat. Apalagi pendidikan nasional Indonesia
adalah "pendidikan modern” yang bersifat "urbanistis” beium tentu cocok dan

diterima oleh masyarakat petani tradisional di pedesaan yang bersifat
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“tradisionalistis” dan Tagraris’ yang apabila dipaksakan bisa menimbulkan
berbagai implikasi serius terhadap tatanan sosial-budaya yang ada (Tilaar,
1999:63). '

Persoalan ini lebih jauh bersinggungan dengan orientasi nilai yang
melekat di dalam mentalitas petani tradisional terutama yang berkaitan
dengan kehidupan yang baik-digunakan pertama kali oleh Redfield untuk
menggantikan istilah pola terpadu dari sikap-sikap dominan dari Francis--
sebagai persoalan asasi dalam kehidupan manusia (Koentjaraningrat, 1987:25-
31; Redfield, 1982:89), yaitu sikap-sikap yang dominan, ide-ide atau cara
pandang tentang bagaimana kehidupan itu harus dihi idupi.

Beberapa sikap hidup baik yang berkaite a
bahwa di dalam masyarakat petani tradisional: (1) tidak ada sikap, orientasi
nilai "menjadi seperti” (becoming) melainkan sikap yang senantiasa berupaya
untuk "menjadi diri sendiri” (being), (2) setiap aktivitas atau pekerjaan harus
memiliki "nilai ekonomis” yang dapat segera dirasakan, dan (3) menjunjun
tinggi kehormatan dan kehidupan akhirat. Sikap dan Orientasi nifai inifah yang
secara umum di hampir di setiap bagian dunia mierjadi ‘faktor yang konservatif
di dalam perubahan sosial, rem dalam revolusi, pengecek dalam disintegrasi
dalam masyarakat lokal sebagai akibat adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang datangnva begitu cepat! (Redfield, 1982:109), sekalipun tidak
dapat digeneralisasikan bahwa selurtih ‘komunitas petani tradisional bersikap
seperti itu. Dewasa ini mereka telan banyak yang "melepaskan” ikatan-ikatan
"primordiafitos-tradisional -nys 1 dan ‘mengikat  diri"  pada  ikatan-ikatan
‘primordialitasmodern’ “dengan berupaya  untuk  “menjadi  seperti
berinvestasi, dan mengéiar kemewahan materialisme-duniawi. Dengan kata lain,
telah terjadi "transisi” secara evolutif dalam gagasan, orientasi nilai dan sikap
pada “sebagian” anggota masyarakat petani tradisional yang menyebabkan
identitas masyarakat petani tidak fagi “homogen” tetapi "heterogen” dengan
identitas komunal yang mulai "kabur".

Di sisi lain, di sini pula berlaku hukum "paradoxal phesiomenas’ dari
Naisbitt, yaitu "ketika ada fenomena yang semakin menguat ke satu arah, pada
saat bersamaan muncul fenomena arus-balik menuju ke titik semula’. Ketika
masyarakat petani tradisional dhadapkan pada fenomena perubahan, pada saat
bersamaan pula mereka menoleh kembali kepada gagasan, orientasi nilai dan
sikap  "asli"nya, kembali  kepada identitas-identitas primordialitas-

tradisionalnya. Fenomena ini pula yang tampaknya terjadi mengiringi
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pembangunan pendidikan yang semakin menguat hingga menjangkau jauh ke
pelosok teritorial masyarakat petani tradisional di pedesaan Indonesia.

Kepatuhan atau sikap menurut mereka yang selama ini “ditunjuikan” dengan
menerima pendidikan sebagai identitas kaum terpefajar bukan karena

pendidikan bomarbomar dialast ot e m o n e L P T e P URS JO R
and{uﬂ\dﬂ venar-venar Giakui gan mefnptngdru H mMerexa, t tdp! i€oin Karena
perasaan hormat terhadap milik kelompok elit dari masyarakatnya. Ketika
pendidikan telah begitu jauh mengintervensi "inti" identitas primordialitas-

tradisional mereka; ketika para guru bukan lagi berasal dari masyarakatnya,
mengambil sikap memisahkan diri karena merasa lebih tinggi dari kelompok

petani, dan pendidikan yang ditawarkannya tidak {agi memberikan niiai

1 . s 1 1 1 1 » ] . 1 1 1 b3
exonomis  segers, serta kurang mendu Uig  niiai-nilai kehormatan  dan
tdiimam ablaieat. corta batilbn tanmaciimawatom notam: smonmeiadanl adaniacie e Te e
%:e}"ﬁidu‘u'(if Gll'\}’ if C{t, DC(’tG %\Ct(!'\d it }’(X( a Gt V\'ﬁtﬂ((( (((‘C{E"Gddf { Gda;i)(j POE\“L‘(DGS!
dalam  pendidikan, sehingga partisipasi mulai digiring kenada pola-pola
‘mobilisasi’, maka pada saat itu pulalah masyarakat .petani tradisional
> e v . S

menunjukkan stkap menolak, acuh dan menarik diri_dari partisipasi vang
sebelumnya teiah diberikan.

3 1

Secara ekologis, penarikan kepeduiian. dan artisipasi "'murni” van
C 2 le;

coboliimrmass dabale cem o1 depmiocblonae Ll ROy YIS P TS O Py P

Z’CU'tiHAH'n';y Leidil MiErewd LU fURRGT f'\v.‘.i}duﬁ PC!’\'IUCH'(SU" arft penGiaikdinn akan

dapat memberikan pemahaman yang lebth jelas. "Pertanian sawah’ yvang

meniadi matapencaharian mavoritas masyarakat Indonesia, dan merupakan
=) ] e P

salah satu ciri khas kehidupan masyarakat petani tradisional seperti dikatakan
oleh Gourou, Murphey (Geertz, 1983:29) merupakan sebuah ekosistem yang

sangat stabii dan tahan famd, dapat terus menghasitkan panenan padi yang

bole Jikatabam Hidal doaolo dart waktu ke swalts  olels  caliibe fo.
voien dikalakagl tigaxk oey Rurang aatt waktu ke waktu. €N 5€06a PLid--
- - v.' P s H ool .t H -
khususnya untuk pertanian sawah di Madura--tidak terjadi apa yang dikatakan
— H .
oleh Geertz (1983) "invaluc nertanian’ (aariculturve involifinm sebagal akihat
SUEMEET RS AL SIS YOSt pertamian Lagriculfyre involution) sepagar axibat

pertumbuhan penduduk yang sangat cepat vang diiringi oleh penyempitan

lahan-lahan pertanian sawah yang semakin tereksploatasi menuju “spesialisasi

pertanian”,

"Pertanian sawah” di pulau Madura hanya memiliki dua spesialisasi
produk yaitu padi dan tembakau? yang hingga sekarang terus diupayakan dan
menjadi dua matapencaharian pokok masyarakat petani tradisional, selain
perikanan laut (nelayan)3 yang sama sekali terlepas dari aktivitas eksploatasi

L P S i1 Mt lemr it Tial Ao a 3010 e Lomm s ik Ao
blud( it(lL{UpUlUg(-CRUHUHH lCl}ldui p pt?i ta{uall 1eniog ‘K{IU Hid Udpdt atiinatl qaiain Kt ya mduo ae
Jonge (1989).

? Studi sosial-budaya tentang kehidupan nelayan di Pulau Madura dapat dilihat dalam karya Kariadi
Mintaraam Farisi {2000}
Mintarcem & s {2000},
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tanah-tanah persawahan. Kedua aktivitas matapencaharian pokok masyarakat
Pulau Madura tersebut seluruhnya bukan untuk kepentingan ekspor tetapi

semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup fokal. Oleh sebab itu puia,
tidak seperti kebanyakan pertanian di berbagai masyarakat Indonesia terutama
di fawa, pertanian dalam masyarakat petani di Pulau Maduras tidak melahirkan
kelompok "Pemilik Tanah" (land owner) yang berkuasa dan kelompok "petani
penggarap” yang tidak memiliki tanah, yang ada hanyalah para "petani
penggarap yang sekaligus juga pemilik tanah”, Berbagai “pemberontakan

petani” (peasant revoft)’ vang sangat erat berkaitan dengan persoalan

"kepemilikan tanah” di satu pihak dan "eksploatasi tenaga kerja” di fain pihak
seperti juga banyak terjadi di Pulau Jawa tidak peirnah terjadi di Pulau Madura
Tepat seperti dikatekan oleh Daldjceni & Suyitno (1985:32-33)

masyarakat petani tradisional di pedesaan Pulau Madura (= Pamekasan)
terdapat indikasi bahwa mereka “kurang sadar akan adanya tiga lingkungan
ekologis yang menantangnya yang periu direspon’ yaitu-kondisi sosiai-ekonomi,

latar belakanyg sejarah, dan fingkungan alam. Perjuangan hidup wmasyarakat

petani tradisional Pamekasan menghadapi ketiga taﬁtaﬁgaﬁ tadi pada akhirnya

selalu merujuk pada "tradisi” dan “adaptasi ekelogis dalam suasana kosmis-

monisme". Pendidikan sebagai instrumen..modern yang berupaya untuk
o

menawarkan alternatif dengan “keuftungan relatif’ lebih tinggi  kurang
ditanggapi secara serius.

Mungkin benar bahwa (pada diri masyarakat petani tradisional di
pedesaan Pulau Madura sebagian besar tidak memiliki “mentalitas manusia
pembangunan” yang betjiwa berorientasi masa depan, inovatif, percaya akan
kemampuan sendiri, manghargai karya dan wakty, berdisiplin medern,
bertanggung jawab (Mc. Clelland dalam Daldjoeni & Suyitno, 1985:33:
Koentjaraningrat, 1987:32-36). Tetapi ini tidaklah berarti bahwa mereka tidak
bisa diubah dan diarahkan kepada mentaiitas yang mendukung pembangunan.
Ada tiga konsep yany saling terkait dafam hal ini yakni budoya, teknofogi doan
pangupdjiwa (Daldjoeni & Suyitno, 1985: 3-’-?»35}. Budaya merupakan sumber
kegiatan manusia dalam usahanya mengubak alam demi kemanfaatannya;

is

teknologi merupakan instrumen untuk melakukan "adaptas.i ekologj

; dan
pangupajiwa--dengan pola perkembangannya--menentukan taraf sosial-ekonomi

yang ada. Ketiga konsep tadi secara turun-temurun telah diwariskan oleh masa

* Studi yang cukup baik dan lengkap dengan segala latar belakangnya dapat dilihat dalam karya
Sartono Kartodirdjo (1978; 1985)
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lampau dan telah diuji kemampuan dan manfaatnya oleh tradisi melalui proses
“diakronis”. Upaya untuk mengubahnya sekalipun melalui proses “sinkronisasi”
apalagi meiafui proses "koersi" (pemaksaan) maka sefain akan meiahirkan sikap

acuh, "kuasi partisipasi’, tetapi bahkan sikap penentangan.

Kondisi sosial-ekonomi

Perjugrgar\hidup
/7
/

PANGUPAJIWA

TEKNOLOGI

Peranan tradigl *
Y

* Ad%)‘casi ekologis

./
Latar befakang sejarah BUDAYA Lingkungan alam

Gambar 1: Skema sosiografis tentang faktor pendoréng dav penghambat Pembangunan
(Dadjoeni, 1985: 35),

Bagaimana agar ketiga faktor pendukung tadi dapat mengatasi tiga

faktor penghambat (adaptasi ekelogis, peranan tradisi, dan perjuangan hidup)
yang tercipta sebagai akibat latar belakang sejarah (tradisi), lingkungan alam
(ekologi), dan kondisi sosial-ekonemi (perjuangan untuk hidup) sehingga pada
diri masyarakat petani tradisional muncul kesadaran dan sikap yang
berorientasi pada pengetmbangan "daya ubah-diti-meminjam istilah Faisal

(1981)--tampaknya tidak dapat berhasil sepenuhnya melalui pemberian contoh

atau keteladanan, stimulasi yang cocok, persuasi dan penerangan sebagaimana
dikemukakan Koentjaraningrat (1987:73-78) yang hanya berfungsi sebagai
‘penggalangan”. Betapapun kata Faisal (1981:35-36):

‘masyarakat desa.mempunyai hak sah untuk dicrangkan atau dimanusiakan. ..
periu disikapi sebagai subyek dari dirinya...si empunya diri, hidup dan masa
depannya..masyarakat desa itu, bukan hanya punya keinginan untuk
memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera dan bahagia selaku makhluk
berbudaya dan betrmartabat kemanusiaan..{dengan) daya dan potensi yang
dapat membebaskan dan menolong dirinya dalam rangka mencapai tata
kehidupan dan penghidupan yang lebih sejahtera dan bahagia...Bersikap
mengabaikan atau menganggap sepi daya-daya dan potensi "ubah-divi’ tersebut
sama maknanya dengan mengingkari "warisan kodrati® ( tabiat)..serta tidak
sejalan dengan "hairkat dan martabat manusia subyek”..."
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Atas dasar pandangannya itu, Faisal (1981:37) mengajukan pandangan
bahwa agar daya dan potensi ubah-diri yang dimiliki oleh setiap masyarakat
petani tradisional di manapun - kepada mereka perfu diberi "pefimpahan
kepercayaan” (devolution of confidence) untuk mengambil prakarsa atau
iisiatit pembangunan (termasuk pendidikan) yang secara asasi menyangkut
kepentingan diri mereka sendiri disertai dengan pemberian contoh atau
keteladanan, stimulasi yang cocok, persuasi dan penerangan sebagaimana
dikemukakan oleh Koentjaraningrat di atas. Jadi, bukan pelimpahan

kepercayaan tanpa bimbingan (pasrah bongkok-an). Meminjam konsep

Mannheim (Daldjoeni & Suyitno, 1985:36) daya ubah-diri (changing-self
competenicies) periu diletakkan dalam kerangka wadah, peranain  dan
adaptasi.

Dalam konteks pembangunan pendidikan, hal tersebut!berart; bahwa
pendidikan harus menjadi "wadah sosial’ di mana setiap anggota masyarakat
secara terbuka dapat mengambil dan melakukan peran-peran pendidikan, serta
mefakukan proses ad aptasx -diri sesuai dengan tingkat.kemampuan masing-
masing bagi optimalisasi daya-daya dan potensis potensi uban-diri yar
Tanpa itu semua
welcome terhadap pembangunan pendidikan. di derahnya. Pendidikan seperti
dikatakan Adam Smith (Campbell, 1994: 186-187) dapat diharapkan menjadi
institusi sosial yang memungkinkan dibangunnya kembali kohesi-kohesi sosial
vang bersifat evolutif, lebih nornial dan kurang memaksa.

Penting  pula  untuk ~diperhatikan adalah  bahwa pembangunan
pendi tkan Jjangan sampat-berjalan sendiri” (going it alone), melainkan harus
membangun aliansi-aliansi” (alliances) baik dengan tokoh-tokoh masyarakat
setempat, lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh masyarat (mis.
Pondok Pesantern), maupun “kendaraan-kendaraan sosial’--meminjam istilah

Faisal--yang benar-benarmenjadi tumpangan mereka.

B. Pembangunan Pendidikan sebagai Proses Sosial-Budaya

Pembangunan pendidikan merupakan upaya sistematis dan mele embaga,
serta di dalam pelaksanaannya menyangkut pelbagai dimensi dalam relasi
manusia yang begitu rumit. Oleh karena itu pula, pembangunan pendidikan
merupakan upaya yang melibatkan banyak faktor, seperti filsafat, politik,

ekonomi, sosiai, budaya, psikologi, bahkan juga sejarah. Makna iebih jauh dari
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hal tersebut adalah bahwa pembangunan pendidikan dan hasil-hasilnya banyak
ditentukan oleh bekerjanya antar berbagai taktor tadi (Munandir, 1973).
Menurut sejarah perkemiﬁngannya, arah pembangunan pendidikan
nasional di Indonesia berbeda-beda sesuai dengan masanya. Di masa
pertumbuhan  kerajaan-kerajaan  Hindhu-Bu iddha, Islam  dan  Kristen,
pembangunan pendidikan di arahkan dalam rangka penyebaran agama-agama
tersebut. Pendidikan dijadikan instrumen penyebaran ajaran-ajaran agama. Di
masa penjajahan, pembangunan pendidikan lebih banvak disesuaikan dan
diarahkan pada kepentingan penjajah yaitu untuk mempertahankan dan
memperfuas  kekuasaannya, Selanjutnya, di masa perjuangan  nasiona,
pendidikan dijadikan sebagai sarana dalam rang i e
Dalam perspektif sejarah di atas, terlihat bahwa pendidikan Indonesia
berkembang secara dinamis dalam lingkungan masyarakat yang juga
berkembang baik dalam dimensi ideologi, politik, ekonomi, maupun sosial-
budaya. Namun demikian, terlepas dari dasar dan ardah perkembangannya,

pembangunan pendidikan di Indonesia secara korisisten dijadikan sebagai

sarania transformasi, transmisi, dan sosialisasi nilai-nilai, tradisi, ilimu
pengetahuan serta ‘cekno!ogi dan sent dari masyavakatnya (Depdikbud, 1996).
Atas das u, di kalangan teoretisi; pakar, dan pelaksana pendidikan,

terdapat keyakinan dan konsensus bahwa antara faktor-faktor lingkungan
sosial dan budaya dengan pendidikan terdapat hubungan. Keyakinan tersebut

didukung ofeh banyak peneiitian’ seperti yang dilakukan oleh Bremberk, et.al.
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kausalitas™ antara faktor#aktor sosial dan buda
maupun hubungaunya dengan prestasi belajar.

Dengan demikian, pembangunan suatu sistem pendidikan nasional yang
berwatak “modern” oleh karenanya menyangkut dan bersinggungan dengan
berbagai persoalan yang bersifat “sensitif”, karena bersinggungan dengan
petrubahian di dalam “sistem sosial” (nilai, tingkah laku, kepribadian,
xebudayaan, proses sosial, struktur sosial, dan pemahaman serta pengawasan

tingkah laku sosial) yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat (van

9]

cetter, 1979). Ketidakmampuan di  dalam membangun suatu sistem
pendidikan yanng sesuai dan mengakomodasi sistem sosial masyarakat yang
menjadi lokusnya, akan menyebabkan terjadinya “kemandegan budaya”

(cuftural lag) yang merupakan sumber timbulnya “kekacauan sosial” (social
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disorder) di dalam masyarakat (Vembriarto, 1981). Dengan demikian, maka
pendidikan tidak saja menijadi institusi bagi kemungkinan terjadinya proses
“integrasi”, tetapi juga bisa menjadi isntitusi di daiam proses “desintegrasi”
masyarakat (Susanto, 1979).

Dt dalam unit-unit masyarakat desa terpencil, yang secara konseptual
berada di antara tipe 1 - 4 dalam tipologi  sosial-budaya Koentjaraningrat
{1976); dengan kondisi kepemilikan “imbang daya” (power share) unsur-unsur
internal, pengaruh unsur-unsur internal, dan intensitas pengaruh luar yang
sangat rendah/kecil berdasarkan tipologi desa model Depdagri (Dirjen PMD,
1972); di samping fungsifungsi pelayanan pendidikan dan komunikasi/

informasi ada indikasi

curang terlayani (uideserved) (Tim, 1995; Farisi, 1998),
maka pembangunan pendidikan “formal-modern” kalaupun dewasa ini tidak
lagi dipandang sebagai sesuatu yang “sama sekali asing”| Aetapi masih
dipandang sebagai sesuatu yang “inovatif’.

Sebagai sesuatu yang “baru”, meskipun penting.bagi suatu perubahan

sosiai, namun difusinya tidakiah selamanya mudah.. Masih mperIUKan banyak

-h.}

djusinient), adaptasi, akormodasi, dan assimilasi, untuk

ataukeniscayaan”

3

'

L
dapat dipercaya dan diterima sebagai suatu “kebutuhan’
serta melahirkan “partisipasi sosial”, dan akhirnya mampu “membe erdayakan”

masyarakat setempat yang diindikaSIkan oleh terjadinya “perubahan sosial”
yang progresif (Rogers & Shoemaker, 1987).

Dalam kaitan ini, Durkheim (1956) berpandangan, bahwa “pendidikan
adaiah suatu proses sosial-budaya™ di mana anak sebagai anggota masyarakat
dapat mengambil segala Sesuatu yang dibutuhkan dalam “hubunigan sosial
(social contact) melalui “suatu pemberian masyarakatnya”, dan titik krusial
yang membedakan, karakteristik pendidikan sosial masyarakat adalah terletak
pada kualitas kebudayaan yang mendukungnya. Sedangkan bagi Whitehead
(1964), pendidikan tidak lain merupakan “seni memanfaatkan pengetahuan,
dan bagaimana agar pengetahuan itu tetap lestari, serta terpelihara sehingga
tidak “kehilangan daya” (inertia) adalah persoalan pokok pendidikan”.

Oleh karena itu, maka setiap pembangunan sistem pendidikan sebagai

“proses sosial-budaya” harus senantiasa bergayut dengan realitas sistem sosial
secara keseluruhan (Durkheim, 1956); dan mengekspresikan realitas kehidupan
masyarakatnya, yang terbentuk sebagai hasil perpaduan antara pengalaman

masa lampau, kebutuhan masa kini, dan cita-cita masa depan (Gandhi &

tap

o s ;_

Tagore, 19564) yang menjadi lokusnya. Selain itu juga, apabila: (1) s

17

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




81142.pdf

anggota masyarakat dan atau masyarakat secara keseluruhan memiliki jaminan
penuh  terhadap kesempatan berpartisipasi, berkontribusi, dan atau
bekerjasama di setiap upaya pembangunan pendidikan (Dewey: Pakasi, 1979);
(2) pembangunan sistem pendidikan yang diprogramkan memiliki kaitan
fungsional dengan kepentingan dan kebutuhan realistis masyarakat, dan atau
kaitan organis dengan sistem sosial dar budaya masyarakat setempat secara
keseluruhan (Taba dalam Pakasi, 1979): (3) meminimalisasi terjadinya “konflik
sosial dan budaya”, serta tidak mengintodusir sesuatu yang bisa menimbulkan
“centang perenang” (disorder) di dalam masyarakat (Dewey; 1955; Pakasi,
1979).
Untuk dapat dipercaya dan diterima oleh segenap lapisan masyarakat,
maka pembangunan pendidikan tersebut harus dipandang memilikii 1)
keuntungan relatif, baik secara sosial, budaya, ekonomis, atau yang lain; 2)
daya kompatibilitas, artinya sejauh mana dianggap konsisten dengan nilai-nilai
yang ada, gagasan/pengalaman masa lalu, dan kebutuhan masyarakat yang
menjadi iokusnya terhadap pembahgunan pendidikanwyang dilaksanakan; 3)
kesetaraan tingkat kompleksitas atau kerumitans sistem pendidikan yang
dibangun dengan tingkat kompleksitas nilai, kebutuhan, pemikiran masyarakat
setempat. Hal ini berkaitan dengan persoalan, sejauh mana format pendidikan
tersebut “memberi beban dan relevan’ bagi masyarakat; 4) triabilitas, artinya
sejauh mana masyarakat bisa “mencoba terlibat” di dalam proses pendidikan,
dan dipandang sesuai dengan«mereka; 5) observabilitas, yaitu pada tingkat
mana  hasil-hasit pembangunan  pendidikan  di  daerabnya tersebut dapat
“diamati” dan dianggap “berhasil” memenuhi kebutuhan masyarakat yang

menjadi lokusnya (Rogers & Shoemaker, 1987).

C. Hasil-hasil Kajian dan Evaluasi terhadap Pembangunan Pendidikan di
Indonesia

Kasus-kasus ~ pembangunan pendidikan yang dilaksanakan oieh
pemerintah semenjak warsa 70-an, dalam bentuk program ekspansi “sistem
pendidikan modern” ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat (Miarso, 1983;
Pidato, 1983); reorganisasi struktur, isi, dan postur kurikulum pada lembaga-
lembaga pendidikan “keagamaan”, seperti madrasah yang banyak berbasis di
daerah-daerah pedesaan” (Steenbrink, 1986; Zimeck, 1986); pengembangan
kebijakan khusus dalam pembangunan pendidikan, baik dalam bentuk “proyek

Inpres”, “pendidikan inovatif’ yang berorientasi pada upaya meningkatkan
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relevansi pendidikan (Miarso, 1983); dan pembangunan suatu model
“pendidikan  konvergensi® daiam bentuk lembaga-lembaga “pendidikan
khusus™ (madrasah), khususnya pada berbagai komunitas yang masih sangat
kental dengan “ocrientasi keagamaan” pun, ternyata belum sepenulitiya
meningkatkan kepercayaan, kepedulian, serta partisipasi masyarakat petani
(peasant society) yang masih kental nuansa keagamaannya (Rachman, 1985;
Steenbrink, 1986),

Serangkaian program pembangunan = sistem pendidikan nasional
tersebut di atas, adalah sebagian di antara banyak “potret kegagafan”
pemerintah di dalam upaya meyakinkan seluruh tapisan masyarakat betapa
penting makna pendidikan (dasar) (De Queljoe: Pakasi, 1979); atau di dalam
upaya membangun sistem pendidikan yang dapat mempertemukan dan
mengakomodasikan kepentingan dan kebutuhan sosial, budaya dan ekonomis
masyarakat (the socio-cultural-economics needs of masses) (Maulden, dalam
Pakasi, 1979).

Dari sejumiah studi tentang pembangunan’ pendidikan di berbagai
entitas masyarakat di Indonesia, diperoleh (igformasi bahwa berbagai
“kegagalan” tersebut disebabkan oleh: 1) penerapan kebijakan pembangunan
pendidikan yang “birokratis-sentralistis” yang telah melahirkan kesenjangan
kontekstual antara kepentingan dan kebufthan masyarakat dan pemerintah
(Sanusi, 1992); 2) adanya inkonsistensiudi dalam orientasi nilai para pelaksana
pendidikan (guru) di daerah yang tidak sesuai dengan format pembangunan
sistem pendidikan nasional (Farisi, 1998); 3) keketatan sikap masyarakat desa,
terutama pada masyarakat.di daerah-daerah tertinggal di dalam memelihara
kesinambungan nilai, norma, dan tradisi sosial dan budaya setempat (Farisi,
1998; Tim, 1995; Rachman, 1986); 4) pelibatan masyarakat di dalam
pembangunan pendidikan masih lebih mengesankan “formalitas”, serta sebatas
pada acara pembagian rapor dan kenaikan kelas (Tim, 1995). Faktor-faktor
tersebut merupakan berbagai kendala yang penuh dengan muatan sosial dan
budaya.

Hasil studi “The East Asian Miracle” (Depdikbud, 1996; bdk. Pidato,
1983; Miarso, 1983) menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK)
Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia selama kurun waktu 25 tahun
(1965-1987), walaupun terdapat peningkatan, ternyata masih tetap berada
pada ranking 6 dari 9 negara di Asia Timur., Perbandingan antara mereka yang

berhasil menamatkan Pendidikan Dasar dengan total jumlah peserta usia didik,
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BAB ITT
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Peneiitian

Penelitian ini menggunakan metode yang dikenal di dalam filsafat
sebagai “fenomenologi”. Di dalam sosiologi dinamakan— —meminjam istilah Max
Weber—“Metode Verstehende” (Niel Mulder,1984). Ada Juga yang menyebut
sebagai “Metode Kualitatif* (Bogdan & Bikien, 1990; Bogdan & Taylor, 1993),

4 <«

atau  “Metode Naturalistic Inquiry” dan  “Studi Kasus (case study)

Metode tersebut (spcmun namanya), meletakkan maknd ‘kemen"e:’tian
atau “kepemahaman” (verstehemn) terhadap obyek dilihat dari>sudut pandang
obyek itu sendiri. Hubungan antara peneliti dan obyek vang diteliti didasarkan

pada adanya “einfuehien” dan “empati”, di mana.peneiiti harus merasa di

dengan ob eknya, serta “zich inhloven’ (Niel Mulder
pengertian ini, maka obyek tidak lagi dipahami/dimengerti seba agai obyek “an
sich”, tetapi dlpahamildlmenfzerﬂ sebagai “subyel”. Untuk mencapai tingkat
Kepemdhaman/kemencernan tersebut, antara peneliti dengan obyek yang

ditefiti harus tercipta “kesamaan penghaya*tan dan pengertian” terhadap
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B. Prosedur Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, data penelitian diambil dari para “subyek” yang

menjadi “informan” dengan menggunakan teknik ° deskriptif-analitik” melalui
metode wawancara, observasi dan dokument i. Pengumpulan data dilakukan
selama tiga bulan yaitu bulan April s.d Juni 2001, yang kemudian di iperpanjang

lagi selama 2 bulan yaitu bulan Juli s.d Agustus 2001 untuk memverifikasi
kembali temuan dan simpulan sementara (hlpotetlk) vang telah disusun.

Sesuai dengan pendekatan penelitian  kualitatif-naturalistik yang
digunakan, prinsip yang digunakan dalam peneiitian ini adalah “peneliti

sendiri”  (hurman instrurrent. Penggunaan peneliti sebagai instrumen
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penelitian ini didasarkan pada prinsip ‘no entry no research’ karena pada
dasarnya hanya penliti yang dapat mengumpulkan sendiri informasi yang
diperfukan; serta bahwa hanyé manusialah  yang mampu memahami,
memberikan makna terhadap interaksi antar-manusia, gerak muka, menyelami
perasaan dan nilai yang terkandung dalam ucapan atau perbuatan yang meveka
lakukan (Nasution, 1992).

Wawancara dilakukan secara mendalam (indepth interview) terhadap
10 orang informan guru-guru SD dan 3 orang kepala SD di pedesaan; 2 orang
petani tradisional dan 2 orang tokoh masyarakat desa iokasi penelitian, serta
"dikonfirmasikan” lebih {anjut kepada 2 orang Pengawas SD Kandep diknas dari
dua kecamatan yang dijadikan lokasi penelitian. Untuk keperluan wawancara,
peneliti menggunakan instrumen pendukung, vaitu: 1) lembar panduan
observasi yang disusun sendiri cleh peneliti atas dasar tuiuan penelitian; 2)
tembar panduan wawancara (terstruktur dan atau terbuka® (structured
and/or opened interview) yang hasilnya kemudian ditulis dalam bentuk

catatan fapangan (field notes).
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gambaran nyata tentang "budaya sekolah’,

Dokumentasi data-data sekunder kependidikan baik yang terdapat di SD
lokasi, Kandepdiknas Kabupaten dan Kecamatan.

Ketiga data yang diperdieh dari metode-metode di atas, dianaiisis secara
“reduksi-editik”, berlapis-berulang selama dan setelah penelitian dilakukan.
Analisis dilakukan melalui empat tahap, meliputi: (1) reduksi data (reduksi
fenomenologis, dan reduksi editik) melalui cara memilah-milah data,
menganalisis secara interpretatif terhadap hasil-hasil penelitian yang diperoleh
dari wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga ditemukan struktur
makna” yang dapat menjeiaskan "realitas empirik” dari apa yang sesungguhnya
terjadi dalam proses dan hasil pembangunan pendidikan bagi masyarakat
petani tradisional di pedesaan Pamekasan; (2) penyajian data, yang dituangkan
dalam bentuk "deskriptif analitis” disertai dengan data-data ‘angka” di dalam
tabel yang telah melalui proses reduksi yang peneliti peroleh dari sD, Kandep
Diknas Kabupaten dan Kecamatan sebagai "data sekunder; (3) menarik
simpulan, yang merupakan simpulan-simpulan yang bersifat “hipotetik”

mengendi persoalan yang dikaji; serta (4) verifikasi temuan-temuan yang telah
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dianggap sebagai "makna” yang dilakukan dengan cara (a) perpanjangan waktu
dan perluasan medan observasi dan wawancara selama satu bulan (juli s.d
Agustus 2001), (b) triangufasi (sumber, metode, hasii-husi} penelitian, dan
teori), (4) pengecekan respondenfinforman (member-check) terh; adap 3 orang
informan kunci, dan (5) pen gbbahan data pada sumber data lain di luar
konteks (peer-check) yang memiliki persamaan dengan yang telah ditemukan di
lokasi penelitian (Lincoln & Guba, 1985, Bogdan & Biklen, 1992, Miles &
Huberman, 1990, Moleong, 1990).

B. Situs dan Subyek Penelitian

Latar situasi sosial penelitian adalah masyarakat petani tradisional yang
berada di 2 (dua) kecamatan di Kabupaten Pamekasan, yaitu Kecamatan
Pegantenan dan Palengaan. Pemilihan kedua kecamatan tersebut karena secara
sosiologis dan budaya memiliki karakteristik sebagai .masyarakat petani
tradisional (peasant society), yaitu: 1) secara ekonomis_basis utama kehidupan
mereka berada di sektor pertanian tradisional (petani), yang dikeiola secara
sederhana, dan hasilnya terutama hanya untuk fwemenuhi kebutuhan pokok
kesehartan keluarga mereka. Hanya sebagian kecil saja hasil pertanian mereka
yang dibawa ke pasar-pasar tradisional yang berada di kota kecamatan atau
pasar-pasar lokal yang aktivitasnya hanya.pada hari-hari tertentu; 2) secara
sosiologis dan kultural masyarakat di kedua kecamatan tersebut, masih kental
orientasi keagamaannya; memiliki ikatan primordiainya yang masih kuat, serta

1)

berorientasi pdda ngur Kepem\mpman tradisionai/formal (5epefu kiai).

Subyek penelitian terdiri dari 10 orang guru-guru SD dan 3 orang
kepala SD di pedesadn; "2 orang petani tradisional dan 2 orang tokoh

masyarakat desa lokasi penelitian, serta 2 orang Pengawas SD Kandep diknas
dari dua kecamatan yang dijadikan lokasi penelitian. Pemilihan dan penentuan
subyek penelitian dilakukan atas dasar “sampling bertujuan” {(purposive
sampling), dan prinsip “snowbail sampling” hingga dicapai “data jenuh”
{(redudaice data) (Lincoln & Guba, 1985, Bogdan & Biklen, 1992, Miles &
Huberman, 1990, Moleong, 1990)

22

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




81142.pdf

BAB 1V
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan disajikan hasil-hasil penelitian yang diidentifikasi,
dikfasifikasi, diinterpretasi dan direkonstruksi dari data-data yang diperoleh
dari lapangan. Data lapangan diambil dari hasil wawancara terhadap 10 orang
informan guru-guru SD dan 3 orang kepala SD di pedesaan; 2 orvang petani
tradisional dan 2 orang tokoh masyarakat desa lokasi penelitian. Hasil
wawancara tersebut diperkaya dari hasil observasi terhadap 3 SD pedesaan.
Untuk lebih memantapkan temuan-temuan dari kedua metode pengumpulan
data tersebut, beberapa temuan "dikonfirmasikan" kepada. 2 orang Pengawas
SD Kandep diknas dari dua kecamatan yang dijadikan lokasi penélitian.

Temuan-temuan penelitian tersebut, selanjutnya dianalisis dan dibahas
lebih jauh berdasarkan kerangka teoretik yang ada, yang akan disajikan di

bagian "pembahasan”.
A, HASIL PENELITIAN

1. KONDISI UMUM PENDIDIKAN SEKOQLAH DASAR
Berikut ini akan disajikan dan dibahas kondisi umum pendidikan pada

jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten-Pamekasan.

a. Jumlah dan Kondisi Sekolah

Untuk jenjang SD di setiap desa/kelurahan terdapat sekolah yang secara
keseluruhan terdapat sekitar 338 SD swasta dan negeri atau rerata antara 24
25 sekolah (lihat tabel 1).

Ekstensifikasi  pembangunan  gedung-gedung SD di  Kabupaten
Pamekasan di setiap desa terjadi sejak diterapkannya Inpres (SD Inpres) mulai
tahun 1971, sehingga setiap desa memiliki gedung SD antara 2-3 SD!, atau
setidak-tidaknya 1 buah SD. Perluasan layanan pendidikan dalam bentuk
pembangunan gedung-gedung SD-Inpres hingga menjangkau pelosok-pelosok
pedesaan ini, di satu sisi telah memungkinkan terjadinya "pemerataan

pendidikan” (education equity), sehingga kesempatan setiap anak usia SD di

' berdasarkan data, secara nasional hingga pada tahun anggaran 1998/1999 telah dibangun sekitar
171.000 SD/MI di seluruh Indonesia (Jalal & Supriadi, 2001:25).
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pedesaan tradisional dapat memenuhi kebutuhannya akan layanan pendidikan
SD dapat terpenuhi serta program penuntasan wajib belajar 6 tahun pun dapat
dicapai. Di sisi lain, ekstensifikasi SD-SD tersebut dewasa ini telah melahirkan
persoalan-persoalan berkaitan dengan keterpenuhan kebutuhan rasional gury,

pemeliharaan gedung, pengadaan fasilitas-fasilitas pendukung pembelajaran,
dsb.

Tabel 1
Jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Pamekasan
pada Tzhun 2001%)

1 Pamekasan : ‘

2. Proppo 17 ‘
= - Tlanakan | 20
4 ‘ Pademawu ( 32 ‘
[ 5 “Larangan 28 3
6 ; Galis ; 27 ‘
7. Pasean 16 ,
‘ 8. i Kadur 20 ,
9. ‘ waru 23 —
110, Pakong 2

11. | Batumarmar ; 24 1
Lo12. Palengaan 32
x 13. : Pegantenan 20
1 7 JUMLAH 338 |

*) data diperoleh dari Kandepdiknas Kébupaten Pamekasan

Selain SD Inpres, di pedesaan juga terdapat ‘SD Kecil’ yaitu SD yang
jumlah siswanya kecil (secara keseluruhan + 50 orang) dengan jumlah guru 1-2
orang termasuk kepala sekolahnya, dan SD Pamong’, yakni SD yang didirikan
atas prakarsa masyarakat dan orang tua karena di daerah itu tidak
memungkinkan untuk didirikan SD biasa. Berapa pastinya jumlah kedua SD
tersebut, serta bagaimana efektivitasnya di dalam mendukung program
pembangunan pendidikan untuk tingkat sekolah dasar, tidak diketahui secara

pasti. "SD swasta” sama sekali tidak terdapat di pedesaan, kecuali di kecamatan
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kota Pamekasan?, selain madrasah, ponpes, dan pengajian-pengajian agama di
langgar-langgar.

SD-SD di daerah pedesaan tersebut tersebar di lokasi-lokasi yang tidak
jauh dari pemukiman wmasyarakat. Ada dekat jalan raya, pinggir jalan
kampung/desa, di dekat persawahan, tetapi tidak sedikit pula yang berada di
lereng dan puncak guhung. Sekalipun dekat dengan perkampungan penduduk,
namun karena pusat—pﬁsat pemukiman wmasyarakat di Pamekasan (atau
Madura) secara tipologis “terpencar-pencar tetapi memusat”, maka lokasi
antara SD-3D pada satu gugus sekolfah (school cluster) berjauhan antara yang
satu dengan yang fain. Keadaan ini sering sangat menyulitkan
komunikasifinteraksi antarsekolan dalam satu gugus sexolah, dan juga
merepotkan bagi para penilik/pengawas atau pejabat Kandep Diknascam
setempat untuk melakukan kunjungan dinas bagi kepentingan supervisi.
Apalagi jalan yang menghubungkan ke sekolah tersebut, merupakan jalan
setapak/makadam yang selain sulit, sempit, dan tidak rata; Juga bila musim
penghujan sangat becek. Dalam kondisi demikian, | satu-satunya alat
transportasi yang dapat digunakan bila akan menuju sekolah adalah “berjalan
kaki”.

Di sisi lain, karena SD-SD tersebut lokasinya banyak yang kurang
strategis dan tidak didasarkan pada proyeksi pertumbuhan penduduk yang
dewasa ini di Kabupaten Pamekasan cenderung menurun’®, pada umumnya
jumlah siswanya hanya sedikit (setiap kelas berkisar antara 10-15 orang.
Kecuali SD-5D yang berada di pusat kecamatan atau perkampungan pusat desa
bisa mencapai rata-rata 30-40 orang siswa per kelas. Inilah salah satu faktor
adanya kebijakan "penggabungan kembali" (regrouping) SD-SD di daerah
pedesaan dengan, "menciutkan” (croping) SD-SD yang siswanya kurang dari

Jjumlah minimal yaitu"100 orang, serta kondisi fisik bangunannya sudah sangat

-

* Di kecamatan kota Pamekasan hanva terdapat 3 "SD swasta” vang didirikan oleh yavasan Islam
seperti SD Islam (yayasan AJ-Munawwarah), SD Al-Arsyad (yayasan Al-Irsyad), dan SD-Plus
(vayasan Nurul Hikmah). Mengapa jumlah SD swasta tersebut sangat sedikit peneliti tidak
memperoleh informasi. Ada kemungkinan hal ini disebabkan ofeh karena jumtah anak usia SD
tidak banyak, dan tingkat pertumbuhan penduduk tidak terlalu tinggi, di samping karena SD-SD
Inpres sangat menjamur di Pamekasan. Sebenarnya hingga pertengahan tahun 1980 -an terdapat
"SD Taman Siswa". Akan tetapi akhirnya harus ditutup karena "tidak kebagian siswa"

? khususnya di kalangan guru SD rerata memiltki anak 2-3 orang. Kecilnya jumlah keluaroa mereka
ini sebenarnya bukan semata-mata keberhasilan KB tetapi lebih disebabkan oleh adanya
kebijakan pemerintah bahwa untuk pegawai negeri tunjangan anak hanya diberikan untuk dua
orang saja, sehingga secara ekonomis tidak terlalu memberatkan dengan gaji bulanan vang “pas-
pasan”. Tetapi di kalangan masyarakat luas terutama di daerah pedesaan jumlah anak mereka
pada umumaya lebik dari dua orang. Menurut mereka "banyak anak banyak rejeki, karena setiap
anak telah ditetapkan rejekinya masing-masing ofef Affah”.

)
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parah dan tak mungkin direhabilitasi lagi, kecuali harus "dibangun kembali"
(reconctruction).

Bila dikaji lebih jauh, adanya kebijakan penciutan dan penggabungan
kembali sejumlah SD terutama yang berada di pelosok pedalaman bisa
dipahami. Dengan jumlah sebanyak 291 SO yang berada di luar kecamatan
kota, beban anggaran pemerintah daerah setelah adanya kebijakan otonomi
daerah menjadi lebih berat. Sementara dilihat dan fisik sekolah, hampir dapat
dikatakan lebih dari 50%-nya dalam keadaan tidak layak ditempati kegiatan
pembelajaran®. "Kalau dipaksakan juga dapat membahayakan diri siswa dan
guru’.

Pengalokasian dana rehabilitasi dalam bentuk DOP (Dana Operasional
dan Pemeliharaan) SD Inpres secara merata kepada setiap SD dari informasi
yang diperoleh ternyata sangat tidak efektif. Dengan alasan bahwa dana
tersebut sangat tidak memadai dibandingkan dengan dana yang seharusnya di
keluarkan oleh sekolah, maka dana tersebut “lebih baik dibagikan kepada para
guru sebagai penambah kesejahteraan mereka, walaupun tidak seluruhnya”. Hal
ini berlaku secara merata di SD-SD Inpres yang berada di daerah pedesaan.

tebih jauh terungkap bahwa ketidakmemadaian alokasi dana DOP ini
ternyata banyak disebabkan adanya "pemotongan-pemotongan” oleh pihak
Dinas P&K Kabupaten dan Kecamatan yang rerata dapat mencapai jumlah
antara Rp. 500.000 - Rp. 550.000,4 darl jumlah DOP total yang seharusnya
diterima (sekitar Rp. 850.0004). Artinya setiap SD paling banyak hanya
menerima rerata sekitar Rp,300.000,- - 350.000,-. Alasan yang digunakan oleh
pihak Dinas P&K Kabupaten.dan Kecamatan adalah "bila diserahkan seluruhnya
kepada SD, dikhawatirkan dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan
tujuannya dan habis begitu saja”. Oleh sebab itu, dana itu lebih efektif dan baik
bila "dibelikan peralatan yang dibutuhkan SD", walaupun sesungguhnya bagi SD
yang bersangkutan “peralatan itu sudah ada di sekolah, dan banyak yang tidak
dimanfaatkan oleh guru untuk kepentingan pembelajaran di kelas’. Beberapa
jenis peralatan yang dibeli dari hasil pemotongan DOP itu antara lain peta
(Indonesia, Jawa Timur, Dunia), peta tematik, globe, papan planel, papan

berpaku, alat-alat peraga untuk berhitung, dll (selengkapnya lihat tabel 2).

* Kerusakan bangunan-bangunan sekolah ini bersifat nasional. Dilaporkan bahwa secara nasional
tingkat kerusakan bangunan-bangunan sekolah khususnya tingkat SD/MI diperkirakan mencapai
35% (61.000 gedung) yang harus segera dibenahi secara cepat (Jalal & Supriadi, 2001:25). Hal
ini menunjukkan bahwa dari segi gedung/bangunan kondisi SD sangat mempnhatinkan.
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Praktik-praktik semacam itu, berlaku untuk seluruh SD di Kabupaten

Pamekasan, tanpa ada kemampuan dari pihak Depdiknas Kabupaten dan

Kecamatan untuk memberikan. tegoran atau melaporkannya kepada

pemerintah daerah. "Mungkin saja itu sudah atas persetujuan yang di atas’.

Pihak sekolak pun (Kepala sekolah)} demikian. Tidak ada seorang pun di antara

mereka yang berani melaporkannya, sebab menurut mereka “taruhannya

adalah jabatan dan mutasi, sehingga lebih baik diterima saja berapapun mereka

berikan kepada SD, yang penting masih kebagian™.

Tabel 2
Jenis dan Sumber Pengadaan Fasilitas Pembelajaran di Sekolah Dasar
di Kabupaten Pamekasan*)

1. | Peta dunia i popP i Baik{jarang
2. | Peta Indonesia ‘ DOP ; Baikfjarang
©3, v Peta Jawa Timur . ' DOP Baik/jarang
| 4. | Peta Tematik DOP Baik/jarang
15, | Globe DOP Baikfjarang
1 6. | KitIPA Depdiknas dan PEQIP Baik/jarang
| 7. | Peraga berhitung i DopP i Baik{jarang
'8, | Mesin ketik B8P3 { Baik/sering
i 9. | Peraga sistem tata surya DoP Baik/jarang :
| 10. | Peraga bangun ruang DoFP Baik/jarang
11. | Papan paku DOP ' Baikfjarang =
12. | Papan planel DOP | Baik/jarang
13. | Peraga rumah dan pakatan Sekolah Baik/jarang
; adat
| 14, | Buku pelajaran paket Depdiknas Baik

*} hasil observasi dan wawancara terhadap tiga Sekolah Dasar pedesaan

Penerapan pola baru DOP sejak tahun 1999/2000 yang dipandang lebih

"adil” karena didasarkan atar indikator kemiskinan, jumlah siswa, keterpencilan

suatu daerah, serta faktor-faktor lain yang relevan dengan kondisi SD masing-

masing, ditambah lagi dengan adanya dana-dana dari jPS-P (Jaring Pengaman

Sosial Pendidikan) tampaknya juga tidak banyak bermanfaat bagi kepentingan

SD. Perubahan ke arak yang lebih baik baru terlihat setelah di tingkat

Kabupaten dibentuk UPM (Unit Pengaduan Masyarakat) yang berfungsi sebagai

fasilitator dan korektor terhadap setiap bentuk penyimpangan pengalokasian

dan pemanfaatan dana-dana pendidikan atas dasar berbagai pengaduan

masyarakat. Contoh yang paling nyata adalah dengan dieksposenya
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penyelewengan yang terjadi di lingkungan MI di sebuah kecamatan di
Kabupaten Pamekasan, dan sempat dimuat di dalam harian Radar Madura dan
Radio lokal. Namun sejauh ini untuk SD belum ada pemberitaan semacam itu
.

Di lain pthak, mengharapkan bantuan dari orang tua dan masyarakat
melalut BP3 hanya teramat sulit tetapl juga karena BP3 itu sendiri tidak ada
kepengurusannya. Penarikan uang iuran BP3 setiap bulannya dilakukan sendiri

oleh guru. Itupun jumlahnya tidak lebih dari Rp. 1000-, sebab bila lebih dari itu

jangan harap para orang tua siswa akan membayarnya, malah alih-alih anaknya

akan dikeluarkan dari sekofah.

Kondisi ini jauh berbeda dengan BP3 di SD-SD perkotaan (Inpres atau
bukan). Kalaupun secara organisatoris eksistensi BP3 tidak jauh berbeda
dengan BP3 di SD-SD di pedesaan, namun karena tingkat kepedulian
masyarakat terhadap pendidikan anaknya relatif lebih baik, maka di SD-SD
perkotaan besarnya iuran dapat berkisar antara Rp. 5000,- - Rp. 10.000,-
perbulan. Uang BP3 ini selain digunakan untuk biaya rehabilitasi sekofah secara
“kecil-kecitan”, juga digunakan untuk membeli beberapa perfengkapan SD, serta

sebagiannya lagi diberikan kepada guru sebagai insentif.

b. Keadaan dan Pemanfaatan Fasilitas Sekolah

seperti dapat dilthat pada tabel 2 di atas setidak-tidaknya terdapat i4

jenis fasilitas yang dimiliki oleh! SD-8D di pedesaan , dan hampir seluruhnya

“dibelikan” oleh Dinas P&K Kabupaten dari hasil pemotongan “sebagian
terbesat” dana BOP{DOP: Kecuali mesin tulis yang murni dari hasil pengadaan
sekolah sendiri. Kondisi fasilitas sekolah tersebut pada umumnya masih baik
karena tersimpan rapi di ruang kepala Sekolah, dan jarang sekali atau bahkan

tidak pernah digunakan untuk kepentingan pembelajaan di kelas.

1) Buku Sekolah

Keadaan buku sekolah untuk pegangan siswa antara SD kecamatan kota
dan kecamatan luar kota juga berbeda. Di SD-SD pedesaan buku-buku paket
yang dikeluarkan oleh Depdiknas secara efektif digunakan oleh siswa. Buku-
buku paket tersebut malahan merupakan satu-satunya buku Apelajaran yang

digunakan oleh siswa, walaupun dalam jumlah yang tidak mencukupi®. Untuk

> tidak berimbangnya antara jumlah siswa dengan jumlah buku vang didistribusikan ke SD-SD
(kota atau desa) ini bersifat nastonal. Keterbatasan anggaran merupakan faktor utama, sehingga
secara nasional rata-rata rasio antara jumiah buku dan jumfah siswa merentang antara {:1.2 -

)
e
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mengatasi ketidakberimbangan antara jumlah buku yang tersedia dengan
jumlah siswa para guru SD di pedesaan menerapkan kebijakan dalam bentuk
"penggunaan secara bergantian di antara siswa’. Menyuruh siswa membeli buku
pelajaran terbitan swasta juga tidak pernah dan bahkan tidak mungkin
dilakukan. Hal ini disebabkan oleh daya beli (?) orang tua siswa setempat yang
perbeda dengan para orang tua siswa perkotaan. Di samping karena para orang
tua siswa menolak keras apabila harus mengeluarkan biaya tambahan hanya
semata-mata untuk keperiuan buku pelajaran yang sebenarnya telah disediakan
oleh pemerintah.

Keberadaan buku bacaan dan buku sumber pun di SD-SD pedesaan
sangat terbatas baik eksemplar maupun judulnya. Buku-buku pustaka tersebut
ditempatkan di ruang kepala sekolah (tampaknya ini cenderung terjadi hampir
di setiap SD pedesaan), serta lebih sering dipinjam, dibaca, dan "dibawa pulang”
{dan tidak dikembalikan) oleh para guru dibandingkan oleh.siswa sendiri.
Alasan mereka "siswa malas pinjam, kalaupun pinjam paling-paling tidak dibaca.
Sebab mereka sepulang sekolah terus membantu orang tuanya di sawah atau
pergi ke madrasah”. Dalam situasi sepeti itw, jelas tidak mungkin banyak
berharap terjadinya peningkatan prestasi belajar siswa. Apalagi kemampuan
dan minat baca mereka umumnya sangat rendah.

Sebaliknya, di SD-SD perkotaan hampir dapat dipastikan buku pelajaran
paket vang secara khusus dikembangkan oleh Depdiknas melalut Proyek
Pengembangan Buku dan Minat Baca (1996/1997) untuk memfasilitasi para
siswa, dan meringankan beban pembiayaan orang tua siswa tidak banyak
digunakan®, kecuali buku Pendidikan Agama Islam yang diterbitkan oleh Depag,
Bahasa Indonesia (Gemar Membaca), dan Matematika (Belajar Berhitung). Buku
pelajaran yang digunakan adalah buku pelajaran terbitan swasta yang memang

telah disahkan penggunaannya oleh Ditjen Dikdasmen. Alasan para guru karena

1:6.2, atau separoh dan tingkat kebutuhan riil sejak dikembangkannya kebijakan perbukuan

~ nasional dari tahun 1969 hingea tahua 1997 (Supriadi, 2000).

© datam hat ini tidak ditemukan informasi bahwa penggunaan buku-buku pefajaran terbitan swasta
karena adanya “petunjuk dart atas® atau "rekomendast dari pejabat Depdiknas Kabupaten®
tentang “kewajiban" untuk membeli atau menggunakan buku-buku pelajaran dari penerbit swasta
tertentu. Kebijakan in1 sepenuhnva tergantung pada guru kelas masing-masing (juga bukan
ditentukan oleh kepals sekolah), sehingga dimungkinkan antara kelas yang satu deiagan kelas
yang {ain menggunakan buku-buku pelajaran dari berbagai penerbit swasta (kajian lebih jauh dan
fengkap tentang pelik-pelik dunia perbukuan nasional dapat dilihat dalam Supriadi, 2000). Tiga
buku pelajaran terbitan swasta vang lazim digunakan di SD-SD perkotaan Pamekasan, yaitu Intan
Pariwara, Tiga Serangkai, dan Yudhistira, dan buku-buku splemen lainnya seperti "Rajin dan
Tekun Belajar", "Juara" dan "Cerdas" (beristkan LKS dan Eveluast untuk seluruh
matapelajaran) yang diterbitkan ofeh Tiga Seranpgkai.

)
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buku-buku pelajaran yang secara resmi dikeluarkan oleh Depdiknas "tidak
sesuai dengan Kurikulum 1994 yang disempurnakan™, “jumlahnya tidak
mencukupi untuk setiap siswa”, serta "waktu pengiriman ke sekolah sering
terlambat™®,

Para orang tua tampaknya tidak terlalu mempersoalkan hal itu. Karena
selain memang menjadi suatu "keharusan’, dan benar-benar digunakan untuk
kepentingan pembelajaran, juga karena jumlah biaya yang dikeluarkan relatif
tidak terlalu tinggi, berkisar antara Rp. 85.000 - 100.000,- setiap catur wulan’,
Namun di sisi fain, penggunaan buku pelajaran terbitan swasta menyebabkan
buku-buku paket pelajaran yang diterbitkan secara resmi oleh Oepdiknas
menjadi "'mubadzir’, hanya memenuhi lemari buku sekolah. Padahal dana yang
dikeluarkan untuk pengadaan dan pendistribusian buku paket ke SD-SD cukup
besar.

Penggunaan buku-buku terbitan swasta di SD-SD perkotaan di atas,
selain disebabkan oleh keterlambatan pihak Depdiknas melakukan revisi
terhadap buku-buku sehingga sesuai dengan kurikulum SD 1994 yang
disempurnakan, serta keterlambatan pendistribusiannya ke sekolah, juga di
dalamnya terselubung kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomis, baik
bagi kas sekolah secara keseluruhan maupun bagi guru kelas masing-masing.
Manakala "kepentingan ekonomis” yang berada di balik penggunaan buku-buku
pelajaran  terbitan swasta, lebith “kuat dibandingkan karena alasan
keterfambatan pihak Depdiknas melakukan revisi terhadap buku-buku sehingga

sesuai dengan kurikulum S0 1994 yang disempurnakan, keterlambatan

7 dengan adanya label “berdasarkan kurikulum 1994 vang disempurnakan-suplemen GBPP Sekolah
Dasar 1999" vang terdapat di sampul luar dan dalam buku tersebut dapat menjadi dava tarik
rersendini dan sekaligus "jaminan mutn" bag para guru SD untuk menggunakannya sebagai
"pengganti” buku pelajaran paket dart Depdiknas. Dans hasil wawancara yang dilakukan dengan
informan gurun 50 kota diperoleh informasi bahwa buku-buku pelajaran terbitan swasta secara
material "lebih sesual™ dengan GBPP 1994 yang disempurnakan. Tetapi apakah kualitasnva lebih

_ baik, tidak ada komentar yang diberikan (7).
® Di Kabupaten Pamekasan sistem pendistribusian buku-buku pelajaran paket dari Depdiknas
ditakukan oleh Depdiknas Kabupaten ke Depdiknas Kecamatan, kemudian setiap SD dihubungi
per surat dinas untuk mengambiinya di kantor Depdiknas Kecamatan. Diperkirakan antara waktu
penerimaan di tingkat Kabupaten hingga ke SD mencapai 2-3 bulan, kecuali bagi SD-SD yang
berada jauh di pelosok karena kendala komunikasi bisa mencapai empat bulanstudi yang
dilakukan oleh Supriadi {2000) di Bandung dan Tasikmalaya juga mengungkapkan hal vang
sama. Buku-buku paket di SD-SD perkotaan "lebih sering tidak digunakan”. Hal ini bukan karena
isinya jelek, atau dari segi grafika kurang menarnk, mefainkan karena pendistribusiannva ke
sekolah sering terlambat sedangkan catur wulan sudah dimulai, sementara jumlah buku vang
ditertima tidak cukup. Di lain pihak, di SD-SD pedesaan "menjadi sumber utama--dan satu-
satunya {pen)"--dalam pembelajaran.

untuk bahan pembanding tentang tangeapan orang tua serta jumlah pengeluaran mereka untuk

membeli buku pelajaran terbitan swasta, hhat Supnadi (2000:87-127).
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pendistribusiannya ke sekolah, atau alasan jumlahnya tidak cukup untuk setiap
siswa, maka jikapun pemerintah berupaya keras menyediakan buku paket
dengan rasio 1:1 (1 buku untuk ‘1 siswa) befum dapat dipastikan SD-SD di
perkotaan akan kembali menggunakannya. Dengan kata lain, asumsi bahwa
"apabila jumlah buku paket tersedia dalam jumlah cukup, maka sangat besar
kemungkinan buku tersebut digunakan sebagat buku utama dalam
pembelajaran” dan bahwa “setiap usaha untuk meningkatkan rasio buku paket
siswa akan semakin mempertinggi peluang penggunaannya di sekolah™® perlu
diuji atau diteliti secara empirik.

Sebagai ilustrasi nyata, biasanya persentase yang diterima oleh sekolah
untuk setiap buku yang dijual sekitar 15%, tetapi ini bergantiung pada harga
masing-masing buku. Dengan jumlah siswa per kelas rerata 40 orang maka
keuntungan yang dapat diperoleh sekolah dari hasil penjualan. sebuah buku
dapat berkisar antara Rp. 600,- - Rp. 1.500,- per matapelajaran’X 40 orang,
vaitu sekitar Rp.24.000,- - Rp. 60.000,-, sehingga kalau_jumlah bukunya
sebanyak 5 matapelajaran maka penghasilan yarig akan diperoleh untuk setiap
kelas dapat mencapai Rp. 144.000,- hingga Rp.-360.000,. per catur wular.
Jumlah yang cukup memadal bagi kas sekolah dan tambahan uang insentif

untuk guru.

2, Fasilitas Sekolah

Di muka tetah disinggung'bahwa beberapa fasilitas yang dimiiiki SD-3D
pedesaan adalah peta (indonesia, jawa Timur, Dunia), peta tematik, giobe,
papan  planel, papan. berpaku, alatalat peraga untuk berhitung, yang
seluruhnya "dibelikan" oleh Dinas P&K Kabupaten dari hasil pemotongan
BOP/DOP SD yang bersangkutan.

¥ aswmst ini dikemukakan oleh Tim Monitoring P2ZBMB dari hasil penelitiannya terhadap 867
SD/MI di 27 Propinsi yang diketuai oleh Supriadi (2000:60). Keberatan terhadap asumsi tersebut
didasarkan pada ape vang dimaksudkan dengan "jumlahnya tidak mencukupi”. Dari lima buku
paket vang diangeap tidak mencukupi, tampaknya hanva untuk buku IPS saja (tersedia sebanyak
42%), sedangkan untuk buku paket vang fain seperti PPKN (78%), Bi (59%), dan IPA (62%)
ternyata minimal tersedia sebanyak 5¢%. Kalau dengan tingkat ketersediaan sebanyak 59%/60%
dianggap tidak mencukupi lantas "membolehkan” guru berpaling kepada buku terbitan swasta
agak sulit diterima akal, kecuali ada motif-motif lain yang lebih kental di balik penggunaan buku
pelajaran terhitan swasta. Apalagi uga dinvatakan bahwa rekamendast atau petunjuk dart atasan
{Depdiknas atau Dinas P&K) bukan alasan yang menonjol, sekalipun tetap tinggi. Dafam kasus
yang terjadi di Pamekasan, dimana tidak ada rekomendasi atau petunjuk dari atasan {(Depdiknas
atau Dinas P&K) dalam hal penggunaan buku-buku terbitan swasta kebenaran asumsi tadi lebih
tidak mungkin diterima. Otonomi sekolah juga bisa memungkinkan terbukanya peluang SD-SD
untuk lebih berorientasi pada penggunaan buku-buku terbitan swasta. Namun penelitt sangat
setuju bifa rasio buku dengan siswa seyogianya 1:1.
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Dilihat dari jenis dan kuantitasnya, sebenarnya untuk tingkat SD
fasilitas tadi dipandang oleh guru cukup memadai untuk menunjang
pembelajaran. Namun karena pada umumnya para guru "kurang mampu
menggunakan', maka fasilitasfasilitas yang tersedia itu menjadi tidak efektif
karena jarang atau bahkan sama sekali tidak digunakan, dan “tersimpan tapi
dan berdebu di ruang kepala sekolah”.

Sebenarnya sulit dimengerti apabila para guru kurang memiliki
kemampuan untuk menggunakan fasilitas yang ada di dalam proses
pembelajaran, mengingat mereka menyatakan “pernah mengikuti penataran
penggunaan peraga’. Kepala sekolah dan pengawas sebenarnya juga telah
meminta kepada para guru untuk menggunakan peraga yang ada di dalam
pembelajaran "sesuai dengan kondist siswa dan kemampuan guru sendiri”. Akan
tetapi tampaknya kondisi siswa, keterbatasan waktu, ketidakbiasaan, serta
keengganan para guru sendiri untuk menggunakan peraga diakui sebagai
faktor utama mengapa mereka tdak berupaya “untuk ‘mau dan bisa"
menggunakan ~ peraga yang ada untuk kepentingan pembelajaran yang
diselenggarakan. Kondisi ini, tidak jauh berbeda dengan SD-SD di perkotaan.
Peraga yang ada juga jarang dimanfaatkan di‘dalam/pelajaran, kecuali "setelah
ada penataran/pelatihan, sekedar mempraktikkannya'. ltupun menurut mereka
tidak berlangsung lama. Setelah itu, mereka kembali mengajar tanpa peraga.

Di antara peraga yang menurut informan guru lebih sulit tingkat
penggunaannya adalan Kit-IPA. Terutama yang menuniut adanya percobaan-
percobaan (Fisika maupun Kiria ). Padahal dari observasi Kit-IPA ini merupakan
jenis peraga yang paling. banyak dan lengkap. Apalagi pada tehun 2000 lalu
sejumlah SD kembali meadapatkan bantuan dari proyek peningkatan kualitas
pendidikan IPA (PEQIP).

b, Keadaan Guru
Dari data vyang dikumpulkan di lapangan, menunjukkan adanya

kecenderungan bahwa rasio guru dengan kefas terdapat ketimpangan yang
mencolok antara "SD perkotaan” dengan "SD di pedesaan™’. jumlah guru SD di

seluruh Kabupaten Pamekasan terdapat sekitar 1.910 orang dengan rincian

Y Daflam pembahasan Kefompok Kerja Pembaharuan Pendidikan yang dibentuk ofeh Bappenas dan
Bank Dunia, persoalan ini juga diungkap. Dikemukakan bahwa .. berdasarkan data BKN
(Badan Kepegawaian Nasional) tahun 1977 tidak meratanya distribusi guru antarsekolah--SD--
telah mengakibatkan, di satn pihak, terjadinya kekirangan gurn secard nasional  sehanyeak
156,454 arang, dar di lain pikak, terdapat kelebihan guee SD sebanyak 12.9407 orang.." (4 alal &
Supnadi, 200122},

93]
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1.299 orang berada di "SD pedesaan” dan 611 orang berada “di SD perkotaan”.
Rerata jumlah guru per SD di pedesaan berkisar antara 4-5:6 (4-5 guru dengan
6 kelas), sementara jumiah guru pér SD di perkotaan berkisar antara 9-15:6 (9-
15 guru dengan 6 kelas). Dengan demikian, sekitar 68.1% guru bertugas di SD-
SD pedesaan dan selebihnya 31.9% guru bertugas di SD-SD perkotaan. Padahal
Jjumlah sekolah SD yang berada di pedesaan sebanyak 291 buah (86.1%) dzn di
perkotaan terdapat 47 SD (13.9%).

Apabila jumlah guru disesuaikan dengan kebutuhan rasionalnya (dengan
perhitungan bahwa setiap SD harus memiliki guru minimal sebanyak 8 orang,
terdiri dari 6 orang guru kelas, 1 orang guru penjas dan seorang lagi guru
agama), maka seharusnya jumlah guru SD di luar kecamatan kota adalah
sekitar 2.328 orang (86.1%), dan sekitar 376 orang (13.9%) berada di SD
perkotaan; atau secara keseluruhan rasional kebutuhan guru/adalah sekitar
2.704 orang se wilayah Kabupaten Pamekasan. Jadi di SD-SD ‘pedesaan terdapat
kekurangan guru secara raisonal sekitar 1.029 orang (18%) sementara di SD-
* SD perkotaan terdapat kekurangan secara rasional sekitar 235 orang (18%),
atau jumlah kebutuhan rasional guru SD di wilayah Kabupaten Pamekasan
masih terdapat kekurangan secara rasional sekitar 1.264 orang.

Adanya kebijakan croping dan re.grouping SD-SD baik di perkotaan
maupun di pedesaan, tentu saja berkonsekuensi pada perubahan Jjumiah
kebutuhan rasional guru SD, tidak lagi sebanyak 1.264 orang. Bila diasumsikan
di kecamatan kota paling banyak di“croping empat SD, dan di setiap kecamatan
luar kota rerata antara 3-4 SD, maka peta kebutuhan rasional, kelebihan dan
kekurangan guru SD antara SD perkotaan dan SD pedesaan bisa berubah.
Tetapi hampir dapat dipastikan bahwa jumlah guru yang sekarang ada di SD-SD
perkotaan tetap ‘melebihi kebutuhan rasionalnya. Atas dasar data ini pula
dapatlah dipahami kekhawatiran sebagian besar guru-guru di kecamatan kota
terhadap kebijakan croping dan re-grouping sD.

Sementara itu, dengan mencermati rasio persentase guru di atas yang
memperlihatkan betapa jumiah guru yang berada di SD-SD kecamatan kota
sangat tidak rasional. SD-SD perkotaan mengalami "kelebihan guru" sementara
SD-SD pedesaan mengalami "kekurangan guru'. Ketimpangan rasional antara
jumlah guru di perkotaan dan pedesaan ini terjadi karena di lingkungan SD

3

kolusi dan nepotisme dalam hal penempatan guru masih sangat tinggi, apalagi
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ketika masih terdapat dualisme kepemimpinan (Dinas P&K dan Depdikbud)*z,
Terjadinya penempatan dan pemindahan guru dari SD pedesaan ke SD dalam
kota bukan lagi menjadi "rahasia umum’. Seorang informan guru SD kota
menyatakan “cukup dengan memberikan uang sebesar satu juta rupiah seorang
guru sudah bisa pindah ke SD yang dikehendaki tanpa harus meminta
persetujuan dari Kakandepdiknas Kecamatan setempat. Atau bila ia seorang
guru SD pedesaan berkeinginan pindah ke SD kota, uang sebesar satu setengah
juta sudah cukup™>, Selain itu juga terungkap bahwa pemindahan seorang guru
SD perkotaan ke SD Pedesaan, tampaknya juga bukan karena semata-mata di
SD tersebut kelebihan danfatau kekurangan guru, tetapi lebih disebabkan
karena yang bersangkutan memiliki kesalahan atau kasus tertentu dengan
pthak Dinas P&K. Pemindahan seorang guru dari kota ke pedesaan karenanya
bukan didasarkan kepada adanya kebutuhan riil sekolah;  tetapi lebih

merupakan "sanksi atau hukuman™*,

" hingga sekarang “dualisme kepemimpinon® untuk jenjaneg SD «i Kabupaten Pamekasan belum
seluruhnya tuntas dan masih terkatung-katung, terutama @i tingkat Kecamatan. Di tingkat
Kabupaten pun masih banyak jabatan terutama di tingkat Kepafa Seksi dan Kepala Sub. Bagian
belum sepenuhnya terisi. Dart informasi vang diperoleh dari Kasubbag Umum Depdiknas
Kabupaten Pamekasan pada umumnya para pejabat di tingkat Kabupaten banvak diisi oleh
mantan pejabat Depdikbud, sehingga diharapkan-Keberlanjutan program-program pendidikan
dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

" Seorang guru SD pernah bercerita kepada, perieliti bahwa dia diangkat di sebuah SD di

Kecamatan Waru Pamekasan. Tepatnyadi desa "Pangereman” vang lokasinya sangat jauh dari

pusat kecamatan. Untuk dapat menjanigkau lokasi SD dia harus herjalan kaki sekitar 1.5 Km.

karena sepeda motor sangat sulit dikendarai, apalagi pada musim hujan dan jalanan rusak dan
berlumpur. Pada tahun 2000 yang falu dia mengajukan permohonan pindah ke SD yang dekat
dengan desa kefahirannya (Desa Montok di Kecamatan Larangan) dengan membayar uang
pelicin {uang sogok) ssbesar.Rp. 1.500.000,- (satu juta setengah). Dalam jangka waktu tiga bulan

dia sudah bisa pindah ke SD yang dikehendaki. Kasus-kasus semacam ini sering terjadi di

lingkungan guru SD dan bukan menjadi rahasia umum di Kabupaten Pamekasan, ketika Dinas

P&K masih memegangkendalt dalam " M" (Man, Aoney and Material) di jenjang SD. Konsep

3-M menjadi "semata pamungkas” bagi jajaran Dinas P&K untuk melakukan mutasi guru-guru

SD.

Berbagai praktik penvimpangan vang terjadi di lingkungan Dinas P&K ini tampaknya telab

diketahui oleh Bupati Pamekasan, sehingga dalam suam kesempatan beliau mengatakan bahwa

"sejek atonomt daerah, semua kebijakan di bawah kendali Saya". Pernyataan Bupatt it muncul

ketika waktu itu terjadi protes dari seorang kepala SD swasta akibat guru-gurunya vang tulusan

SPG tidak bisa mengikuti ujian pengangkatan guru SD khusus untuk para lulusan SPG/SGO yang

hingga kini belum diangkat. Akibat protes tersebut, pada akhirnya guru-guru di SD swasta

tersebut dibolehkan mengikuti ujian pengangkatan, walaupun akhirnya "tetap dinyatakan tidak

lulus". Kasus it seinpat dimuat di Harlan Radar Madura (/3 Meé 2001).

seorang informan bercerita bahwa dia sebelumnya guru di SD kota (1976-1999), tetapi karena

ada persoalan dengan kepala sekolah yang kemudian dilaporkan kepada Kepala Cabang Dinas

P& K Kecamatan dan Kabupaten, pada tahun 1999 dia dipindahkan ke kecamatan Pegantenan.

Sejumlah kecamatan yang sangat tidak dikehendaki oleh para guru dan sering menjadi tempat

"pemindahan guru-guru bersalah atau berkasus” adalah Kecamatan Waru, Pasean, dan

Batumarmar.
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Berbagai "kebijakan” (?) yang kurang semestinya ini berdampak sangat
luas dan mendalam bagi munculnya sikap-sikap yang kurang profesional pada
diri guru SD. Pekerjaan asal jadi, asal bapak senang (ABS) menjadi panorama
keseharian profesi guru SD. Akibataya, tidaklah mengherankan bahwa tujuan
luhur  untuk  meningkatkan mutu dan  efisienst program pendidikan
‘tergadaikan” oleh kepentingan-kepentingan sesaat dari para penanggung jawab
pendidikan. Koreksi menjadi "tidak mungkin” dan "tidak masuk akal", malahan
apabila itu pun harus mereka lakukan karena ingin mempertahankan idealisme
dan kebenaran, maka dia berarti "bunuh diri" (suicide), suatu pemikiran dan
tindakan yang sangat-sangat jarang terjadi di lingkungan SD.

Adanya kebijakan penciutan SD di kalangan kepala Sekolah tampaknya
tebih banyak yang "kontra” davipada yang "pro’. Sikap ini memang dapat
dimaklumi, sebab kepindahan iempat tugas tidak selalu berbanding lurus
dengan kepindahan jabatan, sementara jabatan yang diperoleh bukannya tanpa
biaya. Menurut mereka, "Kami lebih dekat kepada kemungkinan tidak menjabat
sebagai kepala sekolah dari pada tetap sebagai kepala sekolah, dan ini sangat
sulit diterima’, Selebihnya (sebagian kecil) harus menerima sebagai kenyataan
yang kurang baik, "Kami ambil hikmahnya saja’.

Di dunia persekolahan SD, di manakarier dan jabatan hampir menjadi
kecenderungan dan ambisi profesi (apalagi dengan penerapan sistem angka
kredit yang sangat terbuka dan mudah) memang sulit diterima oleh akal,
apabila mereka harus "mengorbankan” jabatan hanya karena program

. 1s . ) e \ e
penciutan®, yang mereka pandang tidak rasional, dan kesalahan perhitungan

satu hal yang sangat menarik dari pandangan guru tentang “arfi dari pengembangan profesi”
adalah, bahwa mereka mempersepsikan pengembangan profesi sebagai “bagaimana seorang
guru bisa dinnnghinkar: naik pangkatjadatan secepat-cepatnya ataw setinggi-tingg”. Esensi
pengembangan profesi vang tertetak pada persoalan yang berkaitan dengan penciptaan karya-
karya kreatif intelektual keprofesian, seperti membuat karva tulis ilmiah (makalah, karva tulis
ilmiah populer, dan atau penelitian) di bidang pendidikan/pembelajaran belum menjadi
pemikiran/pertimbangan mereka. Di satu pihak. realitas ini dapat dapat dipahami mengingat
baliwa sebagai seorang guru/pegawai negeri, peningkatan kesejahteraan hanya dapat dicapai
mefalui kenaikan pangkatfjabatan. “Bagi seorang guru apalagi yang dapar diharapkan, kecuali
dari gaji bulanan. Itupun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga”. Di lain pihak,
kenaikan pangkat bagi seorang guru sebagai pekerja profesional (professional worker) pada
dasarnya juga berarti terjadinya mobilisasi di dalam derajat kualitas dan kualifikasi
profesionalisme seorang guru. Hanya sajg, ada indikast bahwa kenaikan pangkat/jabatan kurang
memberikan makna secara subtansial terhadap kualitas profesionafisme para guru. Hampir tidak
ditemukan bukti yang kuat adanya hubungan signifikan antara “jenjang kepangkatan/jabatan”
dengan "kualitas profesional”. Antara seorang guru yang berpangkat 11l/c dengan guru lain vang
berpangkat 11/d, hampir tidak ada perbedaan di dalam aktivitas, produktivitas, dan kualitas kerja,
khususnya dalam hal meavelenggarakan pembelajaran, apalagt dalam hal vang berkenaan
dengan aktivitas-aktivitas intelektual (menyusun makalah, karya wlis ifmiah populer, dan atau
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pemerintah daerah (dalam hal ini Dinas PK semata di dalam memetakan
pembangunan SD, dan itu pun belum tentu dapat menyelesaikan persoalan-
persoalan di SD yang hanya berpusat pada ketidakberimbangan antara jumiah
SD dengan jumlah siswa. Dalam kaitan ini ada saran dari seorang informan
kepala SD "apakah tidak lebih baik bagi SD-SD yang mempunyat kelebihan siswa
(lebih dari 100 orang} sebagian kelebihan siswanya dialihkan kepada SD-SD
vang kekurangan siswa. Sehingga SD-SD yang ada dapat tetap dipertahankan
dan tidak terjadi mutasi guru dan kepala SD secara besar-besaran. Sebab secara
administratif ini lebih dan bisa diselesaikan di tingkat sekolah, sementara bila
guru dan kepala sekolah penyelesaian secara administratif {ebih rumit karena
harus dilakukan di tingkat kabupaten?”

Kedua pilihan di atas (mutasi gurufkepala SD atau mutasi siswa)
memang sulit dan memiliki risiko-risiko. Bila pilihan pertama (mutasi
guru/kepala SD) yang dijalankan (dan ini tampaknya yang .dipilih oleh
pemerintah daerah) adanya penentangan dan bahkan protes dari masyarakat
(sudah disinggung di atas) dan para guru/kepala SD/tidak dapat dihindari.
Pendataan ulang tentang kondisi guru/kepala SD~di setiap SD juga mutlak
dilakukan mengingat tidak sedikit dari Jguru “SD utamanya terdapat
ketidaksesuaian antara "SK penempatan” yang dikeluarkan oleh Bupati dengan
"Surat Tugas' yang dikeluarkan oleh~Dinas P&K Kabupaten. Pendataan
terhadap SD-SD yang akan diciutkan, dan digabungkan serta SD-SD yang tetap
aipertahankan juga mutlak dilakukan, untuk menentukan berapa jumiah
kebutuhan riit dan rasional guru untuk setiap SD setelah croping dan re-
grouping selesat dilakukan, Qlelt karena hingga penelitian ini selesai, kepastian
tentang hal int belum diperoleh, sehingga peneliti tidak dapat melaporkan.
Sebaliknya, apabila pilihan kedua (mutasi siswa) yang dilakukan, secara
administratif cukup dapat diselesaikan di tingkat sekolah, dan penentangan
atau protes hanya muncul dari masyarakat, dan tidak oleh para guru/kepala SD
tidak dapat dihindari. Namun bila besarnya jumiah siswa tersebut hasit dari
perjuangan kepala SD{guru mendekati orang tua/masyarakat/tokoh
masyarakat (yang mayoritas terjadi di SD-SD terpencil) maka dapat dipastikan
akan terjadi protes dari kepala SD/guru yang siswanya harus dimutasi ke SD
yvang terkena croping. Pari kedua opsi ini mana yang akan dipilih oleh

pemerintah daerah juga tidak dapat ditaporkan.

penelitiaq). Bahkan justru ada indikasi lain bahwa kenaikan pangkat/jabatan dipandang sebagai
‘kendaraan kaner’ menuju posisi kepafa sekofah (Farisi, 1999).
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Persoalan lain yang muncul sebagai dampak kebijakan di atas berkaitan
dengan penempatan kembali (replacement) tenaga guru dan kepala SD yang
diciutkan serta konsekuensinya ba;gi SD yang mendapatkan fimpahan guru. Di
antara para kepala sekolah dan guru, kebijakan tersebut metahirkan sikap pro
dan kontra. Di satu sisi, penciutan SD dipandang mereka sebagat bentuk
ketidaktepatan pemerintah daerah (dahulu adalah Dinas P & K) di dalam
melakukan pemetaan penduduk dan lokalisasi SD. Ada kesan bahwa tidak ada
koordinasi yang baik antara Dinas P&K dengan BKKBN Kabupaten, Dinas P&K
lebih cenderung mengedepankan prinsip "yang penting di setiap desa harus
terdapat SD demi pemerataan sekolah, daripada benar-benar mendirikan SD
yang sesuai dengan keadaan penduduk dan tingkat pertumbuhan penduduk”,

Kebijakan penciutan SD-SD semacam itu, telah menimbulkan keresahan
dari para guru dan terutama para kepala sekolah. Bagi para gurt konsekuensi
penciutan ini berarti pula mereka “harus pindah SD", dan .ini tidak selalu
pertanda baik. Sebab menurut mereka, dipastikan dirinyatakan dipindahkan ke
SD di luar kecamatannya yang mungkin lebih jauh bita-dibandingkan dengan sSD
asalnya, karena jumiah guru yang ada sudah mencukupi atau bahkan lebih dari
cukup. Namun bagi para guru di SD perkotaan hampir dapat dipastikan sebagat
"pertanda tidak baik”, karena jumlah guru di setiap SD perkotaan sudah over
copacity (2). Sehingga bagi mereka kemtingkinan untuk tetap bertanan di SD-
SD kecamatan kota hampir tidak mungkin. Peluang yang masih sangat terbuka
hanya terdapat di SD-SD di luar kecamatan kota. Adanya kehawatiran di
kalangan para guru SD di atas menimbuikan pertanyaan "benarkah distribusi
guru-guru SO di Kabupaten Pamekasan tidak betimbang, antara "SD perkotaan”
dengan "SD di pedesaan’?.

Motivasi para guru dan Kepala SD untuk meningkatkan kualifikasi
pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi (minimal D-ID) tampaknya masih
rendah'®. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kandepdiknas Kabupaten

6 . .
' Pernah ada seorang mahasiswa D-11 PGSD UT angkatan tghun 1994/1995 vang dalam rekord

registrasi mahasiswa tercatat sebagai mahasiswa “non aktif'. Sebenarnya yang bersangkutan
hanya tinggal mengulang satu matakuliah saja untuk bisa selesal studi. Hanya karena aiasan
bahwa teman-teman seangkatannva sudah lulus semua tinggal dia seorang, dia malas untuk
melakukan registrasi matakuliah. Dikatakannya "Pak sebenarnya sava malas untuk mengurus ini,
namun karena Bapak, saya mencoba untuk kembak kulizh Begi saya tidak D-II tidak masalah.
Kalaupun karena itu saya akan diberhentikan atau dipensiun sebagai guru SD saya siap,
dibandingkan saya direpotkan oleh urusan ini". Sikap ini banyak juga ditemukan di kalangan
guru SD yang melanjutkan studi pada program penvetaraan D-1I PGSD UT. Mereka mengakui
bahwa kesediaan masuk D.1I lebih banyak disebabkan oleh "penunjukan Pengawas" dan bukan
oleh kesadaran dan kemauan mereka sendut. "Seandainya tidak ditunjuk, sava tidak akan sekolah
lagn”.
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Pamekasan kualifikasi pendidikan guru dan kepala SD terlihat masih jauh dari
memadai. Persoalan utama yang harus mereka hadapi dan sadari adalah
keterbatasan penghasilan bulanan, tempat tinggal yang jauh di kota, jumiah
anak yang rata-rata 2-3, tingginya harga kebutuhan hidup keseharian (apalagi
di masa krisis ekonomi), dan tambahan-tambahan biaya yang lain—misalnya
‘uang administrasi’ untuk mengurus kenaikan pangkat/jabatan merupakan
sebab-musabab  ketidakmungkinan pada sebagian besar mereka untuk
mengembangkan diri melalui peningkatan kualifikasi pendidikan (khususnya
melalui program penyetaraan D.II swadana). jikapun bisa, tidak lain karena
adanya Program Penyetaraan Diploma II Guru Kelas yang mendapatkan
bantuan pembiayaan dari pemerintah (proyek). Dalam hal ini pun, bukan
berarti mereka tidak akan mengeluarkan uang sepeserpun, dan ini juga harus
diperhitungkan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kandepdiknas’ Kabupaten
Pamekasan Jumlah guru dan Kepala SD yang telah memenuhi persyaratan
minimal (D.IT) terdapat sebanyak 560 orang (29.3%)'", dan salah satunya
karena sejak tahun 1990/1991 dibuka Program . Penyetaraan D2PGSD
Universitas Terbuka, sehingga mereka dapat’ disetarakan kualifikasinya pada
Jenjang D.II (385 orang). seluruhnya dengan biaya dari P2MGSD Depdiknas
yang dialokasikan kepada Dinas Pendidikan Tk.I Propinsi Jawa Timur.
Sedangkan sekitar 1.350 orang (60,7%) guru SD masih berpendidikan
SPG/SGO. Di antara mereka terdapat sekitar 400-an orang guru SD sedang
dalam proses penyelesaian studi ‘pada program Penyetaraan D-II Universitas
Terbuka dengan biaya sendiri (D.II Swadana)'® yang baru terdaftar pada tahun
.ademik 2000{2001, serta sekitar 300 orang dengan biaya proyek Tk.I Propinsi
Jawa Timur. Sehingga jumlah guru SD yang sama sekali belum meningkatkan
kualifikasinya masih terdapat sekitar 650 orang (34%), jumlah yang masih
cukup besar.

Bagi guru-guru SD yang tidak/befum terdaftar menjadi peserta program

penyetaraan D-II, mengaku “tidak kecewa, mungkin belum waktunyaf

17

7 secara nasional, sampal tahun 1996 jumlah guru SD (dan MI) vang telah memenuhi kualifikasi
D-11 baru mencapai 21% {Jalal & Supriadi, 2001:22).

¥ mativasi mereka untuk mengikuti Program Penyetaraan D2PGSD Swadana lebik disebabkan oleh
adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah Otonom bahwa bagi para guru SD yang belum
berkualifikasi D-I1 selain tidak ada kemungkinan untuk diangkat sebagai Kepala Sekolah, juga
diperoleh informasi bahwa tunjangan fungsionalnya akan dicabut. Sejauh mana kebenaran
informasi ini masih sulit dipastikan. Namun karena mereka mengakui hal itu, tampaknya hal inj
bisa dipercaya (hasil awdiensi dengan para mahasiswa D-11 PGSD Swadara tabun akademik
2000-20015.

1

)
(9]

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




81142.pdf

gilirannya”. Kesertaan mereka di dalam berbagai penataran/ pelatihan
kabupaten/kecamatan tidak mengurangi motivasi-diri  mereka untuk
mengembangkan diri dan profesi guru. Sungguhpun, banyak mereka akui
bahwa “penataran/pelatihan yang ditkuti tidak sesuai dengan yang

33 1«

diharapkan”, karena ada kesan “asal tunjuk, atau yang penting tkut”, “sekedar
untuk refreshing, menghilangkan kejenuhan di sekolah/kelas”, “meningkatkan
dan memperluas pemikiran dan wawasan ilmu”, atau “membangkitkan kembali
motivasi yang semakin berkurang”. Hanya mereka menyayangkan bahwa
“kesertaan di dalam program penyetaraan D.II tidak banyak berpengaruh
terhadap kepangkatan”. Selain itu, tingkat kelulusan yang “sangat sulit dan
ketat” yang berisiko pada “tingginya biaya pendidikan”, juga menjadi sebab
menurunnya motivast diri mereka untuk mengikuti Program Penyetaraan D.II
Guru 5D dengan biaya sendiri (D.II Swadana).

Sementara itu, walaupun seluruh informan guru menyatakan pernah
mengikuli penataran/pelatihan, itupun hanya sebatas pada tingkat kabupaten
dan  kecamatan. Tidak  satupun  menyatakan \_pernah  mengikuti
penataran/pelatihan di tingkat propinsi, apalagi (di tingkat nasional, kecuali
“mungkin para guru yang berada di SD-SD divkota kabupaten”. Selain itu,
“penataran/pelatihan yang diikuti tidak sesual dengan harapan, dan dirasakan
“kurang menyentuh kebutuhan, kondisi, dan permasalahan yang dihadapi
sehari-hari”. Bahkan di kalangan guru muncul kesan bahwa penyelenggaraan
penataran/pefatihan tersebut “asal main tunjuk, atau yang penting ikut”,
“karena uang proyek, maka harus dicarikan kegiatan supaya bisa habis”,
“materi penatarannya hanya itu-itu saja”.

Salah satu ekspresi yang menunjukkan betapa pelatihan/penataran yang
diadakan tidak banyak bermakna bagi para guru, tercermin di dalam pemberian
arti pada konsep CBSA. Mereka menyatakan bahwa CBSA bukan kependekan
dari “Cara Belajar Siswa Aktit”, tetapi “Cicilan Baju Seragam Abu-abu” (pakaian
dinas harian di lingkungan guru/Depdikbud), atau “Catat Buku Sampai hAbis”.

Dalam kondisi sistem pembinaan ketenagaan yang demikian, tentu akan
sulit diharapkan pengaruhnya bagi pengembangan profesionalisme para guru
SD di daerah terpencil. Alih-alih justru menipiskan penghayatan mereka
terhadap motivasi dan idealisme mereka sebagai seorang guru, dan akan
mendistorsikan dedikasi, kedisiplinan, dan kecintaan mereka terhadap
profesinya sebagai guru. “Kalau hanya penataran/pelatihannya hanya yang itu-

itu saja, apakah tidak sebaiknya ‘uang proyek’ yang mungkin sangat banyak itu
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dibagi-bagikan saja kepada kami para guru di darah terpencil ini. Lumayan
untuk menambah penghasilan”.

Selain itu, dalam kondisi yéng centang-perenang tersebut dapat pula
dimengerti mengapa hasil-hasil dari kesertaan mereka di datam pendidikan dan
atau penataran/pelatihan tidak banyak menyentuh rutinitas praktik pendidikan
di kelas/sekolah. Praktik pembelajaran di kelas tidak banyak bergeming dari
situasi semula yang sangat konvensional, di mana praktik pembelajaran banyak
didominasi oleh proses transmisi pengetahuan dari guru kepada siswa,

Pengetahuan tentang model-model pembelajaran yang mereka peroleh
mefalui pendidikan dan penataran/pelatihan hampir tidak pernah mendapatkan
perwujudannya di dalam praktikalitas pembelajaran di sekolah/kelas, kecuali di
tahun-tahun pertama mereka diangkat sebagat guru. Persoalannya, menurut
mereka adalah selain karena pendidikan/pelatihan yang kurang proporsional,
juga karena “kondisi sekolah dan siswa yang tidak memungkinkan”, “kondisi
sekolah minim fasilitas dan pembiayaan”, “kekurangan. atau keterbatasan
jumlah tenaga guru yang ada”. Sedangkan padac pihak murid, “tingkat

kedisiplinan-diri rendah, keterbatasan kemampuan ¢konomi orangtua mereka”.

Tabel 3
Jumiah Guru dan Kepala SD Berdasarkan jenjang Kepangkatan dan
Kualifikasi Pendidikannya pada Tahun 2001
Di Kabupaten Pamekasan*)

1235 298 |

50 87 i 6 L 65 | 208
Jumlah 1350 385 | 25 150 | 1910 |
*) data diperoleh dari Kandepdiknas Kabupaten Pamekasan

Dalam persepsi demikian, dapat dimengerti mengapa hasil-hasil dari
kesertaan mereka di dalam pendidikan dan penataran/pelatihan tidak banyak
menyentuh praktik pendidikan di kelas/sekolah. Hampir seluruh informan
mengakui bahwa kreativitas dan inovasi selama menjaiani profesi pilihannya
sangat rendah. Terutama yang berkenaan dengan kepentingan pembelajaran
yang dilakukan di sekolah/kelas. Penerapan dan pengembangan model-model
pembelajaran hampir tidak pernah dilakukan, kecuali di tahun-tahun pertama

mereka diangkat sebagai guru. Persoalannya, menurut mereka adalah “kondisi
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sekolah dan siswa yang tidak memungkinkan”. Secara umum kondisi sekolah
mereka minim fasilitas dan pembiayaan, kekurangan atau terbatasnya jumiah
tenaga guru. Sedangkan pada pihak murid tingkat kedisiplinan-diri rendah,
keterbatasan kemampuan ekonomi orangtua mereka.

Kesibukan melakukan tugas-tugas administratif-edukatif'?, sistem
pembinaan m’ofesxonal yang kurang dan cenderung hanya menyangkut bidang
administratif daripada edukatif sehingga menyebabkan mereka tidak pernah
berpikir untuk berkreasi atau melakukan inovasi merupakan persoalan lain

vang harus dihadapi®®.

c. Dukungan Masyarakat

Dukungan dan kepedulian masyarakat pedesaan terhadap pendidikan
terlihat masih labil. Realitas ini tampaknya juga terjadi di .daerah-daerah
pedesaan tradisional yang lain?'. Antusiasme masyarakat pedesaan untuk
menyekolahkan anaknya ke SD pun masih sangat rendah atau setidak-tidaknya

bersifat "setengah hati". Akibatnya, banyak dijumpai SD-SD di pedesaan

P di kalangan guru-guru SD berbagai aktivitas administratif-edukatif seperti membuat program
cawu, persiapan mengajar harian, rencana pembelajaran setiap PB, menyusun penjabaran dan
penyesuaian kurtkulum, membuat LKS, menyusun Kisi-kisi soal, mengoreksi dan menilai hasil
pekerjaan siswa, membuat program pengayaai, nienyusun program perbaikan, dipandang sebagai
aktivitas rutin dan formalitas, serta cukup.menyita waktu guru. Akibatnya, dari tahun ke tahun
instrumen-instrumen pembelajaran tersebut hampir tidak pernah diadakan perbaikan atau
perubahan. Kalaupun terjadi perubahan kelas (dari guru kelas 1] ke kelas V misa Inya) mereka
cukup memfotacopy milik guru. Kelas sebelumnya, "tinggal menggantt tanda tangannya saja”
(cataron pengalaman selama menjadi Pembimbing dan Penguji PKM Program D-1[ PGSD).

Bagi umumnya guru SD, adalah suatu hal vang sulit dan tidak mungkin dilakukan (baik di kota
apalagi di luar kota) berpikir tentang menyusun makalah. karya tulis ilmiah populer, dan atau
penelitian. Persoalan-persoalan di sekitar keadaan siswa dan sekolah sering mereka Jadikan
alasan. Menurut mereka,/membelajarkan anak saja sudah belum seluruhnya dapat terpikirkan.
Kewajiban untuk menulis makalah, karya tulis ifmiah populer, dan atau penelitian pun hanya
dibertakukan kepada guru yang hendak naik pangkat ke golongan IV/b {Farisi, 1999).
Pengamatan terakhir yang dilakukan oleh peneliti terlihat adanya "perubahan sikap (?) pada diri
mereka. Sekalipun menulis makalah, karya tulis ilmiah populer, dan atau penelitian tetap tidak
pernah dilakukan, namun apabila ada seminar di Kabupaten ada juga di antara mereka yang
berpartisipasi sebagai peserta (untuk keperluan Angka Kredit). Tampaknya program Penelitian
Tindakan Kelas yang pernah diadakan untuk para guru SD (kelompok) pada tahun 1999 dengan
biaya proyek Kanwil Depdiknas dan Lomba Guru Teladan yang mengharuskan mereka untuk
membuat karva tulis ilmiah (penelitian) pada tahun 2001 ini perlu terus dibudayakan dan
ditingkatkan. Hanya saja, untuk keperluan yang menjangkau masa depan peserta Lamba Guru
Teladan tidak hanya dipilih (= ditunjuk ?) guru-gurn SD yang sudah Sarjana (S1), sehingga setiap
guru SD apapun kualifikasi pendidikannya kalau memang memiliki motivasi berprestasi, patut
dan layak hendaknya dapat diikutsertakan untuk membiasakan mereka membuat karya-karya
mrelektua] bagi kepentingan pengembangan profesi dan pembangunan pendidikan di SD.

! studi lain tentang dukungan masyarakat khususnya pada latar daerah terpencil dapat dilihat di
dalam Tim (1993).

o1
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kekurangan siswa®. Labilnya sikap masyarakat sekitar tempat SD di daerah
pedesaan apalagi yang jauh di pedalaman selain disebabkan oleh rendahnya
tingkat pendidikan merekazg,juga:’karena ada pandangan bahwa pendidikan SD
kurang memberikan pelajaran keagamaan bagi kehidupan ‘kelak atau di
akhirat" sehingga dianggap tidak memiliki arti penting bagi kehidupan anak-
anaknya.

Berdasarkan pengalaman tiga orang informan yang cukup lama menjadi
guru SD di pedesaan (dan terpencil), ada pandangan dari masyarakat sekitar
bahwa keberadaan lembaga persekolahan (=SD) di daerahnya tidak sepenuhnya
memiliki relasi dan relevansi kepentingan dengan hidup keseharian (sosial dan
ekonomi) mereka. Kalaupun bersekolah di SD sebagai suatu ‘kewajibar’ untuk
memberantas kebodohan, namun persepsi masyarakat tentang kebodohan/
ketidakbodohan seorang anak hanya dilihat dari “apakah mereka sudah
berpendidikan SD atau tidak”. Dengan perkataan lain, “cukuplah bagi anak-anak
mereka dengan bersekolah di SD, tidak perlu melanjutkan ke jenjang SLTP
apalagi SLTA”, yang terpenting adalah bahwa anak-anak mereka “sudah mampu
baca-tulis latin, dan menghitung”. Kalaupun dihartskan lebih dari target SO,

pessimisme tentang biaya pendidikan dan jaminan bahwa anak-anak mereka

* perkaitan dengan berkurangnya jumfah siswa di SB-SD pedesaan sebenarnya tidak hanya terjadi
pada saat-saat awal tahun ajaran baru, tetapi juga terjadi pada saat masa belajar efektif. Dalam
kaitan ini ada kasus unik vang mewarnai_praktik pendidikan pada SD-SD di pedesaan. Ada
kecenderungan "pada setiap musim-tanam dan panen tembakau” {sekitar bulan Juni-Agustus)
“dapat dipastikan” banyak siswacyang tidak masuk sekolah. Pada musim tembakau ini, “jangan
diharap banyak siswa yang'hadir ke sekofah, bahkan tidak jarang tidak ada seorang siswapun
masuk sekolah”. Hal-hal seperti itu banyak terjadi di SD-SD di wilayah utara {Pakong, Waru,
Pasean dan Batumarmar), Terhadap situasi tadi pada diri guru sering muncul pertanyaan
“mengapa para orang tua‘masyarakat membiarkan. atau mengajak serta anaknya turun ke sawah,
sementara mereka harus masuk sekolab”. “Terus terang, kami para guru di siai sering tidak
mengerti atau babkan sama sekali tidak mengeni tentang sikap orang tua/masyarakat terhadap
sekolal”.

¥ Mayoritas masyarakat di sekitar SD luar kota lokasi penelitian, sebagian terbesar berpendidikan
Madrasah, atau Pondok Pesantren yang ada hampir di setiap kecamatan luar kota. Sedikit sekali
mereka yang lulusan SLTP atau SLTA apalagi Perguruan Tinggi. Kecuali para pendatang yang
berasal dari luar daerah mereka (pada umumnya sebagai pedagang dan pegawai negeri).
Rendahnya jenjang pendidikan mereka berdampak besar terhadap pandangannya mengenai
sekolah (SD). Ungkapan-ungkapan seperti: “dibandingkan sekolah, lebih baik membantu
pekerjaan di sawah” dibandingkan datang ke sekolah hanva untuk duduk-duduk™, dan beberapa
ungkapan lain yang mencerminkan kekurangpedulian mereka terhadap keberadaan sekolah,
masih ditemukan di dalam masyarakat petani tradisional Pamekasan yang hidup di daerah
pedesaan. Situasi keterpenciian dan keterbelakangan masih banyak mewarnai sikap dan aktivitas
keseharian mereka. Mobilitas antargenerasi sangat jarang terjadi, sebagai akibat adanya
kecenderungan untuk mempertahankan tradisi keluarga. Di samping fungsi-fungsi pelayanan
pendidikan dan komunikasi/informasi ada indikast kurang terlayani (under served) (Farisi, 1999;
Tim, 1995).
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bisa masuk ke dalam “lingkaran pegawai negeri” merupakan persoalan lain bagi
mereka?®, )

Dalam kaitan ini, tidak ditemukan fakta bahwa rendahnya kepedulian,
kepercayaan, dan partisipasi masyarakat setempat terhadap keberadaan SD,
karena lebih berhasrat atau mempercayai lembaga pendidikan lain seperti
madrasah atau pondok pesantren (pondhuk ). Sebuah stereotipe yang
berkembang luas pada orang/masyarakat di luar Madura. Menurut beberapa
informan kepala sekolah, kedua jenis lembaga pendidikan tersebut dalam
pandangan masyarakat bukan sebagai dua hal yang harus dipertentangkan.
Kalaupun banyak keluarga/masyarakat lebih memilih pendidikan pesantren/
madrasah, tampaknya lebih disebabkan oleh alasan-alasan historis, sosial, dan
kultural (“keberadaan pondhuk dan madrasah jauh lebih lama dibandingkan
dengan sekolah, dan masyarakat Madura adalah masyarakat agamis dengan
‘kepatuhan keagamaan’ dan ‘kepatuhan kepada kvae’ sangat kuat, serta
mantaat sekolah belum benar-benar dirasakan bagi hidup keseharian
masyarakat setempat”). Dalam situasi demikian, sMadrasah atau Pondok

Pesantren lebih menarik dan diminati, karena di Pondok Pesantren anak-anak

¥ diakui bahwa menjadi pegawai negeri bag) seorang petani tradisional berarti mengafami mobilitas
sosia; (naik derajat) yang hampir-hampir udak pernzh dibayangkan sebelumnya. Menurutnya
sekalipun berpenghasilan pas-pasan,<'dengan menjadi seorang pegawai negeri anaknya tentu
dianggap “telah menjad) orang”./Sebutan “hapak” atau “ibu” bagi seorang pegawai negeri
merupakan indikast penghormaten dan penghargaan masyarakat terhadap status sosial seorang
pegawai negeri. Sefain itu, dengan menjadi pegawai negeri seseorang dianggap “sudah berkerja”
karena dia telah “memiliki, penghasilan yang tetap” (besar atau kecilnya penghasilan yang
diterima setiap bulan tidak.terlalu dipersoalkan), berada di “sebuah kantor”, dan berpakaian rapi
(white collar). Sebuah obsesi vang menjadi keinginan dari setiap masyarakat petani tradisional.
Berapapun biaya yang dikeluarkaa "pastt" diupayakan, sekalipun dengan cara "menjual tanah,
hewan, perhiasan, atau barang-barang lain untuk biavanva” {Farsi, 1999). Dewasa ini ketika
pengangkatan pegawai negeri semakin sulit--sebagai akibat otonomi daerah--di dalam
masyarakat petani tradisional di Pamekasan telah terjadi perubahan pikiran tentang “kuatnya
keinginan untuk menjadi pegawai negeri".
Diperoleh informast pula bahwa banyak petami di Pamekasan vang memtltkt sebidang tanah
cukup luas vyang "dihibafkan” kepada pemerintah daerah (Dinas P&K). Imbal jasa yang
diharapkan dari pemerintah bukan uang tetapi cukup “dirinya atau anaknya bisa diangkat sebagai
pegawai negeri, sekalipun hanva sebagai penjaga sekolah”. Kasus-kasus seperti ini banyak terjadi
di daerah pedesaan ketika pembangunan SD-SD Inpres masih hangat-hangatnya (sekitar medio
1980-an) yang banyak memerlukan lahan-lahan tanah. Akan tetapt belakangan i muncul
permasatahan, karena "janji pemdea” untuk mengangkat mereka sebagai pegawai negeri tidak juga
terealisasikan, banyak di antara petani (yang selama ini hanya berstatus tenaga honorer) menuntut
kembali tanah-tanah mereka yang di atasnya telah didirikan gedung-gedung SD. Persoalan ini
sempat muncul ke permukaan dan diberitakan di dalam Radar Madura. Namun karena memang
“lowoungan Pegawai negeri” di lingkungan Depdiknas/Pemda tidak ada, untuk sementara waktu
betum ada penyelesaian.
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mereka selain mendapat "ilmu dunia” juga mendapatkan "ilmu akhirat’®. Ilmu
akhirat inilah yang paling penting bagi anak-anak yang hidup di pedesaan.,

Di sisi fain, sebenarnya masyarakat pedesaan tampaknya juga menyadari
bahwa pendidikan umum di SD untuk kepentingan dunia, sedangkan pendidikan
agama (pondhuk, langghar, atau madrasah) lebih pada kepentingan akhirat.
Karena itu, masyarakat selain menyekolahkan anaknya di SD pada pagi hari,
juga menyekolahkan/ memondokkan anaknya pada siang hari selepas sekolah
dan sore hari*’, Dalam hal ini pun, para tokoh masyarakat dan terutama para
kiai tidak berkeberatan/menolak terhadap kehadiran SD di daerah mereka.
Namun, satu hal yang mereka anggap penting untuk diperhatikan bagi setiap
guru yang bertugas di daerah terpencil di Pamekasan adalah “keharusan
menjaga diri dan hubungan baik dengan para kiai/ustadz yang menjadi inti di
dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Sebab, seorang kiai” adalah tokoh
informal yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi, serta-menjadi anutan
masyarakat setempat yang seluruhnya beragama Islam”, ‘©leh karena itu kunci
keberhasilan penyelenggaraan pendidikan SD di daerah-daerah terpencil adalah
bagaimana “aktivitas pendidikan di SD diselaraskan dengan aktivitas pendidikan
di Madrasah/pondok pesantren yang ada, atau.yang penting “jangan sampai
menyinggung atau mengganggu keberadaan Madrasah/pondok pesantren, di
mana seliap siswa pasti juga belajar di pendidikan di Madrasah/pondok
pesantren, pada siang/sore harinya™

Hal yang dipandang sangat tidak mendukung bagi pengembangan

ekspektasi masyarakat/keluarga setempat terhadap urgensi sekolah, menurut

> di daerah penelitian yang terdapat di luar kota (kecamatan Palengaan dan Pegantenan) setidak-
tidaknya terdapat tidak kurang dari S pondok pesantren besar, belum lagi pondok-pondok
pesantren yang lebih kecil Di pondok-pondok pesantren rersebut juga diadakan madrasah dengan
sistem "Madrasah Dinfyah” (secara khusus mempelajart materi keagamaan saja), dan "AMadrascah
fhtidayafi” (memadukan materi umum dan keagamaan). Bahkan di pondok-pondok pesantren
besar sepertt “Pesantren Bata-Bata® dan “Pesantren Banyu Anyar® dan “Pesantrer Sumber
Papan™ juga terdapat madrasah hingga jenjang SLTA (Madrasah Alivaln). Lulusan mereka pun
tidak sedikit yang melanmutkan pendidikannya hingua jenjang Perguruan Tinggl (STAIN
Peanekasan, Universitas {stam Madura di Pamekasary, dan ada juga vang melanjutkan ke Mesir
(Al-Azhar),

" Befakangan ini menurut salah seorang informan yang bertugas di kecamatan Palengaan dan
Pegantenan--dua kecamatan yang merupakan basis atau pusat pesantren tradisional--yvang juga
dikuatkan oleh Kakandepdiknas kecamatan, beberapa pesantren bahkan mulai membuka kelas-
kelas Madrasah pada pagi hart, bersamaan waktunya dengan jam masuk SD. Sehingga, banyak
SD di dua kecamatan yang lokasinya berdekatan dengan pesantren tersebut jumiah siswanya
semakin berkurang, malahan siswa yang sudah masuk SD pindah ke Madrasah yang masuk pagi.
Keadaan ini sering menyulitkan para guru, kepala sekolah, serta pihak Depdiknascam dalam
melakukan pembinaan dan peningkatan SD di wilayahnya Kecenderungan masyarakat terhadap
Madrasal semakin membuat upava pembangunan pendidikan dihadapkan pada sebuah dilema
yang tidak mudah mengatasinya.
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para informan “walaupun tidak seluruhnya benar”, juga dipengaruhi oleh
“penampilan sekolah yang jauh dari kelayakan sebuah lembaga pendidikan milik
pemerintah”. Dari SD-SD tempat para informan bertugas, pada umumnya
secara fisik sangat memprihatinkan, terutama kualitas bangunan gedungnya.
Ketersediaan perangkat pembelajaran yang ada di sekolah tersebut (perangkat
pembelajaran, media pembelajaran, dan lain-lain) di samping tidak memadai,
juga kualitasnya rendah.

Mencermati lebih jauh tentang rendahnya dukungan masyarakat
setempat terhadap pendidikan, tampaknya ada satu hal yang banyak kurang
disadari oleh guru-guru SD di pedesaan, yang bisa mengurangi ekspektasi
masyarakat terhadap keberhargaan sekolah. Adalah realitas bahwa para guru
SD umumnya tidak menetap di desa/kampung lokasi SD atau di desa yang
berdekatan, tetapi di daerah tempat tinggalnya sendiri (di luar’ desa/kampung
atau di dalam kota). Alasan yang sering dikemukakan adalali“ikut keluarga
yang bertugas di kota”, atau “agar anak-anak sendiri bisa. mengikuti pendidikan
yang lebih baik”.

Kekurangan siswa baru tampaknya bukan hanya sebagai fenomena SD-
SD di pedesaan tetapi juga ditemukan di SD-SD di perkotaan?’. Bahkan ada
sejumlah SD di perkotaan yang sekarang hanya tinggal menghabiskan sisa-sisa
siswa yang ada, karena tidak ada penerimaan siswa baru. Kalaupun ada, tetapi
mengingat jumlah yang masuk hanya sedikit terpaksa dialihkan ke SD lain yang
masih memiliki jumiah siswa baru lebth banyak.

Kondisi ini merupakan salah satu ajasan mengapa pemerintah--dalam
hal ini Depdiknas-—-menerapkan kebijakan “penciutan” (croping) terhadap
sejumlah SD yang jumlah siswanya secara keseluruhan (mulai kelas T s.d VI)

kurang dari 100 crang, dan menggabungkannya (re-grouping)*® dengan SD

" Peneliti berkesempatan mengunjungi salah satu SDr di tengah-tengah kota yang siswanya hanva
tinggal kelas VI. Jumlah siswanya hanya sekitar 20 orang orang. Menurut penuturan kepala
sekolah, sudah lima tabun SD-nya tidak mendapatkan siswa baru. Kkalaupun ada hanya beberapa
arang sehingga dilimpahkan ke SD lain vang berdekatan. Secara geagratis SD tersebut memang
berada di dalam kota tetapi kurang strategis, berada di ujung kampung dekat dengan sungai yang
melintasi kota. Untuk datang ke SD tersebut harus melewati jalan kampung, dari jalan raya kira-
kira berjarak hampir satu kilometer. Namun tampaknyva masyarakat setempat kurang berminat
menyekolahkan anak-anaknva di SD tersebut bukan semata-mata karena kurang strategis,
mungkin juga kualitasnya kalah bila dibandingkan dengan SD-SD lain di derah .

* sebenarnya cara konseptual, tidak ada istifah "penciutan” (croping) yang ada hanya
"penggabungan” (re-grouping) dan “rekonstruksi* {reconstruction). Akan tetapi karena dengan
adanya penggabungan beberapa SD menjadi satu SD (maksudnya adalah siswa SD), maka pasti
terjadi "pemangkasan/penciutan” terhadap beberapa SD vang tidak memenuhi ketentuan “jumlah
mintmal 100 orang". Kebijakan peungeabungan sekolah int dumaksudkan sebagai “program
revitafisasi dan rekonsmruksi” SD. Program ini dikembangkan atas dasar hasil analisis Tim
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yang masih tetap dipertahankan, karena siswanya secara keseluruhan (mulai
kelas T s.d VI) melebihi 100 orang. Dari informasi yang diperoleh di lapangan,
jumlah SD yang "terdaftar” sebagai calon yang akan diciutkan berbeda untuk
setiap kecamatan, tetapi rerata diperkirakan mencapai antara 3-4 SD untuk
setiap kecamatan luar kota, sedangkan di kecamatan kota diperkirakan
sebanyak 4 SD?°, »

Dilihat dari sisi ‘eﬁsiensi anggaran, kebijakan penciutan sejumlah SD
memang sangat beralasan dan dapat dibenarkan, tetapi dari sisi masyarakat
yang berkepentingan agar di daerahnya tetap terdapat SD, kebijakan justru
telah melahirkan persoalan baru yang bisa menurunkan antusiasme
masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di "SD-baru” yang pada dasarnya
masih labil. Bahkan diperoleh informasi bahwa terdapat sejumlah  tokoh
masyarakat yang melakukan protes ke pihak Depdiknas Kabupaten (dahulu
masih bernama Dinas P&K) agar SD di daerah mereka vang termasuk harus
diciutkan tetap dipertahankan. Hingga penelitian ini selesai (Agustus 2001)
bagaimana kelanjutan dari kebijakan tersebut belum sepenuhnya tuntas, dan
masih sebatas pendataan SD-SD yang akan diciutkan, dan ke SD mana mereka

akan dilimpahkan.

2. MAKNA PEMBANGUMNAN PENDIDIKAN (PERSPEKTIF GURU DAN KEPALA SD)

Untuk mengkaji lebih  jauh bagaimana pembangunan perdidikan
"seharusnya” dilakukan bagi masyarakat tradisional, berikut akan dikemukakan
berbagai pandangan tentang pembangunan pendidikan dari perspektif internal
yaitu dari sudut pandang subyek pendidikan itu sendiri. Data dikumpulkan
melalut teknik "wawancara mendalam” (indepth interview) dengan mereka
sebagai informan.

Dari hasil wawancara tersebut, terungkap setidak-tidaknya teidapat
tujuh makna yang seyogianya terkandung di dalam sebuah pembangunan
pendidikan, yakni: (a) peningkatan kualitas pendidikan, (b) peningkatan

kesejahteraan guru, (c) minimalisasi dan penghapusan birokrasi pendidikan, (d)

Depdiknas terhadap pola pemeliharazn dan pengembangan bangunan SD yang didasarkan atas
"prinsip pemerataan” dan "prinsip revitalisasi dan rehabifitasi” ternyata kurang ditangani dengan
efektif dan tuntas. Sehingga kondisi dan kebutuhan sekolah tidak sepenuhinya dapat diatasi. Alih-
alih melahirkan “inefisiensi anggaran” (Jalal & Supriadi, 2001:25).

* informasi masih bersifat sementara, karena belum ada keputusan resmi dari Depdiknas mengenai
hal ini. Informasi ini diperoleh dari beberapa orang Kacab. Dinas P&K dan Kakandep Diknas
Kecamatan, informan guru dan Kepala SD.

46

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




81142.pdf

peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, (e) pemberdayaan masyarakat,
(f) peningkatan profesionalisme dan tanggung jawab terhadap profesi, dan
(g) pengembangan kurikutum.

Bagaimana wujud pembangunan pendidikan untuk setiap aspeknya akan

diuratkan pada bagian berikut.

a. Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah

Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
dipandang oleh informan sebagai suatu keharusan. "Bagaimana mungkin
pendidikan bisa maju apabila sarana dan prasarana pendidikan yang
dibutuhkan tidak ditingkatkan?” serta "bagaimana masyarakat dapat tertarik
. menyekolahkan anak-anaknya dalam situasi sarana dan prasarana sekolah yang
serbta terbatas?”

Ada enam sarana dan prasarana sekolah yang oleh para-informan perlu
mendapatkan prioritas pengadaan dan peningkatannya,_ guna mendukung
pembangunan pendidikan bagi masyarakat pedesaan ' tradisional. Secara
berurutan adalah: (1) perbaikan gedung sekolal; {2) buku paket pelajaran
untuk siswa dan buku-buku untuk perpustakaan sekolah; (3) Kit-IPA dan peraga
yang lain; (4) mebeler sekolah, (5) sarana“administrasi sekolah, dan (6) UKS
dan peralatan P3K.

Perbaikan gedung-gedung SD. div pedesaan menjadi hal yang “sangat
penting” bahkan terpenting dari yang lain. Seperti telah dikemukakan di bagian
terdahuly, kondisi  gedung-gedung SD di pedesaan sangat buruk dan
memprihatinkan, terutamayang berada jauh di pelosok atau pedalaman desa.

Menarik untuk.dikejl lebih jauh "mengapa kondisi gedung-gedung SD di
pedesaan pada umumnya dalam kondisi buruk dan sangat buruk, sementara
SD-SD di perkotaan pada umumnya baik dan sangat baik?" "apakah karena
secara kuantitatif gedung SD di pedesaan lebih sedikit daripada gedung SD di
perkotaan?” "apakah ada kecenderungan bahwa dana rehabilitasi sekolah dalam
bentuk BOP/DOP di SD-SD perkotaan benar-benar diefektifkan untuk
pemeliharaan sekolah sementara di SD-SD pedesaan sebaliknya?”

Para informan kepala SD seakan membenarkan bahwa "karena jumlah
SD di pedesaan lebih banyak daripada SD di kota", maka wajar kalau tingkat
kerusakannya juga lebih parah dan memprihatinkan. Sebab menurut mereka
“semakin besar jumiah gedung SD yang harus dirahabilitasi maka dana yang

diperiukan pun lebih besar pula”. Patut dipertanyakan "bukankah setiap SD di

47

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




81142.pdf

kota maupun di desa sama-sama mendapatkan BOP/DOP dengan jumlah yang
sama pula, dan dari wawancara dengan informan kepala SD, ternyata tidak
terdapat perbedaan mengenai besarnya jumfah potongan dana BOP/DOP
tersebut.

Sebenarnya, besar kecilnya jumlah SD sama sekali tidak berkarelasi
dengan tingkat efektivitas pemanfaatan dana rehabilitasi sekolah. Kalau ada
yang beralasan karena "kebutuhan SD di pedesaan lebih banyak, apakah bukan
malah sebaliknya, tingkat kebutuhan SD di perkotaan yang lebih banyak?" lebih
rasional kiranya apabila tingginya tingkat kerusakan pada SD-SD di pedesaan
disebabkan oleh kemungkinan terjadinya "pembengkakan biaya" sebagai akibat
jauh dan sulitnya medan yang harus ditempuh untuk sampai ke SD-SD yang
tersebar jauh di pedalaman desa, sementara pada SD-SD kota tidak. Dalam
situasi keterbatasan jumlah dana yang disediakan (dan Jjuga (telah dipotong)
jelas  tidak memungkinkan dilakukan rehabilitasi, dengan- risiko harus
menanggung kekurangannya, dan ini tidak mungkin *akan dilakukan.
Rehabilitasi gedung terpaksa-”harus ditunda”. Akibat tertundanya rehabilitasi
maka wajar kalau kondisi gedung-gedunmg ( SP  di pedesaan sangat
memprinatinkan. Sementara pada SD-SD perkotaan, "sisa dana” BOP/DOFP dapat
secara efektif digunakan untuk merehabilitasi kerusakan-kerusakan yang ada.
Dari sisi ini, tidak seluruhnya benar (pandangan bahwa "SD-SD di pedesaan
cenderung tidak mengefektifkan dana BOP/DOP untuk keperluan pemeliharaan
gedung sekolah”.

Selain itu, tak dapat dipungkiri puia bahwa tingginya tingkat kerusakan
gedung-gedung SD di Pamtekasan (terutama SD-SD pedesaan) lebih disebabkan
oleh adanya praktik-praktik penyimpangan (=korupsi) dalam pemanfaatan

dana BOP/DOP SD3°, Wajar pula bila para guru SD sangat tidak respek dan

¥ prakik pemotongan ini tidak hanya dalam hal BOP/DOP yang memang jumlah nominainya

cukup besar (Rp. 850.000.- per SD), tetapi juga dalam hal: kenaikan pangkat, kenaikan gaji
berkala atau gaji bulanan. Apalagi ketika banyak potongan-potongan untuk berbagai iuran
(KORPRI, PGRI, Golkar, dll. pada masa lalu, nasib para guru SD benar-benar memprihatinkan.
Betum fagi apabifa yang bersangkutan mengambif "kredit Bank”, tidak sedikit di antara guru SD
yang memiliki “gaji defisi’" atau “gaji minus®. Sehingga, ketika dia pada awal seharusnya
“menerima gaii" justru malah harus “membayar kekurangan gaji*. Berkaitan dengan gaji, di
kalangan guru SD ada semacam kelaziman setiap ada kenaikan gaji (atau malah begitu ada
ntorrmast kenatkan gaji) mereka banyak vang sudah "antre” untuk mengambil “keedit bank”. Di
Pamekasan, sangat umum di kalangan guru SD (desa atau kota) untuk mengambil kredit atau
berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup modern, di samping memang untuk kebutuhan
primernya (membangun rumah, membeli sepeda motor, dil). jadi tidak benar kalau digeneralisas
bahwa "mayoritas guru-guru di pedesaan tinggal di rumah keluarganya atau warisan dari orang
tuanya” sepertt dinyatakan oleh Supriadi (1999:xix). Dalam ungkapan para guru SD "orang hidup
itu tidak mungkin lepas dari hutang, apaiagi bagi seorang SD dengan gaji pas-pasan”.
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simpatik terhadap aparat di Jajaran Cabang Dinas dan Dinas P&K, serta
semakin memperbesar kesenjangan antara Dinas P§K dengan Depdiknas,
sekalipun hal ini senantiasa diupayakan tidak terlatu menyolok di mata guru
maupun masyarakat®!, Praktik-praktik seperti itu tidak hanya berdampak pada
tidak efektifnya pengalokasian dana-dana BOP/DOP untuk SD, tetapi lebih jauh
daripada  itu  adalah - terhambatnya pembangunan pendidikan secara
keseluruhan di tingkat Kabupaten.

Menempatkan buku paket dan buku-buku untuk perpustakaan sekolah
sebagai prioritas pertama setelah gedung sekolah memang sangat beralasan,
Bagi SD-SD di pedesaan keberadaan buku paket--sebagaimana telah diuraikan di
atas-sangat dibutuhkan, karena merupakan sumber utama dan "satu-satunya
bahan belajar” yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran. Sangat
diharapkan agar buku paket tersebut dengan rasio 1:1 (1 buku untuk 1 siswa).
Dengan rasio antara buku dan siswa 1:1 maka SD yang oleh masyarakat
setempat disebut sebagai "sekolah pemerintah” benar-benar milik pemerintah,
dan segala ke‘periuannya Juga harus dipenuhi ofeh. pemerintah. Hal ini
didasarkan dari pengataman seorang informan Ketika meminta siswa untuk
membeli buku pelajaran terbitan swasta. Orang tua siswa dengan keras
menolak dengan mengatakan "bukankah buku pelajaran sudah disediakan oleh
sekolah/pemerintah. Mengapa anak saya harus membeli lagi buku pelajaran.
Gunakan saja buku pelajaran yang sudah-ada". “Mengapa Sekolah Negeri masih
menggunakan buku pelajaranyang diterbitkan oleh swasta?”

Sementara itu, pentingnya buku-buku untuk perpustakaan sekolah,
setidak-tidaknya diharapkan. dapat merangsang dan memotivasi minat dan
kemampuan membaca! di\ kalangan siswa yang tampaknya memang wmasih
sangat rendah. Hasil observasi ke 3 SD di pedesaan tampaknya buku-buku
pustaka (buku bacaan, buku pelengkap, dan buku sumber) jumlahnya (judul

maupun eksemplarnya) memang sangat minim.

Maraknya para guru SD mengambil “kredit Bank” ini sering menimbulkan “kong-kafitong”
antara “bendaharawan gaji* di Cabang Dinas di kecamatan dengan yang bersangkutan agar
mendapatkan "kredit bank". Akibatnya hutang mereka bertumpuk-tumpuk dan tak terlunasi
sehingga bank dirugikan. Hal ini membuat bank (BPD Jatim) pada tahun 2000 lalu "membiokir"
kecamatan-kecamatan tertentu di  Pamekasan. Para gury  dt kecamatan tersebut tidak
diperbolehkan atau tidak bisa fagi mengambil kredit. Di samping karena ada bendaharawan gaji
yang “nakal" dengan membuat permohonan “kredit palsu® atas nama guru yang sebenarnya sudah
meninggal.

! dari pengamatan di lapangan terlihat perbedaan yang sangat menyolok antara aparat Dinas P&K
dengan aparat Depdiknas terutama di tingkat kecamatan baik dalam hal penampilan maupun
sikapnya pada saat berhadapan dengan para guru maupun kepala SD.
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Diakui oleh para informan, bahwa dalam situasi masyarakat pedesaan
hanya memandang bahwa bersekolah "hanya cukup sebatas atau sekadar bisa
membaca” maka upaya pembangunan pendidikan yang diarahkan pada
peningkatan minat baca di kalangan siswa di pedesaan memang dirasakan
sangat sulit bisa dicapai. Dipetlukan upaya yang lebih serius, sistematis dan
terpadu untuk menangani serta menyadarkan masyarakat dan terutama siswa
‘betapa penting kemampuan dan keberminatan membaca bagi kehidupan
seseorang’. Oleh sebab itu, buku-buku bacaan untuk perpustakaan sekolah
menurut para informan sebaiknya buku-buku yang berkaitan dengan
"keagamaan” dan "keterampilan-keterampilan” sederhana yang bisa siswa
praktikkan di rumahnya. Ini penting untuk mengubah persepsi masyarakat
pedesaan bahwa SD sebagai sekolah pemerintah hanya membelajarkan siswa
dengan ilmu yang sama sekali tidak relevan dengan situasi dan._ kebutuhan
masyarakat desa yang umumnya petani-petani tradisional, Jjuga-karena dalam
pandangan masyarakat pemerintah melalui SD-SD yang didirikan seharusnya
iuga membelajarkan pendidikan agama. Dengan ‘alokasi waktu untuk
matapelajaran Pendidikan Agama Islam hanya dua kali per minggu, tampaknya
alasan para informan itu dapat dibenarkan.

Yang menjadi pertanyaan dari pernpyataan informan di atas, mengapa
mereka memandang bahwa "KitIPA dan peraga yang lain" juga menjadi
prioritas, sementara di sisi lain mereka mengakui bahwa keberadaan Kit-IPA
dan peraga yang lain tidak/ banyak dimanfaatkan untuk kepentingan
pembelajaran? Dalam hal jvi para guru beralasan bahwa sekarang tefah
dikembangkan proyek *SEQIP (Science Education Quality Improvement
Project), proyek peniugkatan kualitas pembelajaran IPA di tingkat SD. Di
Kabupaten Pamekasan telah terdapat sembilan orang guru SD yang telah
mengikuti penataran SEQIP tingkat nasional, dan di tingkat kabupaten pun
telah diselenggarakan penataran yang sama untuk guru-guru SD. Adanya SEQIP
ini tentu saja sangat membutuhkan alat-alat percobaan IPS (Kit-IPA) yang
representatif, sedangkan yang ada di sekolah masih sangat terbatas dan tidak
lengkap, serta tidak setiap SD (terutama di pedesaan) memilikinya, Selain itu,
dengan adanya Kit-IPA yang "agak lengkap" diharapkan siswa juga lebih tertarik
dan antusias belajar di sekolah, karena ada hal-hal baru yang bisa mereka
peroleh di sekolah.

Apabila alasan para guru itu benar dan "bisa dipercaya’, mudah-

mudahan orientasi pembangunan pendidikan yang sejak kurikulum 1994-
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disempurnakan lebih diarahkan pada "proses” atau "keterampilan proses”
khususnya di dalam pendidikan sains (IPA) dapat terealisasi, setidak-tidaknya
sebagai langkah awal dalam upaya sekolah untuk semakin meningkatkan
kualitas pendidikan dan penguasaan siswa terhadap kemampuan-kemampuan
dasar yang dituntut oleh kurikulum.

Mebeler sekolah juga dianggap penting karena seperti hainya gedung
sekolah, keadaan mebeler sekolah (siswa maupun guru) sudah banyak yang
rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Kecuali apabila tingkat kerusakannya tidak
terlalu parah, dengan bantuan penjaga sekolah kerusakan itu dapat diperbaiki.
Mebeler sekolah juga penting karena sewaktu-waktu sekolah perfu mengadakan
pertemiuan dengan para orang tua siswa dan masyarakat yang tentu
memerlukan mebeler yang memadai. Untuk membeli yang baru dengan situasi
keuangan sekolah yang jauh dari kebutuhan minimal jelas tidak mungkin,
sementara BOP/DOP yang sangat diharapkan dapat digunakan'untuk keperluan
rehabilitasi “secara kecil-kecilan” itupun “sudah dipotong” oleh pihak Dinas P&K
yang untuk sebagiannya dibelikan peralatan yang sebenarnya kurang sesuai
dengan kebutuhan sekolah.

Sarana administrasi sekolah yang diafiggap-penting terutama adalah
mesin tulis, untuk keperluan membuat surat-surat dinas, mengisi format-
format dari Dinas P&K atau Depdiknas vang perlu diisi, atau keperluan-
keperluan administrasi sekolah lainnya, Selama ini untuk membuat surat-surat
dinas, mengisi format-format, dan‘keperfuan administrasi sekolah lainnya yang
"penting” dilakukan di kantor Dinas P&K atau Depdiknas kecamatan, meminta
tolong kepada teman atau sekolah yang memiliki mesin tulis, atau dikerjakan
sendiri di rumah menggunakan mesin tulis milik sendiri. Komentar salzh
seorang informan kepala sekolah "di jaman modern dan canggih seperti
sekarang ini, mana ada pengadministrasian sekolah ditulis tangan?’. Sementara
keperiuan-keperluan lain seperti: rapor siswa, buku induk siswa, buku nilai
diperoleh dari Dinas P&K atau Depdiknas kecamatan.

Ruang UKS dan peralatan P3K dalam situasi sekolah jauh dari
Puskesmas juga dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kesehatan
‘sementara” kepada para siswa dan juga masyarakat setempat yang kebetulan
sakit dan membutuhkan pertolongan "ringan”.

Dari hasil penelitian di atas, menggambarkan betapa kondisi sarana dan
prasarana yang terdapat di SD-SD pedesaan sangat jauh dari memadai untuk

mendukung pembangunan pendidikan yang ‘benar-benar’ sesuai dengan
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kebutuhan masyarakat pedesaan yang sangat tradisional dalam pemikiran dan
sikapnya. Kiranya sangat beralasan pula mengapa para informan dari SD
pedesaan memandang bahwa pembangunan pendidikan berarti pula
‘pengadaan dan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan

baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.

b. Pengembangan Kurikulum

Dari sepuluh informan guru sebanyak satu orang mengalami perubahan
kurikulum $D sejak tahun 1968-1999 (termasuk dan tiga informan kepala SD),
dua orang mengalami perubahan kurikulum SD sejak tahun 1975-1999, dan
sepuluh orang mengalami perubahan kurikulum SD sejak tahun 1984-1999.
Seluruh informan setuju apabila kurikulum senantiasa diadakan perbaikan dan
pembaharuan, dengan alasan yang berbeda-beda sesuai déngan persepsi
masing-masing.

Sejumlah alasan yang dikemukakan mengenai-perlunya perubahan
kurikulum adalah agar kurikulum: (1) senantiasa mengikuti kecenderungan
perkembangan jaman, (2) sesuai dengan tuntutan ilmiu pengetahuan, (3) lebih
sesuai dengan perubahan situasi dan lingkungan belajar siswa, (4) sesuai
dengan usia dan tingkat kematangan siswd, (5) sejalan dengan perkembangan
model-model kurikulum mutakhir, £6)" lebih fungsional dan bermakna bagi
pribadi siswa, (7) sesuai dengan kecenderungan baru pendidikan nasional yang
berorientasi pada otonomi daerah,.(8) tuntutan dan kebutuhan masyarakat
madani, {9) dapat lebih meningkatkan prestasi belajar siswa, (10) lebih
menyeimbangkan aspek pengetahuan, nilai, sikap dan keterampilan, (11) dapat
meningkatkan wawasan © dan  kesadaran kebangsaan, (12) mengikuti
perkembangan teori belajar mutakhir, (13) lebih sesuai dengan beban tugas
guru SD yang memegang seluruh matapelajaran.

Bagi para informan, "perubahan kurikulum merupakan suatu keharusan
kalau pendidikan ingin maju” dan bila “pendidikan dapat mengikuti
perkembangan masyarakat”. Namun ini tidak berarti bahwa rentang waktu dari
perubahan-perubahan yang dilakukan diabaikan. Perubahan yang terlalu sering
juga tidak baik, karena mengesankan "pengembangan kurikulum bersifat acak-
acakan atau kurang siap”. Perubahan yang terlalu lama atau bahkan sama
sekali tidak ada perubahan juga tidak baik, karena “faktor-faktor internal dan
eksternal pendidikan senantiasa mengalami perubahan, kurikulum tersebut

menjadi usang”. Yang penting jangan ada kesan bahwa "setiap perubahan
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menteri atau pejabat selalu ditkuti dengan perubahan kurikulum, sebab ini
mengesankan bahwa perubahan kurikulum hanya mengikuti selera seseorang??,
Selain itu, kurikufum “jangan terlalu sarat dengan muatan materi seperti
kurikulum sekarang ini".

Adanya perubahan kurikulum membawa konsekuensi yang tidak selalu
mudah diterima dan dilaksanakan di lapangan. Perlu dilihat relevansi dan
signifikansi perubahannya terhadap kurikulum itu sendiri dan terhadap subyek
sasaran kurikulum. Artinya, "apakah memang perubahan itu perlu dilakukan
karena secara internal kurikulum itu harus diubah?”, dan "apakah perubahan
itu periu dilakukan karena secara eksternai kurikutum itu harus diubah?”. Perlu
disadari oleh para pengembang kurikulum, bahwa setiap terjadi perubahan
kurikulum akan membawa konsekuensi di lapangan, baik terhadap siswa, guru,
maupun terhadap bahan-bahan pendukuhg kurikulum yang baru. Selama inj
tampaknya hal-hal tersebut belum dijadikan bahan kajian dan_pertimbangan
yang semestinya ketika gagasan pembaharuan kurikulum dimunculkan.

Salah seorang informan guru (seorang sarjana  pendidikan) bahkan

mengajukan saran sebagai berikut:

"...tampaknya di SD perfu dirancang dan dikembangkan “kurikutum SD terpadu”
atau “kesetaraan antarkurikulum matapelajaran”. Artinya bukan hanya ada satu
kurikulum yang memuat seluruh matapelajaran vang ada di SD, tetapi setiap GBPP
matapelajaran memiliki "keterkaitan/kesetaraan tematik antara GRPP yang satu dengan
GBPP yang lain". Sehingga seorang guru kelas yang sedang mengajarkan matapelajaran "A”
dapat mengaitkannya secara langsung dengan materi di dalam matapelajaran "B, "C", atau
'D". Dari segi waktu pola ini saya pikit sangat efisien... Benar bahwa di SD terdapat 6
matapelajaran, tetapi apakalt dalam pembelajarannya harus datam suatu pola pergantian
waktu yang formal seperti sekarang ini? Apakah tidak bisa 2 atau 3 matapelajaran daiam
satu hari secara terpadu.diajarkan tanpa ada batas-batas faktu secara formal?...dalam
teori psikologi perkembangan, anak pada usia-usia SD katanya memiliki pola berfikir
"holistik", berpikir secara terpadu dan menyeluruh. Mereka belum mampu berpikir atas
dasar kotak-kotak matematika, bahasa, seni, IPS, dll.. bila demikian, apakah Bapak anggap
praktik pembelajaran yang berlangsung sejak dahuiu hingga sekarang relevan dengan
teori perkembangan tadi?.. jadi menurut saya, perubahan kurikulum sebaiknya diarahkan
kepada pengembangan “kurikulum terpadu’, dan jangan hanya bersifat "tambat sulam”,
kasihan guru dan siswa. Mereka bingung terhadap apa yang mereka ajarkan dan pelajari...

Secara teoretik, pemikiran guru di atas cukup menarik dan perlu
dipertimbangkan di dalam mengembangkan kurikulum di masa mendatang.

Substansi yang dapat diambil dari pandangan guru di atas adalah bahwa

* Beberapa informan guru dan kepala sekolah menyatakan bahwa adanya perubahan kurikulum SD
dari tahun 1984, 1986, 1994, dan 1999 dirasakan seakan-akan “setiap ganti menteri ganti pula
kurikulumnya". Waktu perubahan dari kurikulum tersebut terlalu cepat dan membuat para guru
sempat kebingungan. "Bahan vang satu belum tuntas, ternvata kurikulumnya sudah ganti
lagi.. lantas, bagaimana harus mengajarkannya?”
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perubahan-perubahan kurikulum yang selama ini dilakukan lebih bersifat
“substantif’ dan “struktural”.

Menurut para informan guru, perubahan kurikufum SD selama ini lebih
banyak dilakukan untuk “mengurangi materi tertentu dan mengganti/
memasukkan materi yang lain", jadi bersifat "tambal sulam” (tailor made
curriculum). Bahkan justru lebih banyak gantinya atau tambahannya daripada
materi yang diganti atau yang dikurangi. Akibatnya kurikulum yang telah
disempurnakan menjadi "lebih sarat beban materi daripada "lebih ramping
materi”. Perubahan secara struktural mengandung pengertian bahwa
penyempurnaan kurikulum hanya dilakukan dengan "menata ulang” materi-
materi ada atau materi-materi baru ke datam Pokok-pokok Bahasan lama atau
"mungkin” juga baru. Dapat juga diartikan diadakan perubahan dari "struktur
materi” menjadi "struktur kegiatan” seperti dapat dilihat pada perubahan dari
kurikulum IPS 1986 menjadi kurikulum IPS 1994/1999, Apabila di dalam
kurikulum ~ IPS 1986  yang  ditekankan ‘bagaimana  gurufsiswa
menyampaikan/menguasai materi secara terstruktur atau berurutan’,
sedangkan kurikulum IPS 1994/1999 menekankan ‘bagaimana guru/siswa
mengajar/belajar kegiatan-kegiatan atau aktivitascaktivitas tertentu secara
terstruktur atau berurutan” sehingga siswa.dapat menguasai materi kurikulum
secara berurutan pula. pola pertama menekankan pada sisi dan pendekatan
‘hasil” sedangkan pola kedua menekankan sisi dan pendekatan ‘proses”. Pola
perubahan struktur yang kedua ini-Jebih baik daripada yang pertama, sebab
yang kedua akan memberikan pengalaman belajar yang lebih fungsional dan
bermakna tentang "bagaimana suatu hasil (materi) itu dapat dicapai atau
dikuasai’.

Bentuk-bentuk perubahan kurikulum seperti itu banyak tidak disadari
dan dipahami oleh“guru SD. Guru memandang bahwa kurikulum 1986 ke
19941996 hanya perubahan pada substansinya. Akibatnya ketika mengajar
dapat dikatakan tidak terjadi perubahan yang berarti atau signifikan. Karena
itu pula dapat dipahami bahwa terjadinya perubahan (suplementasi) ke
kurikulum 1996 yang sering dipersoalkan adalah "buku paket sudah tidak
sesuai lagi dengan kurikulum 1994 yang telah disempurnakan”. Para guru SD
tidak pernah menyinggung bahwa yang berubah bukan pada substansinya

tetapi pada pendekatan dan apa yang seharusnya dibelajarkan®®. Dalam

* Ketika suatu saat wawancara peneliti menanyakan tentang keterampilan proses, dia malah balik
bertanya "bukankah keterampilan proses hanya berlaku pada kurikulum 19869" Menurutnva
dalam kurikulum yang sekarang tidak ada lagi keterampilan proses. Tetapi ketika ditanyakan
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pandangan guru pengertian mengajarkan selalu dihubungkan dengan "materi
pelajaran’, jarang sekali mereka mencoba mengaitkannya dengan "pendekatan
atau prosedur di dalam mempelajari sesuatu (materi)”. Belajar dapat berarti
‘mempelajari sesuatu materi" tetapi juga bisa bermakna "mempelajari sesuatu
proses atau prosedut’,

Daiara kaitan ini, kiranya dapat dipahami pula mengapa saran informan
di atas juga mengarah pada pola pengorganisasian materi kurikulum antar
matapelajaran. Sekalipun gagasan itu baik dan dapat dikembangkan untuk
tingkat SD, tetapi "perfu disesuaikan dengan beban tugas guru SD, sehingga
tidak memberatkan”. Hal ini perfu mendapatkan perhatian, mengingat bahwa
struktur dan beban tugas guru SD berbeda dan cenderung mengalami ekskalasi
yang cepat dewasa ini, maka semakin saratnya beban kurikulum menjadi tidak
efektif dalam implementasinya. Akibatnya visi dan misi dari perubahan
kurikulum tidak banyak disadari dan dipahami oleh guru. Para guru
melaksanakan kurikulum secara "mekanistis”, "ada perubahan dilaksanakan, apa
yang dituntut dikerjakan". Makna perubahan kurikulum tidak sepenuhnya
dipahami. Praksis pembelajaran tidak banyak beranjak dari metode, teknik,
strategi pembelajaran yang selama ini digunakan. "ceramah, tanya-jawab,
pemberian tugas...ceramah, tanya-jawab, pemberian tugas...begitu seterusnya”.

Adalah sesuatu yang sangat sulit bagi'guru untuk melakukan perubahan
yang bersifat inovatif apalagi invertif dengan struktur kerja seperti di SD.
“Setiap hari rata-rata 3-4 matapelajaran dengan waktu yang sangat terbatas”.
Apalagi tingkat kemampuan siswa sangat bervariasi. Memberikan tugas-tugas

(kurikuler dan ko-kurikuler).kepada siswa merupakan cara terbaik agar ‘target

apakah dia pernah melatibkan dan mengembangkan jenis-jenis keterampilan proses ketika
kurtkutum 1986 berfaku? Dia menjawab "sulit untuk dipraktikkan di kelas. Siswa sulit
melakukannya dan target kurikulum bisa jadi tidak terselesaikan dan tercapal. Padahal ini
kewajiban vang harus dipenuhi. Selain itu, bukankah vang diajarkan guru itu adalah materi
kurikulum, bukan bagaimana mereka dapat menguasai cara atau proses mencapai penguasaan
terhadap materi kurikulum™,

Apa yang dinyatakan oleh informan guru di atas menunjukkan kekurangpahaman tentang adanya
tuntutan-tuntutan baru di dalam pendidikan vang harus dipahami dan dilaksanakan untuk
kemajuan siswa dan pendidikan. Pernyataan di atas juga mengesankan bahwa mengajar berart
"menyampaikan" sesuatu bukan "membelajarkan" tentang sesuatu. Karena diartikan sebagai
"menyampaikan” maka sesuatu itu tidak dapat lain adalah "materi/bahan pelajaran”. Hal seperti
ini kerap teijadi terhadap pada setiap inovasi pendidikan vang diperkenalkan kepada mereka.
"CBSA" di lapangan berbeda sama sekali dengan konsep awalnya. CBSA mereka identikkan
dengan "belajar berkelompok”, sehingga bangku-bangku siswa ditata secara permanen diatur
untuk keperluan siswa belajar dalam kelompok-kelompok, seperti yang pernah peneliti temukan
kettka suatu waktu mengunjungi SD-SD untuk pembimbingan PKM program penyetaraan D-I1
UT (sekitar tahun 1997). Ada "distorsi” konseptual di kalangan guru SD dafam sejumlah program
pembaharuan yang pernah dikembangkan di dunia pendidikan kita.
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kurikulum” tercapai dan siswa dapat menuntaskan materi pelajaran pada akhir
bulan. ,

Dibandingkan dengan kurikufum 1968 dan 1975, rumusan tujuan
kurikulum (TPU) lebih operasional dan terarah, sehingga memudahkan gury
untuk menjabarkannya dalam bentuk TPK. Pokok bahasan dan Sub Pokok
Bahasan di dalam kurikulum juga lebih terorganisasi secara lebih sistematis
atas dasar tema-tema tertentu, serta memiliki kaitan antara PB/SPB yang satu
dengan PB/SPB yang lain sehingga memudahkan guru untuk mengembangkan
bahan/materi pembelajaran. Apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan
konsep-konsep esensial banyak yang tidak dipahami oleh guru. Tetapi kalau
yang dimaksudkan adaiah konsep-konsep yang berkaitan dengan pengetahuan
dasar yang harus dimiliki oleh siswa pada umumnya guru menyatakan lebih
terpadu, walaupun ada pula yan.g terlihat berdiri sendiri. Bagi guru SD
pedesaan sekalipun juga diakui bahwa konsep-konsep yang berkaitan dengan
pengetahuan  dasar lebih tampak dan terpady, tetapi  bagaimana
menjelaskannya kepada siswa atau menyederhanakan konsep-konsep sesuai
dengan tingkat kemampuan berpikir siswa sangat sulit, karena kondisi siswa
‘tidak selalu siap untuk belajar dan kemampuan berpikirnya rendah".

Muatan nilai/sikap di dalam kurikulum SD sepertinya ‘“kurang
diperhatikan”. PPKn dan PIPS yang sebenarniva harus sarat dengan nilai-nilai
dan sikap-sikap yang seharusnya dimiliki.oleh siswa, terkesan sangat formal dan
banyak tidak sesuai dengan: Kenmyataan keseharian siswa. Bagaimana
menumbuhkembangkan nilai-nilai ‘dan sikap-sikap yang diharapkan (intended
vafues and attitudes) sementaras di masyarakat banyak yang bertentangan
bukanlah pekerjaan_yang mudah. Nilai-nilai seperti demokrasi, kebebasan
adalah dua contoh dari nilai dan sikap yang sulit untuk dikembangkan daam
kehidupan masyarat desa yang masih "tradisional".

Keterampilan yang dituntut oleh kurikulum adalah sesuatu yang ideal,
tetapi kurang praktis dan sesuai dengan jenis keterampilan yang dibutuhkan
oleh siswa di lingkungan kesehariannya. Untuk mengidentifikasi jenis-jenis
keterampilan yang ada di dalam kurikulum pun sangat sulit karena memang
tidak begitu tampak. Namun secara umum kurikulum yang baru (1996) lebih
efektif sebagai pedoman pembelajaran di SD. Hanya saja, bahan-bahan
pendukung kurikulum seperti buku paket, buku pelengkap dan peraga kurang
mendukung. Buku paket banyak yang tidak sesuai dengan kurikutum yang telah
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diperbaharui sehingga siswa harus membeli buku pelajaran yang diterbitkan
oleh swasta. Buku pelengkap seperti LKS dan latihan-latihan soal juga harus
dibeli oleh siswa, sehingga mereka dapat menyelesaikan “target kurikulum”.
Selain itu peraga yang ada di sekolah belum efektif pemanfatannya. Di satu
pihak karena memang kemampuan guru kurang dan siswa tidak biasa dan

mampu menggunakannya.

Tabel 4
Tanggapan Guru dan Kepala SD tentang Perubahan
Kurikulum Sekolah Dasar *)

| Tuj kurikulum | Lebih operasiona operasional dan terarah
| terarah
2. | Organisasi PBfSPB | Lebih sistematis dan Lebih sistematis/dan tematis
E tematis i
3. | Konsep esensial | Lebih terpadu, tetapi | Lebih terpadu, tetapi lebih sulit |
| | (Kogniti) ada juga yang dibetajarkan kepada siswa
| tersendiri
4. | Nilai-sikap esensial | Tetap, belum begitu Lebik tampak, tetapi masih ‘
(Affektif) | tampak terdapat nitai-nilai yang kurang |
sesuai dengan kondisi
masyarakat desa
5. Keterampilan Tetap, tidak begitu Kurang mendukung
esensial (psikom) | tampak keterampilan yang dibutuhkan
siswa dalam kesehariannya
. 6. | Organisasi materi | Lebih sistematis, Lebih sistematis, tematis dan
| Ckurikulum tematis dan terpadu terpadu
I 7. 1 Beban kurikulum Lebih berat/sarat Lebih berat/sarat
8. | Efektivitas Lebih efektif Lebih efektif
kurikulum
9. [ Bahan pendukung | Belum sepenuhnya Banyak bahan pendukung (buku
| kurikulum mendukung paket dan peraga) yang tidak
dapat digunakan katrena
2 ; kemampuan guru kurang dan
siswa tidak biasa dan mampu
menggunakan
10. | Daya serap siswa | Nafk-turun sesuai Naik-turun sesuai dengan kondisi
dengan kondisi siswa dan pembelajaran
pembelajaran
11. | Relevansi dengan | Lebih relevan, tetapi Kurang relevan, terlalu sulit
kematangan, dan | ada juga yang kurang | untuk usia, kematangan dan
kebutuhan belajar | relevan kebutuhan belajar siswa
siswa
12. | Relevansi dengan Mungkin relevan, Mungkin relevan, tetapi sulit
kebutuhan tetapi tidak dapat mengaitkannya dengan
masyarakat memastikan lingkungan sekitar

*) diolah dari hasil wawancara
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Tabel 3
Tingkat Pencapaian Target Kurikulum dan Daya Serap Siswa
Sekolah Dasar Selama Lima Tahun Terakhir *)

1995 100 ; 4
1996 100 75
0
T 1 o -
1999 106 68
! 2000 100 83 i
L Rerata | 6257 !

*) hasil observasi di tiga SD pedesaan
**) diambil dalam bentuk rata-rata dari tiga SD yang diobservasi

c. Feningkatan Kualitas Pendidikan

Pembangunan pendidikan ofeh para informan “diidentikkan dengan
peningkatan kualitas. Secara umum informan bersepakat bahwa "pembangunan
pendidikan berarti peningkatan kualitas”, Tetapi di, antara mereka terdapat
variasi dalam memberikan makna tentang peningkatan kualitas pendidikan,
yang secara klasifikatif seyogianya ditandai oleh semakin meningkatnya: (1)
pencapaian target kurikulum seperti/ terfihat dari daya serap siswa, (2)
persentase kelulusan/kenaikan siswa;.(3) prestasi belajar siswa setiap cawu, (4)
proses pembelajaran (pelaksanaan Kurikulum) di kelas, (5) penggunaan metode
dan strategi pembelajaran yang variatif , aktif dan partisipatif.

Antara informan guru dan kepala sekolah terdapat sedikit perbedaan
pada penekanannya, Bagiiinforman guru peningkatan kualitas lebih diutamakan
pada “hasil" (quality \is a product), sementara kepala sekolah memandang
penting “proses” dan "hasil” pendidikan (both processes and outcomes are
importance).

"Hasil” dipandang penting bagi guru karena tolok ukur yang benar-benar
menjelaskan bahwa telah terjadi peningkatan kualitas pendidikan bukan dari
‘proses” tetapi "hasil". Betapapun proses pendidikan baik dan berkualitas, yang
dilihat masyarakat adalah "bagaimana hasilnya". Variasi metode dan strategi
pembelajaran secara teori memang keharusan, tetapi apakah bisa menjamin
hasil yang baik juga? Selain itu, karena masyarakat atau orang tua sebagian
terbesar tidak begitu peduli dengan proses belajar anaknya di sekolah, yang
penting "anak mereka bisa menulis, membaca dan menghitung” dan "dapat

melanjutkan pendidikan ke SLTP" (terutama yang berkepentingan). Hasil
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belajar yang ditandai khususnya oleh perolehan hasil ujian EBTANAS yaitu
NEM, merupakan bukti bahwa SD tersebut benar-benar baik dan "mengerti
kebutuhan pendidikan seorang anak”.

Kepedulian yang mungkin agak beriebihan terhadap hasil NEM yang baik
ini memang diakui sering menghadapkan guru dalam keadaan dilematis. Di satu
sisi, tuntutan orang tua dan masyarakat atas prestasi belajar yang baik adalah
wajar, di sisi lain dengan kondisi siswa dan sekolah yang serba terbatas dan
bahkan kurang, untuk meningkatkan prestasi belajar siswa jelas sangat tidak
memungkinkan. Dalam situasi ini "nama SD dipertaruhkan’, dan sejauh
kepentingan masyarakat terpenuhi, mungkin secara lambat laun dapat
meningkatkan kepedulian dan penghargaan masyarakat terhadap sekolah.

Bagi kepala sekolah yang memandang bahwa keduanya sama-sama
penting dan menjadi indikator peningkatan kualitas pendidikan Bila proses
baik, dapat dipastikan hasilnyapun akan baik. Sulit diterima.oleh akal apabila
prosesnya baik dan hasiinya menjadi tidak baik, _kecuali materi yang
disampaikan tidak sesuai dengan tujuan dan PB/SP8 kurikulum.

Pentingnya ‘proses” dan “hasil” pepdidikan bagi kepala sekolah
tampaknya juga tidak terlepas dari kewajibannya sebagai seorang "manajer”
yang bertanggung jawab terhadap peningkatan proses pembelajaran dan
hasilnya. Dikétakannya sekolah berarti /mengajarkan kepada siswa sehingga
mereka dapat menguasai materi pelajaran dengan baik dan berhasil baik.
Proses (bagaimana guru mengajdr) merupakan prosedur yang harus ditempuh
untuk mendapatkan hasil (yang baik, di samping agar pembaharuan-
pembaharuan di bidang metode pembelajaran yang telah diperoleh melalui
berbagai penataran;, pelatihan, maupun pendidikan (maksudnya S1 dan DI
PGSD) juga dapat mereka terapkan dan tidak hanya sekedar menjadi
‘pengetahuan guru belaka’ yang tidak memiliki arti penting, karena tidak
diamalkan di sekolah. Oleh sebab itu menurutnya “sekalipun itu sulit dilakukan
oleh guru karena kondisi siswa, keterbatasan fasilitas sekolah, atau mungkin
juga keterbatasan kemampuan guru untuk menggunakan berbagai metode,
peraga, dan sarana pendukung pembelajaran lainnya",

Rendahnya prestasi belajar siswa di SD-SD pedesaan menurut informan
kepala sekolak tadi, juga disebabkan oleh "kurangnya perhatian guru terhadap
proses pembelajaran”. Setidak-tidaknya dilthat dari rencana dan satuan
pelajaran yang disusun oleh guru dari waktu ke waktu sama sekali tidak

menunjukkan adanya perubahan atau perbaikan dari sisi proses atau aktivitas
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pembelajaran. Guru masih sangat aktif berceramah, sementara siswa juga
masih sangat aktif mendengarkan.

Dari hasil observasi di 3 SD sasaran, pernyataan informan kepala
sekolah dan guru SD di atas benar seperti yang dapat dilihat pada daya serap
siswa terhadap kurikulum yang hanva berkisar antara 68%-80% (tabel 4).
Dilihat secara kontinum tingkat persentase dari daya serap kurikulum dari
tahun ke tahun tersebut sudah dapat dipandang cukup memadai, dalam arti
telah memenuhi standar minimal “ketuntasan belajar". Akan tetapi, apbila
dilihat dari "rerata’nya sebenarnya masih satu point di bawah standar minimal
"ketuntasan belajar” yaitu 62.57%.

Beberapa nilai prestasi siswa yang dipandang masih rendah dan perlu
ditingkatkan menurut informan guru dan kepala sekolah senntiasa ditemukan
pada matapelajaran-matapelajaran matematika, IPA, dan (IPS. Ketiga
matapelajaran tersebut setiap cawu reratanya hanya berkisar antara 6.00 -
7.00, dan untuk EBTANAS (NEM) hanya bisa mencapai rerata 3.00-5.00.
Bahkan pada tahun pelajaran 2000/2001 yang lalul mengalami penurunan
antara 0.6 - 1.3. Dengan hasil seperti itu, sebéparnya "banyak siswa SD
pedesaan tidak naik kelas atau tidak lulus”. Akan tetapi, "sangat sulit atau
bahkan tidak mungkin sekolah tidak menaikkan atau meluluskan mereka”.
Kebijakan untuk menaikkan atau meluluskan. siswa "betapapun nilainya sangat
rendah” adalah permintaan Kakandep “Diknas Kabupaten dengan alasan
‘penuntasan wajib belajar”. Menurut.kepala sekolah tersebut "tidak naik atau
tidak tulusnya seorang siswa, berisiko pada kefuarnya siswa dari sekolah. Hal
seperti ini jelas sangat tidak-diharapkan di saat kita berupaya menyadarkan
masyarakat betapa pentingnya arti pendidikan bagi masyarakat dan negara di
masa mendatang’. \Yang penting menurutnya “para siswa sudah mampu
menulis, membaca, dan menghitung”.

Mencermati situasi pendidikan di SD-SD pedesaan di atas, guru, kepala
sekolah, dan pihak Depdiknas bagaikan "makan buah simalakama”. Di satu sisi,
menuntut prestasi belajar--yang berarti meningkatkan kualitas pendidikan--
berarti akan banyak menelan korban pada sisi siswa. Di sisi lain, mengabaikan
prestasi belajar berarti tidak banyazk memberikan makna serta manfaat
terhadap berbagai bentuk pembangunan pendidikan yang telah sekian lama

diupayakan secara serius oleh pemerintah,
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d. Peningkatan Profesionalisme dan Tanggung Jawab Profesi

pembangunan pendidikan bagi guru dan kepala sekolah juga berarti
‘perlu ada peningkatan profesion/aiisme atau tanggung jawab profesi” dari
setiap insan pendidikan. Peningkatan profesionalisme dan tanggung jawab
terhadap profesi guru merupakan salah satu hal yang penting.

Beberapa instrumentasi yang menurut para informan penting
ditingkatkan efektivitasnya bagi upaya meningkatkan profesionalisme dan
tanggung jawab profesi berkaitan dengan: (a) sistem progresi, (b) sistem
promosi jabatan, (c) pemberian kesempatan untuk mengikuti pendidikan yang
lebih tinggi (in-service training), (d) akreditasi sitem pelatihan dan penataran
guru SO, (e) pengembangan sistem supervisi yang bersifat "klinis" daripada
‘otoritatif’ dan "administratif’, () optimalisasi fungsi dan peran KKG, PKG, KKS
dan Gugus Sekolah, (g) minimalisasi birokratisasi dalam profesi guru, (h)
restrukturisasi sistem rekrutmen dan penempatan guru, (i)..restrukturisasi
beban dan struktur tugas profesional guru, (j) pemberian otonomi kepada
sekolah dalam rangka pembinaan profesi guru, serta (k) keterpaduan sistem
pembinaan guru (sistem satu atap), (1) peningkatan perlindungan terhadap hak

dan kewajiban profesi guru, serta (m) penciptaan.'budaya sekolah" profesional.

0 Sistem Progresi

Menurut para informan, kenaikan pangkat/golongan dan jabatan
seorang guru agar 'dilaksanakan lebih terbuka dan obyektif sesuai dengan
a.tivitas dan prestasi kerja". Praktik-praktik kolusi, nepotisme dan koncoisme di
dalam penilaian berkas: angka kredit harus dihindari, sehingga kenaikan
pangkat/golongan dan jabatan profesi seorang guru sejalan dengan kenaikan
profesionalisme dan tanggung jawab profesinya. Selain itu menurut para
informan,  penilaian”  seyogianya tidak hanya mementingkan  "aspek
administratif’ (kelengkapan berkas) tetapi justru pada "aktivitas dan prestasi
nyata” mereka di kelas. Menurut para informan, kelengkapan berkas
administrasi usulan PAK tetap penting, sehingga penilai dapat secara cermat
mengetahui dan menilai berbagai aktivitas profesi yang telah dilakukan yang
bersangkutan selama periode yang diusulkan. Akan tetapi penekanan pada
aspek administratif ini telah melahirkan praktik-praktik yang "kurang fair’
dalam mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan, sementara bagaimana
mutu dan prestasi yang ditandai dengan adanya bukti fisik tersebut. "Ini bukan

rahasia lagi" bahwa ternyata guru yang “cepat” (rerata dua tahun) kenaikan
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pangkat/golongan dan jabatannya, aktivitas dan prestasi kerjanya tidak juga
meningkat dengan cepat®®. Bahkan ada kebijakan dari Depdiknas Kabupaten,
bahwa seorang guru yang sudah tiga tahun tidak naik pangkat/jabatan ada
"kebijakan khusus", yaitu yang bersangkutan tidak perlu mengumpulkan semua
bukti fisik yang diperlukan, “cukup dengan rekomendasi atau persetujuan dari
Pengawas SD" pengajuan kenaikan yang bersangkutan sudah bisa diproses. Juga
bukan rahasia bahwa guru yang sudah memiliki jabatan profesi tinggi belum
tentu Profesionalismenya lebih tinggi dari guru yang jabatannya lebih rendah.
Untuk mengatasi masalah  tersebut, informan kepala sekolah
mengusutkan agar dalam upaya menilai kelayakan dan kepatutan (fit and
proper of professionalisnt) seorang guru naik atau tidak pangkat/golongan dan
jabatannya perlu dibentuk Komisi/Tim Penilai Angka Kredit di lingkungan
Depdikna’s (Kabupaten dan Kecamatan) yang berasal dari tenaga-tenaga yang
benar-benar profesional serta memiliki komitmen tinggi “untuk” menegakkan
kode etik profesionalisme guru. Kriteria rekrutmen anggota tim perlu
dirumuskan secara jelas, transparan dan obyektif baik datam bentuk juknis dan
Juklak yang disosialisasikan kepada seluruh Jajaraw di Depdiknas (Kabupaten
dan Kecamatan) sehingga dapat diketahui oleh seluruh komponen

kependidikan.

Q@ Sistem Promosi Jabatan

Diakui oleh para informan .guru, bahwa sistem promosi jabatan kepala
sekolah  selama ini lebih »didasarkan pada ‘pengalaman  mengajar”,
‘pangkat/{jabatan”, serta keberaniannya untuk ‘membayar” kepada Kepalz Dinas
P&K*, dan bukan pada kinerja profesional, prestasi kerja, dan "kapasitas
kepemimpinannya”. Karena itu, tidak sedikit kepala sekolah yang tidak memiliki
kinerja profesional, tidak berpretasi, serta kurang menunjukkan performansi
sebagai seorang pimpinan dengan kemarmpuan yvang memadai untuk membina

para guru. Kepala sekolah banyak diminati oleh guru karena "ada penghasitan

** Menurut keterangan yang peneliti peroieh dari safah seorang anggota Tim Penilai Angka Kredit
Kabupaten pamekasan, sejak diberlakukan sistem progresi jabatan melalui Angka Kredit sejak
tahun 1995/1996 guru-guru SD vang berhasil naik pangkat/jabatan dari golongan 11 ke golongan
i mencapai sekitar 250 orang. dan dari golongan 11l ke golongan 1Va sekitar SO orang. Setiap
tahun tim harus melakukan penilaian terhadap usul kenaikan pangkat/jabatan guru rerata antara
40-50 buah. Kenaikan pangkat dari gotongan [Va ke [Vb hingga tahun 2000/2001 ini befum ada,
karena disyaratkan adanya karya-karya ilmiah dan penelitian, sedangkan pengetahuan,
kebiasaan, dan kemampuan untuk itu umumnya tidak dimiliki. Selain itu, tampaknya para guru
SD juga enggan melakukannya. Menurut para guru ‘vang penting sudah golongan [V".
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i luar gaji’, atau mungkin juga karena "jenuh atau capek mengajar di
kelas". Di sisi lain, sebenarnya tugas kepala Sekolait diakui tidak lebih ringan?®.

Dalam hal pengangkatan seorang k_epaia SD sepenuhnya berada di tangan Dinas

Sejalan dengan pembangunan pendidikan, para informan mengusulkan

agar dalam kal promosi kepala SU haius didasarkan pada pertimbangan

engalaman  mengajar, kinerja profesivnal, prestasi kerja, dan terutdma

informan juga memandang penting melibatkan Tim Penilai Angka Kredit
tingkat kabupaten yang dengan memperiluas peran dan fungsinva sebagai
Dewan Pertimbangan jabatan (Wantimbang) dan Dewan Kode Etik Jabatan yang
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atau Rengawas). Agar dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif,

obyektif dan transaparan, makai Tim seyogyanya merupakan
independen’ yang memiliki kewenangan atau. otonomi penuh, tanpa ada
intervensi dari pihak luar.

Juga diusuikan oleh para informan; agar jabatan kepala SUD bukan
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diadakan ‘periodesast jabatan kepala\SD" (misalnya 3/4 tahun). Hal ini

menurut. mereka untuk membiasakan bahwa iabatan kepala sekelah bukan
satu-satunya jabatan yang tertinggi dan terbaik. Tanpa. adanya pembatasan
periode jabatan kepala sekolah, dan keengganan para kepala sekolah untuk

“turun _jabatan" mencerminkan bahwa budaya kepemimpinan di tingkat SD

. Ny AN
sepenainya hanya se‘o—agai tugas taimbahan” sebagal konsekuensi dari
fungsionalisasi jabatan guru.
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Senrano informan kepala SD bercerita kepada peneliti, bahwa menjadi seorang kepala SD tidak
selalu enak. Dibandingkan ketika menjadi seorang guru, tugas-tugasnya ternyata semakin banyak.
Menvelesaikan administrasy SD, membina para guru, mengikiuti rapat-rapat dinas dengan Dinas
P&K atau, Depdikixas.keeamatan membuat berbagai macam laporan dinasbelum lagi harus
mengeluarkan uang pribadi untuk berbagai keperluan sekolah karena dana vang ada sangai
terbatas. Tetapi terus terang diakui menjadi seorang kepala SD karena "sudah ada kejenuhan
mengajar di kelas, ingin mendapatkan tunjangan yang lebil besar, dan penghasilan lainnya, serta
untuk gengsi sosial”.
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Mungkin perlu juga dirumuskan rencana pengembangan strategis
(RENSTRA) dan rencana operasional (RENOP) baik jangka pendek, menengah,
dan jangka panjang, yang didasarkan pada hasil "analisis kebutuhan” (needs
assesstment) oleh tim yang dibentuk oleh Depdiknas Kabupaten dan
Kecamatan. Diharapkan dengan adanya RENSTRA dan RENOP ini sistem

promosi jabatan karier profesi guru lebih sistematis, terarah, dan terpadu.

b Peluang Mengikuti Pendidikan (in-service training)

Sekalipun minat dan motivasi di kalangan guru SD untuk mengikuti
“pendidikan dalam jabatan” masih rendah seperti telah dikemukakan di atas,
namun betapapun mereka masih berharap agar mendapatkan peluang untuk
memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. "Setidak-tidaknya agar bisa
memenuhi kualifikasi pendidikan minimal” atau "memotivasi anak-ahaknya".

Proses rekrutmen guru SD selama ini ditangani olehpihak Depdiknas
kecamatan. Secara resmi, dasar yang digunakan adalah lama mengajar,
pangkat/golongan, dan prestasi kerja guru. Akan tetapi dalam pelaksanaannya
juga terdapat unsur “nepotisme dan kedekatan. huburngan” dengan pengawas
dan pejabat Diknas. Sehingga-menurut informian guru-bisa jadi seorang guru
yang telah memenuhi persyaratan resmi~baik dari sisi lama mengajar,
pangkat/golongan, maupun prestasi kerjanya, “terpaksa harus mengalah"
kepada guru yang memiliki hubungan kekeluargaan dan dekat dengan
pengawas dan pejabat Diknas, walaupun yang bersangkutan belum memenuhi
persyaratan resmi yang ditetapkan.

Sistem  rekrutmen tersebut, diakui memang tidak selamanya baik,
karena "setiap guru SD/berhak mengikuti pendidikan” tetapi tentu saja akan
menimbulkan "kecemburuan” di kalangan guru, yang pada akhirnya membuat
guru yang sebenarnya layak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti
program D2 menjadi malas dan antipati. Berharap banyak dari guru SD agar
mengikuti program D2 swadana amat sulit. Menurut para informan guru
(seperti telah dikemukakan di atas), persoalan utama yang harus mereka
hadapi dan sadari adalah keterbatasan penghasilan bulanan, tempat tinggal
yang jauh di kota, jumliah anak yang rata-rata 2-3, tingginya harga kebutuhan
hidup keseharian (apalagi di masa krisis ekonomi), dan tambahan-tambahan
biaya yang lain—misalnya ‘uang administrasi’ untuk mengurus kenaikan

pangkat/jabatan merupakan sebab-musabab ketidakmungkinan pada sebagian
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besar guru SD untuk mengembangkan diri melalui peringkatan kualifikasi
pendidikan melalui program penyetaraan D.II swadana.

Adanya "aturan” (?) dari Pemda otonom Pamekasan yang mengharuskan
agar setiap guru SD segera memenuhi kualifikasi pendidikan setara D-II,
tampaknya telah "memecut” guru SD untuk mengikuti program penyetaraan
D2PGSD yang selama ini telah ditangani oleh Universitas Terbuka sejak tahun
1990/1991. Kebijakan inilah yang memungkinkan banyak para guru SD
(sekitar 400 orang)*” mengikuti program penyetaraan D2PGSD dengan "biaya
sendiri (D2 swadana) pada tahun 2000/2001- selain D2 dengan biaya
pemerintah Propinsi (D2 proyek)*s.

0 Akreditasi Sistem Pelatihan dan Penataran ‘

yang informan maksudkan dengan akreditasi sistem pelatihan dan
penataran guru adalah bahwa pelatihan dan penataran guru lebih difokuskan
pada: (a) peningkatan berbagai keahfian profesi yang mengacu kepada butir-
butir  angka  kredit, (b) peningkatan  keahfian mengajar  bidang
studi/matapelajaran yang difokuskan pada kemampuan guru menerapkan
model-model pembelajaran baru, dan (c) kemampuan melaksanakan penelitian
tindakan kelas.

Pola penataran diharapkan lebih ‘bersifat “praktis dan aplikatif’, dan
jangan terlalu teoretis. Lebih.. metiekankan pada ‘“bagaimana guru
mempraktikkan hasil pelatinan dan.penataran di kelasnya”. "Guru tidak mau
hal-hal yang ruwet, karena persoalan d sekotah sudah membuatnya ruwet”. Ada
kecenderungan--menurut informan guru-—-selama in pelatihan dan penataran
hanya bersifat "formalitas’ dan "menghabiskan anggaran’, sehingga seperti
diakui oleh informan kepala sekolah "hasil-hasil pelatihan dan penataran tidak
banyak mengubah cara guru mengajar di depan kelas’. Setelah pelatihan dan
penataran selesai, maka “selesai pula hasil penataran itu”.

Menurut kepala sekotah, mengubah pola mengajar guru di kelas sangat
sulit. Keberadaan pelatihan dan penataran belum banyak memberikan

pengaruh yang kontributif pada penyelenggaraan pembelajaran. Akibatnya,

" Data dipereleh dari bagian registrast UPBJJ-UT Surabava

" Secara nasional, hingga tahun 1398 jumiah gurs SD yang sudah mengikuti Program Penyetaraan
D2PGSD sekitar 1.199.410 orang (99.95%) dari sekitar 1.2 juta guru SD di seluruh Indonesia.
Jumlah guru SD vang belum berkualifikasi D2 tinggal sekitar 590 orang. Apabila rerata setiap
tahun tingkat kesertaan mereka dalam program penyetaraan D2PGSD sekitar 20 ribu orang, maka

diperlukan waktu sekitar 30 tahun lagi (Jalal & Supriadi, 2000:263). Oleh sebab itu, adanya
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daya serap siswa terhadap kurikulum dan prestasi belajar siswa dari waktu ke
waktu sangat fluktuatif tetapi tidak cenderung menaik. Sekalipun pernyataan
informan kepala sekolah itu add benarnya, tetapi menurut informan guru
"tinggi rendahnya daya serap siswa terhadap kurikuium dan prestasi belajar
siswa tidak seluruhnya dibebankan kepada guru’. Saratnya beban kurikulum,
kondisi siswa, keterbatasan fasilitas pendukung pembelajaran di sekolah,
beratnya beban sebagai guru kelas yang harus mengajar seluruh
matapelajaran, juga mempengaruhi "mengapa seorang guru tidak sepenuhnya
melakukan pembaharuan-pembaharuan yang telah diterimanya dari penataran
atau pelatihan”. "apa yang dilatihkan dan ditatarkan memang ideal, tetapi
lapangan tidak memungkinkan yang ideal itu bisa dilaksanakan secara efektif”,
demikian kata seorang informan guru kepada peneliti. Ditambahkan "harus
disadari oleh Bapak-bapak yang di atas, beban guru SD di lapangan sangat
berat, sehingga jangan menuntut yang terlalu ideal”. "Kami bukan tidak mau
ada perubahan dan peningkatan, tetapi berbagai persoalan di lapangan
seringkali membuat kami bingung, kecewa, malah frustasi". Informan guru
yang lain bahkan dengan tegas berkata "gaj yang diterima tidak sesuai dengan
tuntutan yang begitu banyak serta hampif tak terbayangkan yang harus
ditanggung oleh guru SD".

12 Pengembangan Sistem Supervisi Klinis”

Supervisi yang selarna ipiidilakukar oleh para pengawas cenderung
bersifat "otoritatif” dan "administratif’ daripada bersifat "kiinis". Para pengawas
SO menurut informan .guru lebih menampakkan seorang sosok "pengawas”
(controller) daripada sosok seorang ‘pembimbing” yang penuh bijaksana dan
kebapakan menanyakan" persocalan yang dihadapi dan menuntun bagaimana
cara yang ferbaik untuk mengatasinya. Dengan bersikap bijaksana, seorang
guru tidak hanya "sekedar disalahkan”, tetapi diharapkan bisa membuat guru
‘sadar akan kesalahannya® dan "sadar pula apa yang harus diperbaiki”,
Keberanian guru untuk merngakui kesadaran dan berupaya untuk
memperbaikinya perlu diciptakan di kalangan guru-guru SD, dan ini hanya
mungkin terjadi manakala pola hubungan antara pengawas dan guru bersifat
dialogis, akomodatif, interaktif, transaksional, dan demokratis. Munculnya sikap
otoritatit dari para pengawas dan "cenderung menyalahkan"--walaupun tidak

seluruhnya-telah melahirkan sikap “pura-pura’ di kalangan guru  ketika

“kesadaran” dari para guru SD untuk segera mengikuti D2PGSD Swadana--apapun alasan dan
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berhadapan dengan pengawas. "Asal Pengawas Senang’ (APS) mungkin istilah
yang tepat untuk menggambarkan situasi supervisi di SD.

Untuk mengefektitkan proées supetvisi, para informan guru--fulusan
DZPGSD--memandang perlunya setiap pengawas yang akan melakukan supervisi
ke kelas menggunakan instrumen "APKG" (Alat Penilaian Kemampuan Guru),
sehingga hasil supervisi yang dilakukan lebih cermat, obyektif dan dapat
dipertanggungjawabkan. Jadi "pengawas jangan hanya melihat “kelengkapan
mengajar’ saja. Atas dasar hasil APKG antara pengawas dan guru mengadakan
dialog, penilaian, tanggapan dalam suasana yang dialogis, akomodatif,
interaktif, transaksional, dan demokratis bagi perbaikan mengajar guru
tersebut selanjutnya. Degan cara ini pula, seorang guru akan terbiasa
melakukan re-evaluasi  (refleksi) terhadap aktivitas pembelajaran yang
diselenggarakannya,

Secara administratif, setiap pengawas SD memiliki kewenangan untuk
melakukan pembinaan terhadap 10 SD. Apabila setiap SD.di' pedesaan rerata
memiliki antara 3-4 guru, maka setiap penilik bertanggung jawab untuk
membina guru antara 30-40 orang. Jumiah ini (sebenarnya masih rasional,
sehingga pembinaan terhadap profesionalisme dan tanggung jawab profesi bisa
optimal apabila dibandingkan dengan penilik SD di wilayah kecamatan kota
yang setiap SD memiliki guru antara 9-13 0rang guru. Namun karena lokasi SD-
SD di pedesaarn tidak seluruhnya beradadi pinggir jalan atau mudah didatangi,
maka pembinaan terhadap guru tidak bisa seluruhnya dikatakan efektif dan
intensif. Untuk SD yang beriokasi tidak terlaiu jauh dari pusat kecamatan atau
mudah didatangi, frekuéunsi-pembinaan guru dapat dilakukan antara 3-4 kali
dalam satu cawu. Akan!tetapi bagi SD-SD yang jauh di pelosok pedalaman dan
sangat sulit dihubungi, kunjungan pengawas dilakukan bertepatan waktunya
dengan pelaksanaan UUB (Ulangan Umum Bersama) atau satu kali selama satu
cawu. Dengan frekuensi yang sangat minim, maka pembinaan tidak dapat
dilakukan secara intensif. Dalam kondisi ini pula para guru SD di daerah
pedalaman/pegunungan sering mengalami keterlambatan untuk memperoien
informasi.

Para informan guru SD mengaku bahwa pembinaan para guru oleh para
pengawas, khususnya di SD-3D  pedesaan- sangat penting dan perlu
mendapatkan perhatian yang lebih baik. Melalui supervisi yang dilakukan oleh

pengawas, keterhambatan dan atau kebuntuan saluran komunikasi

motivasinya--diharapkan dapat menpercepat penuntasan "wajib befajar” bagi para guru SD ini.
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kependidikan dan pengembangan profesionalisme guru dapat dijembatani.
Bahkan menurut mereka, kunjungan pengawas ke sekolah merupakan sarana
pembinaan terpenting dan paling efektif. Orang pertama (setelah kepala
sekolah) yang mengerti betul tentang situasi guru dan sekolah di suatu wilayah
gugus sekolah tidak - lain adalah pengawas. Segala sesuatu yang menjadi
kebutuhar guru dan sekolah yang berada di wilayahk pembinaannya diketahui
secara pasti oleh seorang pengawas,

Qeandamya pengawas benar-benar melakukan supervisi sesuai tugas
dan wewenangnya, maka saya yakin akan tercipta sistem pembinaan guru yang
baik™. Hanya mereka menyayangkan, bahwa karena kedudukan dan peran
penigawas dalam format kedinasan “melebihi kepala sekolah” sendiri, maka di
dalam diri para guru ada kesan bahwa, kehadirannya “tidak selalu dikarapkan”.
Hal ini disebabkan karena “setiap pengawas datang ke sekolah, pasti.menuntut
macam-macam”,

Berdasarkan pengalaman mereka, aktivitas pembinaan ketenagaan yang
dilakukan oleh para pengawas--khususnya SD-SD di «daerah terpencil--kurang
begitu intensif, Kehadirannya di sekolah tidak begitudapat dipastikan, “kadang
seminggu sekali, terkadang sebulan sekali, atau. tidak datang sama sekali,
kecuali pada saat penyelenggaraan ulangan cawu”. Padahal, “setiap pengawas
memperoleh kendaraan operasional dinds”) Menurut mereka, hal ini mungkin
karena lokasi SD cukup jauh, dan jalan yang harus mereka lalui kurang baik,
bita musim hujan tidak dapat dilintasi kendaraan. Juga mungkin disebabkan
oleh keterbatasan jumiah _pengawas untuk setiap kecamatan (Kandep
Dikbudcam)--rata-rata setiap- kecamatan terdapat 2-3 orang pengawas, dan
setiap pengawas bertanggung jawab untuk membina 10-15 SD binaan.

Dalam kondisi ini, mereka mengakui bahwa pembinaan terhadap guru
dan sekolah di daerah terpencil sering kurang terlayani secara memadai
(underserved ). Sefain itu, yang kerap dilakukan oleh pengawas pada saat
melfakukan supervisi/pembinaan ke tempat tugas mereka, lebih cenderung
tertuju pada aspek-aspek teknis administratif yang harus diselesaikan guru
untuk  keperluan  mengajar.  Seperti, kesiapan/persiapan  perangkat
pembelajaran (rencana pembelajaran, format penjabaran dan penyesuaian,
program catur wulan, prograni tahunan, analisis materi pelajaran, dan lain-
lain).  Sedangkan hal-hal yang bersifat teknis-edukatif (bagaimana
meningkatkan kualitas pembelajaran, pengembangan media pembelajaran,

peningkatan kualitas prestasi belajar, meningkatkan daya serap siswa) belum

[o3)
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mendapat garapan yang memadai. Bahkan menurut mereka “para pengawas
tidak terlalu mempersoalkannya, yang penting guru harus rajin, aktif datang ke
sekolah dan mengajar”. Dalam sitx;xasi sistem pembinaan yang demikian sangat
sulit diharapkan berkembang kemampuan kreatif dan inovatif mereka. Yang
lebth memprihatinkan adalah, ada di antara para guru yang lalu menempatkan
dirinya sebagai “pekerja” sekolah.

Dalam situasi demikian, “pembinaan tenaga guru dan sekolah tidak
begitu banyak dapat diharapkan untuk mengembangkan karier para guru SD di
daerah terpencil”. Format pembinaan ketenagaan yang demikian, menurut
mereka juga “tidak terlalu berbeda dari apa yang dilakukan oleh kepala
sekolah™. Juga “lebih menekankan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat
administrast sekolah/kelas”. Dalam hal ini, kepala sekolah dipandang lebih
realistis, “biar para guru memiliki bukti fisik untuk kepentingan kenaikan
pangkat/jabatan”. “Tidak ada yang dapat diharapkan oleh seorang guru yang
bertugas di SD daerah terpencil, kecuali melalui kenaikan pangkat/jabatan
secara tepat waktu”.

0 Optimalisast Fungsi dan Peran KKG, PKG, KKS.dan Gugus Sekolah

Secara konseptual keberadaan KKG. (Kelompok Kerja Guru), PKG
(Pemantapan Kerja guru), KKKS (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) dan Gugus
Sekolah dimaksudkan sebagai institustinstitusi pembinaan dan peningkatan
profesionalisme guru, khususnya dalam merencanakan, mendesain, mengetola
dan menilai proses dan hasil_pembelajaran. Melalui KKG, PKG, KKS ini, para
guru dan Kepala SD yang berada di setiap Gugus Sekolah diharapkan saling
perbagi pengalaman, «mendiskusikan serta memecahkan persoalan-persoalan
nyata yang dihadapi di dalam merencanakan, mendesain, mengelola dan
menilai proses dan hasil pembelajaran. Pada awal terbentuknya, pertemuan
dilakukan setiap minggu secara berkala, tetapi semakin lama frekuensi
pertemuannya semakin berkurang dan bahkan sekarang ini hampir sudah tidak
ada pertemuan lagi.

Tidak efektifnya lagi institusi-institusi di atas sebagai "laboratorium”
untuk mendiskusikan berbagai aktivitas keprofesian disebabkan telah terjadi
‘rutinitas” terhadap materi-materi yang didiskusikan, seperti penyusunan
satuan pelajaran, membuat kisi-kist soal, dan materi-materi lain yang
cenderung sama dari waktu ke waktu. Tidak ada upaya untuk merancang dan

mengembangkan model-model yang inovatif yang diangkat dari pengalaman
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keseharian di kelas bagi kepentingan peningkatan kualitas bahan, proses dan
hasil pembelajaran. Menurut penuturan seorang Kakandep Diknas kecamatan
kepada peneliti "para guru dan kepala sekolah kurang mampu membuat
terobosan-terobosan baru yang bersifat inovatif di bidang pembelajaran
efektit”.

Persoalan yang dihadapi oleh para guru, kepala SD, dan pengawas di
dalam melakukan inovasi melalui KKG, PKG, KKS, memang bersumber dari
kurangnya “stok pengetahuan” yang dimiliki oleh mereka tentang model-model
dan metode-metode pembelajaran dan inovasi. Kesibukan keseharian para guru,
kepala SD, dan pengawas yang senantiasa diburu-buru oleh pekerjaan-
pekerjaan yang bersifat administratif, di samping karena rutinisme, formalisme
yang melingkungi aktivitas keseharian mereka, berharap terlalu banyak dari
keberadaan KKG, PKG, KKS sangatlah tidak mungkin,

Untuk lebih mengoptimalkan peran dan fungsi KKG, \PKG, KKS sebagai
institusi uji coba dan pengembangan sebuah inovasi dibutuhkan profesional-
profesional dari lingkungan perguruan tinggi yang berada di daerah setempat.
Ada semacam kerjasama di antara praktisi pendidikan di tingkat SD dengan
praktisi dan pengembang pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Namun
faktor keuangan kembali akan menjadi persoalan.

Pada sisi lain, pengembangan( sistem pembinaan profesional guruy

elalui pembentukan gugus-gugus sekolah (setiap SD Inti membina beberapa
SD Imbas), PKG (Pusat Kegiatan Guru) untuk setiap wilayah gugus sekolah
yang ada, juga menunjukkan  intensitas dan ekstensitas rendah, serta kurang
produktif dan berkualitas.. Menurut mereka, pembentukan gugus sekolah
(school clusters) walaupun “idenya baik, demi pemerataan, kesetaraan, dan
persebaran kualitas pendidikan dan guru di setiap wilayah gugus sekolah”,
tetapi pelaksanaannya “seringkali tidak lancar, dan belakangan tidak lagi
efektif”. Selain itu, batasan antara SD Inti dengan SD Imbas juga kurang begitu
jefas. Kriteria penentuan SD Inti dan SD Imbas lebih banyak didasarkan pada
“banyaknya jumlah guru”, karena menurut pandangan mereka, “kondisi SD
yang ada secara kualitatif dan kuantitatif tidak jauh berbeda”.

Aktivitas-aktivitas PKG yang “semula intensif, dan banyak diharapkan
dapat meningkatkan dan memperluas pemikiran dan keterampilan guru di
dalam mengelola pembelajaran di kelas/sekolah”, akhirnya juga tersendat-
sendat. Frekuensi kehadiran para guru, jarak antara SD tempat bertugas

dengan PKG (seluruhnya ditempatkan di SD Inti), serta ketidaksiapan agenda
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kegiatan, mereka pandang sebagai penyebab utama kurang intensifnya
penyelenggaraan PKG. Selain itu, dari materi yang dibahas/dikaji di dalam PKG,
menurut mereka lebih banyak ke arah “penyeragaman persepsi atau format
tentang penyusunan perangkat pembelajaran (rencana pembeiajaran, proca,
prota, format penjabaran dan penyesuaian, analisis materi pembelajatran)”.
Sementara hal-hal yang menyangkut peningkatan kualitas pembelajaran,

penggunaan media kurang mendapatkan perhatian,

O Minimalisasi Birokratisasi Profesi Guru

Sebagaimana telah banyak disinggung di muka, di antara sesama
pemegang profesi guru, guru SD paling sering (atau bahkan selalu) menjadi
sasaran birokratisasi. Birokratisasi guru SD mulai menonjol sejak adanya
pengangkatan guru-guru Inpres sekitar tahun 1980-an. Guru tidak lagi sebagai
‘pegawai pusat’ yang diangkat oleh pemerintah pusat, tetapi menjadi pegawai
pusat yang diperbantukan di daerah, dan pengangkatannya dilakukan oleh
pemerintah daerah setempat Sejak itu status dan' peran guru tidak lebih
sebagai ‘perpanjangan tangan” atau “alat” dan ¢ mesin  birokrasi” yang
jaringannya sampai menembus desa-desa terpencil. Apalagi sejak Golkar

T

‘ditetapkan” sebagai satu-satunya organisasi "penyalur aspirasi politik (?)
pegawai negeri termasuk guru, menjadi sangat lemah dan terkooptasi serta
tidak lagi memiliki kemandirian diri.sebagai "jabatan profesional”. Sejak saat itu
pula citra guru SD (utamanya).di.mata masyarakat secara perlahan namun
pasti 'menurun’ walaupun befumisampai pada "titik nadzir'®.

Beberapa  bentuk “birokratisasi terhadap profesi guru  seperti
dikemukakan oleh para informan antara lain: (1) kepemimpinan pendidikan
tidak berada di tangan orang-orang yang memiliki komitmen dan dedikasi
terhadap pengembangan profesi, bersifat instruktif. otoriter (sistem komando),

kaku;atau-sekedar melaksanakan “perintah atasan™®, (2) penerapan prosedur

* Peneliti memiliki pengalaman berkaitan dengan persoalan init. Ketika dalam sebuah uftan PKM
(tahun 2000) di Kecamatan Pegantenan--vang sekarang ini menjadi lokasi penelitian--para
mahasiswa peserta ujian menggunakan jaket almamater UT vang berwarna kuning. Walaupun ini
disepakati oleh seluruh mahasiswa dan atas “persetujuan” Kakandep Diknas Kecamatan, namun
kepada peneliti (waktu itu sebagai ketua Pelaksana ujian) ketua pokjar meminta ijin kepada kami
untuk tidak menggunakan "jaket kuning" dengan ealasan "masyarakat masih trauma dengan
Golkar”. Karena memang alasan itu rasional dan untuk menghindan hal-hal negatif yang akan
menimpa para mahasiswa apabila tetap menggunakan jaket kuning almamater, Kami
menyetujuinya.

* Para pejabat struktural di lingkungan Dinas P&K (juga Depdiknas) di Kabupaien Pamekasan
pada umumnya berasal dari guru-guru SD. Perpindahan para guru ke jabatan-jabatan struktural
tersebut banyak disebabkan oleh kepentingan karier dengan cara mejakukan "mobilisasi sosial
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administrasi yang berbelit-belit dan ketat, (3) senantiasa harus ada
persetujuan, ijin atau rekomendasi dari atasan untuk kepentingan perbaikan
pembelajaran, atau menunggu juknis dan juklaknya, (4) adanya pembatasan-
pembatasan kebebasan menyatakan pendapat dan pemikiran berkaitan dengan
kepentingan profesi dan siswa, (5) mengedepankan perlunya kesatuan persepsi,
arah, wadah, dan kesatuan tekad yang matikan aspirasi dan kreativitas gury,
(6) penggunaan pakaian seragam dinas yang sama dengan "Pegawai Pemda"
menggantikan seragam abu-abu yang menjadi identitas Depdiknas, (7)
menjamurnya praktik kolusi, nepotisme, bapakisme, dan koncoisme dalam
penempatan, promosi, dan mutasi guru, (8) duafisme birokrasi kepemimpinan
pendidikan yang membingungkan dan merugikan,

Dalam rangka pemberdayaan guru-menurut seorang informan guru--
berbagai bentuk birokratisasi terhadap aktivitas keprofesian/seorang guru
perlu diminimalisasi dan bahkan dihilangkan. Apabila birokratisasi ini tetap
berlanjut, sulit profesionalisme dan tanggung jawab,  terhadap profesi

diharapkan akan berkembang pada diri guru SD.

0 Restrukturisasi Sistem Rekrutmen, Penempatan dan Mutasi Guru

Selama ini ada dua proses rekrutmen guru SD, yaitw: (1) untuk para
iulusan SPG/SGC, dan (2) untuk lulusan D2PGSD. Bagi para lulusan SPG/SGO
rekrutmen dilakukan oleh Dinas P&K Propinsi sesuai dengan data kebutuhan
guru dari masing-masing Dinas P&K Kabupaten. Pengangkatan seorang guru
ditakukan melatui "tes seleksi” yang dikoordinasikan oleh Dinas P&K Kabupaten

dengan menggunakan butie-butiv tes yang dikembangkan melalui kerjasama
- < -~

secara vertikal”, kekurangan staf (di ringkat kecamatan), dan juga faktor ekonomi (meningkatkan
- penghasifan)-Adanye matasi-dari profesi gura ke jabatar birokrasi-strakiural ihi merupakan salan
satu sebab dunia profesi guru di tingkat SD banvak kehilangan tenaga-tenaga potensial dan
berprestasi vang sebenarnya sangat diperlukan bagi pengembangan profesi guru. Kepindahan
mereka sebagai birokrat, dan kemtalnya kepentingan-kepentingan ekonomi membuat kepekaan,
kepedulian, komitmen dan dedikasi terhadap profesi guru vang sudah terbentuk selama ini--
sebelum menjadi birokrat--seakan pupus karena di dalam diri mereka telah terjadi pergeseran
komitmen dan loyaiitas dari profesi ke birokrasi. Dalam kondisi ini sangat sulit diharapkan
mereka untuk bersikap pro-aktif' terhadap pengembangan profesi guru. Pemberlakuan angka
kredit (kredit point) yvang memungkinkan guru secara terbuka dan cepat naik pangkat/jabatan
telah menimbulkan kecembhuvruan di katangan bSirokrat inl, yang membuat para guru semakin

mendapatkan “ketidahpuasar” dengan banyaknya "pemotongan-pemotongan". Apakah dengan
penvatuan kembali dua institusi pendidikan vang mengelofa SD sejak didekiarasikan otonomi
daerah, dapat menemukan kembali kepekaan, kepedulian, komitmen dan dedikasi awal mereka
terhadap profesi guru, atau malah semakin menjadi-jadi karena akan terjadi “sentralisasi
tanggung jawab?" sehingga vang lahir adalah "birokrat-birokrat baru"?. Perlu ditambahkan,
hingga kint penyatuan kedua mstanst di atas belum sepenuhnya tuntas terutama di tingkat
kecamatan. Kedua instansi tersebut masih efektif menjalankan fungsinya.

~4
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dengan Kanwil Depdiknas Propinsi. Setelah itu dilanjutkan dengan "psiko-tes”
atau "tes bakat dan minat” peserta, dan terakhir adalah “screening test" (tes
ideologi) yang dilakukan oleh Tim screening Propinsi. Bagi para lulusan
DZPGSD proses tes sepenuhnya dilakukan oleh setiap LPTK,

Secara prosedural sebenarnya pola rekrutmen di  atas-menurut
informan kepala sekolah--sudah cukup baik, hanya saja akibat semakin kecilnya
porsi pengangkatan guru dan tidak sebanding dengan besarnya jumlah
calon/peserta, maka kolusi, nepotisme, dan koncoisme tidak dapat dihindari,
Apalagi kewenangan penuh pengangkatan guru hanya berada pada satu
instansi, sehingga tidak ada yang mengontrol. Selama ini tidak pernah secara
transparan pihak Dinas P&K mengumumbkan hasil berbagai tes yang dilakukan,
sehingga obyektivitasnya tidak dapat diketahui secara pasti.

Pada pengangkatan guru SD baru pada tahun 2001 yang lalu, kembali
muncul persoalan berkaitan dengan “status GTT peserta’.” wWaktu itu,
pengangkatan guru SD baru diprioritaskan bagi para lulusan SPG/SGO yang
sudah berstatus sebagai "guru sukwan atau GTT". Bagi peserta yang tidak
memiliki surat keterangan sebagai "guru _sukwan' tidak diperbolehkan
mengikuti seleksi. Kebijakan ini membawa ekses terjadinya "pemalsuan surat
keterangan GTT'. Selain itu, pihak Dinas~P&K Kabupaten telah melakukan
diskriminasi antara "GTT SD swasta" /dengan "GTT SD negeri’ yang pada
akhirnya berbuntut munculnya protes. dari calon peserta yang berasal dari
para ‘GTT 3D swasta” dan kepala-Sekolahnya. Kalaupun pada akhirnya para
'GTT SD swasta” dibolehkan/ miengikuti seleksi, tetapi tidak seorang pun di
antara yang diterima.

Hal ini juga terjadi dalam proses penempatan dan mutasi guru.
Penempatan seorang ke sebuah SD dan mutasi dari satu ke SD yang lain
tampaknya kurang mempertimbangkan kebutuhan rasional guru di sebuah
kecamatan™, sehingga di satu SD terjadi surplus guru dan di SD yvang lain
terjadi kekurangan guru. Berbagai praktik kolusi, nepotisme, dan koncoisme
pun tidak dapat dihindari.

Oleh sebab itu, menurut para informan (guru dan kepala SD) adanya
pola rekrutmen baru melalui kerjasama instansional antara pemerintah daerah

Pamekasan dengan LPTK (Unesa)-sejak otonomi daerah digulirkan--dapat

* Studi Sommerset (1997) di Sukabumi Jawa Barat juga melaporkan bahwa di satu pihak, ada
kecenderungan bahwa pemerintah dengan alasan “untuk pemerataan" memutasikan guru ke SD
yang "kurang diminati” atau "ke daerah terpencil”. Di lain pihak, atas inisiatif atau permintaan
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dipandang sebagai sebuah pola baru dalam proses penyiapan guru-guru SD.
Dalam kerjasama itu, telah dibuka program D2PGSD pra-jabatan kelas jauh di
kabupaten Pamekasan (juga di Baﬁgkalan) dengan jumlah mahasiswa sebanyak
100 orang. Ada sejumlah keuntungan yang dapat diperoleh kedua pihak dari
pola seperti itu,

Bagi pihak Pemda setempat hal ini merupakan keterlibatan Pemda yang
‘pertama kali" dan "langsung” dalam proses penyiapan guru-guru SD. Karena
ditempatkan di daerah masing-masing, Pemda dapat secara langsung pula
mengawasi dan berpartisipasi aktif dalam proses penyiapan guru-guru SD.
Selain itu, jumiah siswa atau peserta program pun lebih sesuai dengan
kebutuhan daerah karena benar-benar didasarkan pada data kebutuhan
rasional daerah. Bagi pihak LPTK dengan pola ini selain merupakan "peluang
emas’ untuk membuka dan memperluas akses layanan pendidikannya ke
daerah-daerah otonom, juga dapat lebih memberdayakan potensi daerah untuk
kepentingan daerah mereka sendiri.

Para informan berharap bahwa perubahan dalam pola penyiapan guru-
guru S0 ini dapat dikembangkan di masa-masa mendatang. Namun dalam hal
penempatan dan pemutasian guru juga didasarkan pada peta persebaran guru
di seluruh SD yang terdapat di Pamekasan, khususnya di daerah-daerah
pedesaan. Adanya croping dan regrouping SD-SD juga diharapkan ada
pemetaan kembali keberadaan guru, di SD-SD yang terkena croping dan
kemungkinan penempatannya kembali di SD-SD hasil regrouping maupun yang
tidak. Sehingga, setiap SD baik.di perkotaan maupun di pedesaan dicapai rasio
8:6 (8 guru dan 6 kelas).

O RestrukturisasiBeban dan Struktur Tugas Guru

Penerapan sistem guru kelas* berkonsekuensi pada beratnya beban dan
struktur tugas seorang guru SD, administratif maupun edukatif. Untuk itu
menurut para informan guru persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian
dan pertimbangan dari para pengembang pendidikan di tingkat SD. tetapi

menurut mereka, tidak berarti sistem guru kelas tersebut diubah menjadi

sendirt mengajukan mutasi karena scbenarnva vang bersangkutan "tidak betab” bertugas di SD
tersebut, atau ingin "memperbaiki kondisi kehidupannya”.

* Dalam pokja (task force) reformasi pendidikan nasional vang membidangi pengembangan guru
dan staf pendidikan (pokja 1V) muncul pemikiran ke arah pengembangan sistem "guru bidang
studi". Akan tetapi tampaknya hingga saar ini belum ada kejelasan kebijakan baik dalam hal
waktu pelaksanaannya, jenis guru bidang studinya, jenjang kelasnva, serta rekrutmen gurunya
{Jalal & Supnadi, 2001:313).
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sistem guru matapelajaran, karena kurang sesuai dengan tingkat kemampuan
belajar siswa.

Restrukturisasi perfu diiaku'kan dengan cara: (1) ‘memangkas” (croping)
berbagai komporen di dalam sistem angka kredit yang tidak secara langsung
berkaitan dengan "tugas pokok" seorang guru seperti menciptakan alat peraga
dan karya seni; menemukan teknologi tepat guna di bidang pendidikan;
dan/atau mengembangkan kurikulum, dan lebih difokuskan pada "bagaimana
guru dapat mengajar secara efektif di kelas (effective teaching), (2)

mengurangi beban guru yang bersifat administratif.

Q  Otonomisasi Profesi dan Profesionalisme Guru SD

seperti telah dikemukakan di atas, birokratisasi dan kooptasi terhadap
guru telah menjadikan Profesionalisme guru sangat lemah, dan sulit
menjalankan berbagai program pembangunan pendidikan. Di SD-SD pedesaan
di mana persoalan-persoalan keseharian guru begitu 'kompleks, maka
pembinaan profesisionalisme guru SD perfu diarahkan'pada otonomisasi guru.

Otonomisasi guiu yang dimaksudkan menurut para informan guru
adalah:

(1) pola hubungan antara guru dengan kepala sekolah, pengawas, dan
pejabat struktural di lingkungan Depdiknas harus diubah dari “pola
atasan-bawahan”  (superior=inferior continuun) menjadi  “pola
kemitraan profesional” (professional-collegial relationship). Artinya
masing-masing tenaga  ‘kependidikan (profesional, struktural dan
administratif) masing-masing memperoleh ‘keleluasaan’ untuk bersikap
dan mengambil keputusan sendiri, tetapi tetap berada pada koridor
aturan atau kesepakatan-kesepakatan yang ada. Dengan pola seperti itu
tidak akan ada lagi "intervensi” dari mereka yang tidak memahami dan
menghayati dunia profesi guru SD.

(2) Berbagai aturan formal yang diberlakukan kepada guru SD, jangan
dipandang sebagai "narga mati’, tetapi lebih sebagai penciptaan
lingkungan/kondisi eksternal, suatu ‘situasi stimulus’ (stimulus
situation), yang memungkinkan para guru dapat melakukan interaksi
dan transaksi pembelajaran dengan siswa dalam suasana demokratis
dan terbuka. Sehingga setiap guru dapat mencerap, memodifikasi atau
mengubah  perilaku  Profesionalismenya  melalui  pengataman-

pengalaman yang diperoleh selama pembelajaran berlangsung.
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(3) Pemberian penghargaan terhadap setiap bentuk aktivitas dan
kreativitas guru sebagai sebuah karya profesional, dan bukan karena
‘perintah atasan sudah dilaksanakan sesuai dengan juknis dan jukiak”.
Sebab dengan memposisikan aktivitas dan kreativitas guru sebagai
‘perintah atasan” akan mendistorsi terhadap guru sebagai pribadi
maupun guru sebagai jabatan profesional.

(4) Guru SD bukanlah seorang "dosen”. Oleh sebab itu, berbagai tuntutan
yang diberlakukan kepada dosen tidak dengan sendirinya berlaku pula
bagi seorang guru SD. contoh yang paling kongkrit adalah keharusan
seorang guru SD untuk membuat karya iimiah dengan parameter yang
berlaku bagi karya ilmiah seorang dosen.

(5) Rekrutmen tenaga-tenaga adinistratif dan jabatan-jabatan struktural di
lingkungan Depdiknas kecamatan atau kabupaten tidak ‘diambil dari
para guru SD. Perlu dibuat peraturan baru mengenai'sistem rekrutmen
tenaga-tenaga tersebut, sehingga guru dapat mengembangkan karier di
dalam profesinya sendiri. Dengan kata {ainy rekrutmen pegawai
Depdiknas diambil dari mereka yang tidak berlatar belakang keguruan
{non-keguruan).

(6) Komisi/Tim Penilai Angka Kredit yang akan menilai kelayakan dan
kepatutan (fit and proper. of professionalisni) seorang guru SD
mengenai naik atau tidaknya.pangkat/golongan dan jabatannya perlu
dibentuk dan berasal dari orang-orang yang berprofesi guru (misalnya
yang memitiki pangkatIVa ke atas, atau sesuai dengan pangkat/jabatan
yang diusulkan) ditambah dengan orang-orang dari lingkungan
Depdiknas <sendiri yang benar-benar profesional serta memiliki
komitmen'tinggi untuk menegakkan kode etik profesionalisme guru.

(7) Sistem penggajian dan insentif bagi profesi guru perlu didasarkan pada
berbagai variabel (sosial, budaya, dan ekonomi) sehingga dapat
memberikan “kebetahan dan kepuasan” bagi setiap pemegang profes
guru. Sehingga para guru SD memandang bahwa profesi yang dipilih
dan ditekuninya benar-benar memberikan jaminan, dan tidak

menimbulkan keinginan untuk "pindah profesi’.
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O Keterpaduan Sistem Pembinaan Guru

Adanya “dualisme kepemimpinan” di tingkat SD diakui oleh seluruh
informan telah merugikan peningkatan profesionalisme guru SD*. walaupun
kedua institusi yang mengelola pendidikan di Jjenjang SD, namun tampaknya
keduanya memiliki visi, orientasi dan kepentingan yang berbeda. Di satu sisi
guru dipandang sebagai "tenaga profesional" dan karenanya profesionalisme
dan tanggung jawab profesi menjadi prioritasnya. Sementara di lain pihak,
lebih berorientasi pada sisi administratif-birokratis, yang memposisikan guru
SD tidak lebih sebagai "pegawai administrasi” dan “plaksana perintah atasan”.

Sejalan  dengan  pembangunan pendidikan  maka peningkatan
profesionalisme dan tanggung jawab profesi bagi para guru SD periu diiakukan
pula melalui penerapan sistem terpadu. Menurut para nforman guru dan
kepala sekolah, keterpaduan dalam sistem pembinaan guru’ tidak hanya
disimbolisasikan oleh penyatuan antara Depdiknas dan Dinas'P&K atau sistem
satu atap”, tetapi lebih dari itu adalah: (1) keterpaduan antara berbagai insitusi
pembinaan profesionalisme guru seperti LPTK, Depdiknas, pengawas SD, kepala
sekotah, PKG, KKG, Gugus Sekotah, pelatihan/penataran, pendidikan dalam
jabatan, termasuk juga organisasi profesi guru (PGRI), {2) perangkat peraturan
perundang-undangan yang berkaitan déengan pengembangan profesi dan

profesionalisme guru dari Uu hingga juknis dan juklaknya.

3 Perlindungan Hak dan Kewajiban-profesi guru

dalam hal ini para informan lebih memfokuskan diri pada keberadaan
PGRI sebagat "satu-satunya™organisasi profesi guru. Eksistensi PGRI-menurut
para informan--harus ‘benar-benar signifikan sebagal organisasi profesi dalam
rangka proses pemberdayaan guru dan profesionalisme guru, di samping dalam
mengatasi pelbagai persoalan dilematis guru. Sehingga, eksistensinya tidak
sampai mengesankan sebagai sebuah bentuk eksploatasi struktural terhadap
guru. Dengan kata lain, eksistensi PGRI harus benar-benar dirasakan sebagai
kekuatan sinergik yang memiliki kekuatan tawar menawar (bargaining power)
terhadap setiap bentuk eksploatasi kepada guru, serta pada saat yang
bersamaan dapat memainkan peran-peran strategik baik yang bersifat internal-
profesi maupun eksternal-profesi. Hanya dengan kesadaran kolektif (esprit de

corps) semacam itulah, peran pendidikan dapat diharapkan untuk menghadapi

* Sebuah contoh kasus "monumental” dan menjadi headline berkaitan dengan "dualisme

kepemimypinan" yang pernah terjadi di Jawa Barat, dilaporkan secara panjang lebar dan lengkap
ofeh Supriadi (1999:80-85).
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tantangan multidimensional pada era millenium ke 3 mendatang. Untuk
mencapai tujuan di atas, diperlukan sistem rekrutmen keanggotaan yang
didasarkan pada asas Profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, dan

demokratis.

e. Peningkatan Kesejahteraan Guru

Pembangunan pendidikan bagi para infoman guru dan kepala SD juga
berarti "peningkatan kesejahteraan bagi para guru SD". Adalah tidak masuk
akal-kata seorang informan guru-bahwa di antara begitu banyak profesi di
Indonesia ini, tingkat kesejahteraan profesi guru SD paling bawah (fow income
earrers). Beban dan struktur tugas profesi guru SD tidak lebth ringan

dibandingkan dengan profesi-profesi yang lain,

Seorang informan guru golongan 111/b dengan masa kerja 3 tahun
mengatakan kepada penulis,

"..setiap bulan dia menerima gaji sebesar Rp. 253.900,- ditambah
dengan tunjangan fungsional sebesar Rp. 35.000,- dan tunjangan keluarga
sebesar Rp. 30.468,- (12% dari pokok gaji) ¥, atau total sebesar Rp. 319.368-
per bulan, belum termasuk sejumlah potongan yang resmi dan tidak resmi
(yang pada masa lalu hingga mencapai 10 jenis potongan). Sehingga pendapatan
bersih dari profesinya sebagai guru diperkirakan antara Rp, 250.000 - Rp.
300.000,- perbulan. Sedangkan pengeluaran tiap bulan minimal Rp. 400.000,-.
Atau setiap bulan terdapat defisit! pendapatan antara Rp. 100.060 - Rp.
150.000,-%°, Untuk memenuhi_ defisit anggaran tersebut dia "terpaksa” bekerja
sambiian sebagai "tukang ojek” dengan penghasilan setiap hari berkisar antara
Rp. 25.000,- - Rp. 30.000,~(apabila sepi) atau antara Rp. 50.000,- - Rp. 75.000,-
apabila ramai). Walaupun pekerjaan ini sebenarnya menurut dia sangat berat
dan dipandang "kurang pantas” dilakukan oleh seorang guru/pegawai negeri, apa
boleh buat. Sebab-bila, tidak demikian ‘mungkin dapur saya tidak berasap dan
keluarga saya bingung" "

Kalaupun mungkin dari pernyataan informan guru tersebut, melalui

‘pekerjaan sambilan™¢ di satu sisi memang bisa menutupi defisit pendapatan

' Peraturan penggajian masih vang lama. Guru SD pedesaan tersebut--juga vang lain--tidak
. mendapatkan tunjangan lainnya seperti BP3 maupun dari Pemda.

* Sebagai bahan bandingan mengenai pendapatan dan pengeluaran guru SD dapat difihat dalam
lalal & Supriadi (2000:320-321).

e Beberapa "pekerjaan sambilan" para guru SD pedesaan di Pamekasan berdasarkan pengamatan
peneliti antara lain: makelar sepeda motor dan mobil, berdagang/meracang, beternak, bertant,
servis kendaraan dan elektonika, MC, memberikan "les privat”, dil. seluruh pekerjaan it
tampaknya menjadi “profesi tandingan” bagi profesi utamanya sebagai guru. Bahkan di antara
mereka yang ditemui oleh peneliti mengatakan bahwa profesi tandingan tersebut justru
memungkinkannya memperoleh tingkat kehidupan sosial dan ekonemi yang "sangat layak"
daripada hanya menggantungkan diri dari prafesi seorang guru, apalagi guru SD di pedesaan
yang hidup hanya dari gaji yang sangat tidak mencukupi dan fayak.
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setiap bulannya, namun yang sangat tidak menguntungkan atau merugikan
dengan adanya pekerjaan sambilan ini adalah adanya pergeseran pemaknaan
dari profesi menjadi pekerjaan. ‘Artinya, terdapat implikasi yang lebih jauh
terhadap profesionalisme dan tanggung jawab terhadap profesi guru. Adanya
pekerjaan sambilan tersebut telah memecah konsentrasi dan tanggung jawab
terhadap tugas-tugas utama keprofesiannya sebagai seorang guru. Bahkan, ada
kecenderungan guru SD sebagai profesi utamanya tidak dipandang lagi sebagai
profesi, tetapi sebagai "pekerjaan”. Guru semata-mata dilihat sebagai layaknya
pekerjaan-pekerjaan lain yaitu "akan dilaksanakan dengan baik apabila upah
yang diterima memadai”. Dalam ungkapan bahasa Madura "badha pakon
badha pesse” (ada pekerjaan harus ada uang).

Bagi para informan, peningkatan kesejahteraan tidak harus berarti
"kenaikan gaji dan tunjangan” atau bersifat material belaka, ‘walaupun itu yang
terpenting’. Kenaikan tingkat kesejahteraan juga dapat. “berbentuk: (1)
perubahan sistem insentifftunjangan fungsional vang “berkeadilan--melihat
prestasi, beban tugas dan kepangkatan, (2) restrukturisasi sistem "kenaikan
berkala”, (3) restrukturisasi "sistem penggajian guru, (4) restrukturisasi sistem
progresi karier (kenaikan pangkat/golongan dan jabatan) yang terbuka dan
obyektif sesuai dengan kaidah-kaidah profesi, (5) restrukturisasi sistem
promosi jabatan yang didasarkan_ pada norma dan etika profesi dan
menekankan pada "kelayakan" dan 'kepatutan, (6) peningkatan perlindungan
terhadap hak dan kewajiban profesi guru, (7) penciptaan hubungan yang
bersifat kolegialisme yang didasarkan pada profesionalisme di antara sesama
pemegang profesi guru atau berada di lingkungan pendidikan, (8) ekuivalensi
beban dan struktur ‘tugas profesional guru dengan beban dan struktur
administratif guru, (9) penyederhanaan sistem penilaian angka kredit bagi
kenaikan pangkat/jabatan guru, (10) restrukturisasi sistem rekrutmen dan
penempatan guru, (11) pemberian kesempatan untuk mengikuti pendidikan
yang lebih tinggi (in-service training), (12) minimalisasi dan penghentian
"sistem potongan” gaji dan insentif guru lainnya. Singkatnya menurut mereka

adalah "kesejahteraan secara material/ekonomi, sosial, dan psikologis”.

Dalam kaitan ini peneliti tidak sependapat dengan Supriadi (1999:xix) bahwa para guru di
pedesaan tidak banyak kesempatan mencari nafkah tambahan dengan memanfaatkan
keahfiannya sebagai seorang guru. Data yang ditemukan di lapangan justru menunjukkan bahwa
karena pada umumnya para guru SD di pedesaan "tidak menetap di desa” tetapi di kota, mereka
memmiliki kesempatan luas untuk mencari nafkah tambahan dengan memberikan fles privat
kepada siswa-siswa SD perkotaan pada sore dan malam hari. Dari les prival ini mereka
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f. Pemberdayaan Masyarakat

seluruh informan setuju bahwa salah satu indikator pembangunan
pendidikan bagi seorang guru" SD di pedesaan adalah ‘“pemberdayaan
masyarakat’. Terutama kata mereka “bagaimana kekurangpercayaan dan
ketidakpedulian masyarakat terhadap sekolah/pendidikan” bisa diminimalisasi.
"Syukur apabila masyarakat bersikap partispatif, pro-aktif terhadap program-
program yang dikembangkan oleh sekolah”.

Ketika peneliti meminta pandangan para informan terhadap kebijakan
dasar pemerintah pusat (Depdiknas) teutama tentang “"pemberdayaan
masyarakat” (empowering society) berikut adalah tanggapan mereka.

"..sebenarnya  saya  belum sepenuhnya  memahami  konsep
pemberdayaan masyarakat itu (agar tanggapan informan lebih terfokus,
pereliti memberikan penjelasan  secara singkat)..saya sétuju, sebab di
kalangan masyarakat muncui kesan negatif tentang pembangunan pendidikan.
Sejak pembangunan SD-SD di seluruh pelosok pedesaan hingga puncak gunung,
dan pengangkatan guru-guru SD Inpres (sekitar tahun-1980-an) Guru SD tidak
lagi dipandang sebagai "panutan atau pengayoman’ masyarakat desa seperti
masa-masa sebelumnya. Sejak waktu itu, status.dan peran guru dipandang
sebagai "perpanjangan tangan” atau ‘alat_pemetintah”. Apalagi sejak Golkar
'ditetapkan” sebagai satu-satunya organisasi ‘penyalur aspirasi politik (?)
pegawai negeri termasuk guru, posisi para guru SD menjadi sangat lemah dan
seakan tidak berarti lagi di mata masyarakat desa. Sejak saat itu pula citra guru
SD (utamanya) di mata masyarakat secara perlahan namun pasti "menurun”
walaupun mungkin tidak sampai‘pada "itik nadzir’.. "

‘..saya setuju. Kaldu .memang tujuan akhir dari pembangunan
pendidikan (melalui SD)adalah untuk "'menciptakan kebaikan” bagi seluruh
masyarakat hingga jauh di’ pelosok pedalaman pedesaan, maka masyarakat
harus dilibatkan dalamproses perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di
dalam pembangunan “pendidikan. hanya saja hingga sekarang bentuknya
bagaimana, belum, jelas  terus terang, selama ini masyarakat seakan
‘dipinggirkan®, hanya dijadikan obyek, hanya dijadikan "alat pembenaran” bagi
setiap langkah atau kebijakan pemerintah dengan slogan "demi masyarakat,
‘untuk kepentingan masyarakat”, tanpa keinginan yang sungguh-sungguh untuk
melibatkan mereka dalam pembangunan pendidikan. .sekarang, sejak reformasi
ini, masyarakat sudah mulai sadar akan keberadaan dan perannya. Mereka
sudah berani berbicara kritis, keras, memprotes atau berdemonstrasi terhadap
setiap aktivitas pemerintah yang dipandang merugikan mereka...”

"...Pendidikan Berbasis Sekolah?, itu gagasan yang baik. Saya sangat
setuiu. Tetapi bagaimana wujud dan pelaksanaannya?.. kalau pendidikan di
tingxat SD didirikan oleh swasta atau masyarakat, rasanya tidak mungkin. Di
masyarakat pedesaan mendirikan pondok pesantren dan madrasah jauh lebih
berarti dan penting bagi mereka dibandingkan dengan mendirikan SD

mendapatkan tambahan penghasilan minimal Rp. 50.000.- per bulan tergantung pada
kemampuan orang tua mereka.
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swasta.. sebenarnya dalam kondisi sekarang ini di mana masyarakat masih
kurang "respek terhadap SD mungkin upaya peningkatan dukungan sosial dan
keuangan secara terbatas masih bisa diterima, walaupun itu sangat sulit. Karena
kemampuan ekonomi masyarakat di desa ini masih lemah. "

Dari tiga pendapat informan di atas, dapat dinyatakan bahwa
pemberdayaan masyarakat memiliki arti di mata para guru dan kepala SD
sebagai upaya untuk: (1) mengubahk dan mengangkat kembali citra guru di
mata masyarakat pedesaan, (2) menyadarkan dan memantapkan kesadaran
masyarakat terhadap eksistensi, peran dan tanggung jawabnya dalam
perencanaan, proses dan pengawan pembangunan pendidikan di daerahnya, (3)
membangun kembali kepercayaan masyarakat dan meminta dukungan (sosial
dan ekonomi) bagi kepentingan sekolah (pendidikan).

Atas dasar asumsi bahwa program pemerintah (Depdiknas) didasari oleh
niat yang baik dan benar-benar untuk kepentingan masyarakat-menurut para
informan  sejumlah  kemungkinan yang masih bisa diupayakan untuk
memberdayakan masyarakat di dalam proses pembarigunan pendidikan antara
lain: (1) revitalisasi dan restrukturisasi fungsi dan peran BP3, (2) Pembentukan
‘"Dewan  Sekolah” dan "Komite Sekolah” yang beranggotakan komponen
masyarakat dan sekolah, (3) pertemuan sécara berkala/periodik antara pihak
sekolah dengan masyarakat/orang tua siswa untuk menampung aspirasi,
keluhan, harapan dan membangun ‘kesadaran masyarakat/orang tua tentang
pendidikan, (4) melibatkan masyarakat/orang tua dalam pengawasan kinerja
sekolah sebagai lembaga publik” (public school) melalui Unit Pengaduan
Masyarakat (UPM), (5) “melibatkan tokoh wasyarakat dalam proses
pembelajaran sebagai “nara sumber” (community as a learnig resources), (6)
pemberian keringanan dan subsidi kepada siswa dari keluarga yang kurang
mampu, (7) meningkatkan keterpaduan di tingkat lembaga antara sistem
pendidikan formal (pemerintah) dan informal/non formal (keluarga dan
masyarakat), (8) pengemasan dan pengembangan program sekolah yang
melibatkan masyarakat di sekitar sekolah, (9) pengemasan dan pengembangan
program sekolah yang melibatkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat
(seperti LSM, pontren, dil) setempat, (10) melibatkan masyarakat dalam
pertimbangan kebutuhan sekolah dan siswa (buku pelajaran, dll), dan (11)
bekerjasama dengan Depdiknas kecamatan dan Kabupaten mendirikan "Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat” (PKBM) dengan pendanaan dipikul antara

pemerintah daerah dan masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
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0 Penciptaan "Budaya Sekolah" yang Bertanggung Jawab dan Profesional
Budaya sekolah vang dimaksudkan oleh informan guru SD adalah pola

E

berpikir, etos

o

e

ekerja, serta poia kepemimpinan di fingkungan sekoiah yan

didasarxan paca niorma-norma profesional dan tanggung jawab
‘/ F i3 < - ) 2 i, L—/ = e j’l‘)
Pola berpikiv di lingkungan sekolah —menurut informan dan kepala
sekolah--masth  menonjolkan  pola  pikir  “simbolisme-formal, rufinisme,

pangkat/jabatanisme”. Kreativitas dan inovasi di sekolah/kelas sebagai salah
satu wujud tanggung jawab terhadap pilihan profesinva masih rendah, masih
sangat bergantung pada acuan, pola atau format yang sudah ada. Walaupun
mereka mengakui memifiki kebebasan berkreasi dan berinovasi daiam praktik

pembetajaran, namun tidak ada diantara para informan guru dan kepala

sekolah dapat menzemukakan contoh/bukti untuk mendukune pengakuannya.
O Pl of 7
Bahkan, ada kesan bahwa apa vang mereka lakukan tidak lehih sehagai aktivitas

vang bersifat simbolis, formal, dan rutin. Kondisi ini tampak-pada realitas

—

bahwa pelaksanaan tuga

")

ugas keprotesian mereka (guru atau kepala sekolah)

sekadar mencontoh pofa atau format yang sudah ada. Diskusi-diskusi yang

k )]
va, peta dan globe), gambar pakaian-pakaian adat Tndonesia

b SR i M

dan bendera-bendera negara sedunia (IPS), papan tematik (matematika),

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Bl). Padahal berdasarkan pertimbangan

AL I N B : 3 N . . i At .
profesionai peraga—peraga fersebutl Sdﬂgdi PQY‘&UY‘Ig d]{gUNdeY\. Atasan ydﬂg

buky yang ada, dan dari keterangan guru sebenarnys siswa
< o > (o) <& .

sudah mengerti”. Akan tetapi, di balik itu tampak ada kesan bahwa para guru

sebenarnya enggan untuk menggunakan perangkat/media pembelajaran yang

ada.
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Rendahnya kreativitas, kemampuan berinovasi, dan etos kerja para guru
dan kepala sekolah tampaknya Juqa disebabkan oleh iklim kepemimpinan dan
dukungan sumber daya sekolah yang kurang kondusif. Ikiim kepemimpinan di

sekolah didominasi oleh pola-pola paternafistik, yang menempatkan keabsahan

- - el : REVIVY a2t |1 i ’ iloen. s
dan keberterimaan terhadap sesustu dalam kerangka pemikivan “tersesck
F JJ 17 . i i 22
kepada  atasan®, "yang penting atpsan  tidok aempersoalkan”  Pola

paternalistik ini terungkap dari adanya realitas bahwa kalaupun guru tidak
berbuat sesuatu yang lebih baik, bersifat kreatif dan inovatif bagi kepentingan
tugasnya, pengawas tidak terlalu mempersoalkan, dan tidak ada sanksi untuk

itu. Kepaia lebih senany apabifa guru meiaksanakan tugas yang (ixpermtdhmn

-~ il - an Yirarm “hos 1 1m aAdAa? o+ isras .
menumoaan Sé!\a? dan pemiiran bey g?\”\tul:;’ paca aiasan, ;\Lh’a(ig otonom

atau mandiri. Tanggung jawab  profesionalisme pun  sulit’ dimunculkan,
Sebagaimana mereka kemukakan, bahwa mereka baru akan menjalankan tugas
mengajar secara lebih baik, apabila ada kunjungan/sapervisi pengawas ke

sekolah. Setelah itu mengajar seperti biasa. Dalam kasus ini, persoafan-

sebagai alasan untuk membenarkan sikap mereka.
Satu hal vang sangat menarik dari pandangan para guru dan kepala
sekolah informan tentang “arti- 'déri pengembangan profesi” adalah, bahwa

roereka mempersepsikan pengembangan profesi sebagai “bagaimana seorang
3y

P 1 " ala N PN I iy o oheimla, i de .
guru-termasux  kepala« sekolah-bisa memungkinkan naik pangkat/jabatan
5 5 ¥ 5
secepat-cepatnva atau sehingei-iingol, Esenst nengcery b;ncnp profes: vane
S€Cgy {ep 1y < TETRSSTMIGS LoERSt pengemoangan  protes: va: g

terletak pada persoalan vang berkaitan dengan penciptaan karya-karva kreatif
intelektual keprofesian, seperti membuat karya tulis ilmiah (makalah, karya
tulis ilmiah populer, dan atau penelitian) di bidang pendidikan/pembelajaran
belum menjadi pemikiran/pertimbangan mereka.

D1 satu pihak, realitas ini dapat dapat dicahami mengingat bahwa
» P pat aip ging

< - SO r - a Lo S S T A~ §

58\}}&;,;3{ searany zury, peﬂ,ﬂz‘\atah weseiahteraan Hanya dapat Gicapas melalui
4 N (/ "\ ¢ T 5] il T \l ¥ ‘/ v
kenaikan pangkat/jabatan. “Ragi seon_ng gyru apalagi yang dapa.. diharapkan,

keluarga”. Di Iain pihak, kenalkan pangkat bagi seorang guru sebaqai pekerja

profesional (professional worker) pada dasarnya juga berarti terjadinya

3 3

mobilitas  kepangkatan dan jabatan. Ada indikasi bahwa kenaikan
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pangkat/jabatan kurang memberikan makna secara subtansial terhadap
kualitas protesionalisme para guru. Hampir tidak ditemukan bukti yang kuat

adanya hubungan signifikan antara ‘jenjang kepangkatan/jabatan’ dengan

kualitas profesional’. Antara seorang guru golongan [ dengan guru lain
gotongan 1L, hampiv tidek ada perbedaan di dalam aktivitas, produktivitas, dan
kualitas kerja, khususnya dalem hal menyelenggarakan pembelajaran, apalagi
dalam hal yang berkenaan dengan aktivitas-aktivitas intelektual (menyusun

makalah, karya tulis ilmiah populer, dan atau penelitian). Bahkan ada indikasi
fain bahwa kenaikan pangkat/jabatan dipandang sebagai kendaraan karier

menuju posisi kepala sekolah. Pengurusan kenaikan pangkat/jabatan pun

meveka masth  ada kesulitan, baik berupa kelengkapan syaratsyarat
administratif maupun ‘biaya tambahan’ }qﬂg harus dikeluarkan pada setiap
kenaikan pangkat/jabatan”. Menurut mereka, “terlalu banyak
pos  yang dilalui dan adanya KKN, sementara gajinya kurang-mencukupi”.
Selain itu juga, “tuntutan dari atas lebih mengutamakan<bukti fisik dari pada
kualitas aktivitas seorahg guru”. “Kalau situasi dan keadaan tetap begini, maka

ulit untuk ﬁ‘lﬁﬂ{di ﬂ\’\dﬂ PY’UYEN dan mer a’ui\' PEH\.\IuinH .

3. MAKNA PEMBANGLINAN PENDIDIKAN ( PERSPEKTIF MASYARAKAT }

mengkajl  lebih jauh bagaimana pembangunan pendidikan

SR PO P P
berikut akan

3 Baol Y e o¥amy FinAdiciAma
dilakukan Cagl masyairakat peuant o adisional
4

s

dikemukakan pula berbagal pandangan tentang pembanguna

(& Q

pendidikan dari
eksternal  yaitu “dari sudut pandang masyarakat pedesaan
tradisional. Data dikumpulkan melalul teknik "wawancara mendalam” (indepth
interview) dengan & orang informan (2 orang petani desa dan 2 orang fainnya

adatah tokoh masyarakat).

a. Pembangunan Pendidikan bagi Seorang Petani

Sejak dilancarkan program pembangunan periuasan terutama dalam

bentuk pembangunan gedung-gedung 3D-Inpres di seiuruh pelosok pedesaan,
ningga setiap desa setidak-tidaknya terdapat sebush SD, dan pada saat

bersamaan diangkat pula guru-guru Inpres secara kuantitalif memang telah
e ¥ & ol

menunjukkan betapa telah sangat banyak kemajuan di bidang pendidikan, dan

“banvak—juga—tulusan-—Sb-di lingkungan masyarakat pedesaan®. Di sisi lain,
' Peneliti cu:«k wesulitan mendapatkan data cesmu jumlal kdusan 8D di dua kecamatan vang

okasi peneliian. Apabifa jmiah fujusan SD-SD 52 SD) setiap tahun diperkirakan
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pandangan masyarakat petani di pedesaan tradisional tampaknya juga belum

[e]

banyak berubah pandangannya terhadap pembangunan pendidikan. Selain

karena faktor "sentimen keagamaan”, dan kurangnya alokasi waktu untuk

pelajaran Agama Isfam di SO (hanya 2 kali seminggu), ketidakpercayaan,
kekurangpedulian masyarakat pedesaan terhadap pendidikan (50 juga muncut

dart pandangan bahwa keberadaan lembaga persekolahan (=3D) di daerah
mereka tidak sepenuhnya memiliki relasi dan relevansi kepentingan dengan
fnidup keseharian (sosial, agama dan ekonomi) mereka.

Pemaknaan mereka terhadap signifikansi pembangunan pendidikan
masin berada di dafam lingkaran pemikiran kehidupan kesehariannya.
Partisipasi, kepercayaan dan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan/
sekolah memang masth rendah. Hal ini tampak dari realitas bahwa orang
tua/masyarakat “kurang pedull terhadap aktivitas anaknyd ke sekolah”,
“kurang memenuhi kebutuhan sekolah anaknya (pakaian 'seragam, alat-alat
pefajaran)”, “kurang mengerti/memahami apa arti nilai/angka yang terdapat di

dalam hasit u ’mgdn harian, uumcdn cawu (11UB), dan nilaifangka vang terdapat

endidikan diartikan sebatas upaye mendidik anak-anak mereka

pintar’ membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia, sehingga tidak sepert
dirinva vang "buta huruf’. Dengan kemamptian membaca dan menulis mereka
berharap agar anak-anaknya bisa memiliki pergaulan yang lebih luas, mengerti
kalau ada orang lain berbicara ‘dalam bahasa Indonesia, serta tidak akan

boh

Sk
ey

&;1 orang fain. Prestasi bel a)dr QEDQ(TI tercarturmn di datam Buku Kdﬁm

on
tidak terlalu penting, katena anak mereka tidak akan dilanjutkan sekolahnya ke

SLTP, tetapt ke pontren. Berbagai keinginan para orang tua agar nilai-niai
matapelaiaran IPA dan Matematika yang sekarang ini menggejala di kalangan

masyarakat perkotaan, sehingga untuk itu mereka rela  mengeluarkan
tambahan biaya untuk mendapatkan “pelajaran/les tambahan’, ternyata bagi
umumnys masyarakat pedesaan sebagai hal yang tidak dipersoalkan. “anak saya

pintar membaca, menulis, dan menghitung sudah cuku up’. Tidak ada keinginan
vang lebih jauh dari itu. Namun seorang informan yang lebih bersemangat

unt

g

k tetap be: rkeinginan agar anaknya dapat melanjutkan sekolahnya ke
jenjang SUTP, rendahnya prestasi belajar yang terjadi di SD pedesaan. sempat

dikhawatirkan karena terbentur dengan penerapan sistem “rayonisasi’ dalam

berkisar antara 20-30 orang, maka sejak tahun 1980-an hingea sekarang jum! lahnve mencapai
35 iE
. ) N
13

1.G00 - orany siswa.
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rekrutmen siswa baru SLTP dimana NEM sebagai salah satu indikator
penerimaannya.

Ketika ditanyakan "apakah: Bapak tidak ingin agar anaknya bisa seperti
Habibie?", jawaban wmereka benar-benar mernggambarkan pemikiran dari
seorang petant tradisional yang sangat sederhana dan sangat pragmatis, "mana
murngkin Pak, anak orang seperti saya bisa seperti Habibie. Bisa membariu atau
melanjutkan pekerjaan orang tua saja saya sudah senang, syukur bila menjadi
orang seperti Bapak’ (guru/pegawai negeri: pen). Memang tidak seluruh
petani berpikiran seperti itu. Informan petani lain yang memiliki kehidupan

osial dan ekonomi yang febih tinggi berharap dengan memasukkan anaknya ke
SU - pemerintah-menurut istilah dia-agar bisa m elanjutkan pendidikan ke
tingkat yang lebih tinggi--bahkan bila mungkin dan ada bilaya--hingga pergruan
tinggr yaitu JAIN (masudnya STAIN Pamekasan: pen) dan bisa djangkat sebagai
pegawai negeri. Kesan yang dapat ditangkap dari pernyataan.di atas adalah
bahwa pendidikan secara sosial harus mampu membantu siswa agar kelak dapat

me'nciang'kat derajat orang tua dan kefuarganya, membelajarkan siswa tentang

3]
o+
7\"
‘,'.\.J

mandirian dan tidak tergantung pada orang tue,
Dt lain  pihek, kalaupun para orang tua/masyarakat setempat
menganggap bahwa bersekelah di D sebagai suatu ‘kewajiban’  untuk

( &
memberantas kebodohan, namun persepsi~masyarakat pedesaan umumnya
tentang kebodohan/ketidakbodohan seorang anak hanya dilihat dari “apakah
mereka sudah berpendidikan SD atal tidak”. Dengan perkataan lain, “cukuplah
bagi anak-anak mereka dengan bersekolah di SO, tidak periu mefanjutkan ke
apalagi SUTAY Yang penting mereka “sudah mampu baca-tull
Kataupun diharuskan lebih dari target SD
tentang biaya pendidikan dan jaminan bahwa anak-anak mereka hisa masuk ke
dalam “lingkaran pegawai negeri” tampaknya merupakan persoalan lain bayi
mereka.

Ada pula yang berpandangan bahwa “bersekolah berarti menambah
pm fuaran keluarga”. Pandangan orang tua/masvarakat tersebut, akhirnya

1e3

erakibat jumlah anak yang bersekolah di SD semakin berkurang dan tidak

K
pas'ti. Menurut informasi dan hasil observasi di sebuah SD pedalaman pedesaan

D

rata-rata “setiap kelas paling banyak hanya terdapat 1 orang siswa, dan dari
jumlah yang 10 orang itu belum tentu setiap hari rajin masuk sekolah. Paling
tidak kalau dibuat rata-rata, setiap hari praktis hanya 2-4 orang yang masuk

sekolah”™. Bahkan ada keias yang secara definitif “hanya memitiki 1-2 siswa. Itu
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pun tidak seluruhnya menamatkan sekolah”. Kasus-kasus putus sekolah karena
sang anak akan dikawinkan (dalam usia muda) oleh orang tuanya’, untuk
membantu kerja orang tuanya di-sawah, atau karena orang tua mereka tidak

mampu {agi membiayai blaya sekolah anaknya, atau hal-hal fain banyak terjadi

sarana bagi peningkatan status So,sial, tidak lepas dari pandangen mereka
terhadap seorang pengawai negeri. Bagi mereka, walaupun dengan menjadi
pegawai negeri mungkin secara ekonomis penghasilannya tidak seberapa besar,

tetapi dapat dikatakan pasti sebab setiap bufan akan mendapatkan gaji dan

apabila sudah pentsiunt pun juga masih mendapatkan gaji atau pensiunan,
Dalam pandangan mereka, kedudukan dan peran seo: 'a'"(g pegawai negeri masth
dihormati. walaupun sudah tidak seperti ketika profesi ini pertama kali dikenal

oleh masyarakat desa (antara tahun 1960an hingga 1970). Penghormatan dan
penghargaan kepada seorang pegawai negeri dalam kultur masyarakat petani
tradisional di Pamekasan masih dipandang sebagai “simbof kehormatan” atau
keberhasitan menaiki status sosial yang lebih tinggh Dalam berbagai aktivitas

kermasyarakatan status dan peran searang pegawat negeri masth dinisbahkan

Pl
w0
)
jo i
23
~3
<
8
&

Hubungan antara keluarga/masyarakat dengan para mereka pun

disadari pula, bahwa dingginya sikap penghormatan masyarakat

un
terhadap SD tidak sebanding-dan tidak sepenuhnya mampu mengubah

P | i . - 3 i
serta-merta menolak kehadivannya. Dalam pandangan masyarakat sete mndt S0
masih  tetap diterima \dengan kecurigaan, tidak begitu peduli, dan

menunjukkan tingkat partisipasi yang masih rendah. Namun, dalam kaitan ini,

Sebagai bandingan, Wibowo, dkk  {1996:530-51y dalam pes xemlann\ tamang dampak
pembangunan pendidikan terhada ap kd Gupdn sosial budava masvarakat desa Argomulvo di DI

Yoyvakarta melaporkan bhahw vin pertama kurang dari 20 tahun untuk anak perempuan

vakaria T‘.,mw“ an bah

i 4
sebanvat éedaﬂgkan vang Kawin p‘ﬂ”ﬂ alam usig amaz‘é 25-
3G tahun untuk anak perempuan sebamyak 10% dan anak iefaki sekitar 24%6.
Memang masih terdapat stigmg vang kurang baik di desa—desa tertentu terhadap pegawal negen
terutama guru 8D, Namun sebenarnya hal ini karena kekurangmengertian mereka terhadap tujuan
a stigma ni teruiama berkaitan dengan matapelajaran sejarah (1PSY vang di

3

2 perkembanean kerajaan dan agama Hindhu, Budha dan Kristen

di Endonesia. Adanya pefajaran iny ofeh masvarakat dianggap sengaja difakukan di SD untuk
mengajarkan dan mengajak anak-anak mereka masuk agama-agama tersebut. Menurut informasi
vang peneliti dapatkan, kasus i mengakibatkan munculnya tuntutan dari tokoh masvarakat
(seorang K H. pimpinan pondok pesaniren) agar menutup SD ity atau menghilangkan pelajaran
vang berkaitan dengan agama non-tslam. Fanatisme agama sepertl inl masih ditemukan di desa-
desa tradisionaf yang berada jauh di pefosok pedafaman

(4]
~4
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tidak ditemukan fakta bahwa rendahnya kepedulian, kepercayaan, dan
partisipasi masyarakat setempat terhadap keberadaan SD di daerah mereka,
karena mereka lebih berhasrat atau mempercayai fembaga pendidikan lain
seperti madrasah atau pondok pesantren (pondhuk ). Sebuah stereotipe yang
berkembang luas pada orang(masyarakat non-Madura. Kalaupun terdapat
kecenderungan di kalangan masyarakat petani tradisional untuk memilih
lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren dan masrasah,
namun mereka tetap menyadari bahwa pendidikan umum di SD tetap penting
untuk kepentingan dunia, sedangkan pendidikan agama (pesantren, langgar,
atau madrasan) lebih pada kepentingan akhirat. Karena itu, masyarakat
menyekotahkan anaknya di SO pada pagi hari, dan menyekolahkan/
memondokkan anaknya pada siang, sore atau malam hari. Salah bila ada
pendapat yang mempertentangkan kedua jenis lembaga pendidikan tersebut.
Keberadaan pondok pesantren dan masrasah yang murni didirikan oleh
masyarakat bukanlah sebagai penyebab utama dari kekurangberhasilan misi

pembangunan pendidikan SD di daerah-daerah pedesaan®. Para ‘tokoh
masyarakat dan terutama para kiai pemimpin madrasah dan ponpes pun tidak
{menolak terhadap kehadiran SO di daerah mereka, yang penting

dan harus dijaga oleh para pegawai pendidikan--menurut istilah mereka--adalah

. W

bagvumﬂna “mereka dapat men}as{a hubungan baik antara madrasah dan

{SE) di daerah pedesaan dapat dicapaj”

Berdasarkan pandangan masyarakat petani pedesaan di atas, tampaknya

membangun  pendidikan, pertu memperhatika relasi, reievans%, dan
signitikansinya dengan kepentingan dengan h"iup keseharian {(sosial dan

n
ekonomi) mereka, Isu dan program yang sebenarnya selama ini telah sering
dikemukakan. Namut bagi masyarakat di pedesaan isu dan program itu belum
benar-benar dirasakan sebagai suatu kenyataan yang tampak hasiinya.

Secara ekonomis, betapapun "anak bagi masyarakat petani tradisional

adalah aset ekonomi’, sehingga setiap upava pembangur\an perldidikan mau
tidcak mau  harus mendukung optimalisast aset ekonomi keluarga itu.
Konsekuensinya adalah bahwa pendidikan di SD-SD pedesaan se yogianya perlu

menyisipkan variabel keterampilan-keterampilan dasar yang bisa digunakan
oleh siswa di dalam hidup kesehariannya, seperti yang juga diharapkan oleh

para guru SD sebagaimana telah disinggung di atas.

¥ Pandangan negatif terhadap keberadaan pondok pesantren dan masrasah ini berkembang fuas di
&8
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Aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan tradisional yang mayoritas
bergerak di bidang pertanian sawah tadah hujan dan karenanya sarat tenaga
kerja, sementara bxaya untuk mengupah orang lain tidak selalu dapat diadakan,
maka pilihan satu-satunya bagi mereka adalah melibatkan anak-anak mereka
yang muasth berseLoaah untuk membantu usaha ekonomi keluarga mereka®.
Harapan masyarakat agar SD juga memberikan matapelajaran sisipan atau
dalam bentuk ekstrakurikuler yang dapat lebih mengenalkan para siswa
terhadap jenis-jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh masyarakat di
pedesaan, apalagi bisa memungkinkan anak bisa membantu memudahkan
pekerjaan orang tuanya merupakan sesuatu yang wajar dan perfu diakomodasi
ofelt SO atau pembat ngunan pendidikan secara keseturuhan,

Perlunya penambahan alokasi waktu Pendidikan Agama Islam adalah
fa.tor lain yang periu diperhatikan dalam upaya pembangunan pendidikan.
xecenderungan masyarakat yang bernuansa ' ‘keagamaan” serta betapa sekolah-

sekolah keaqamaan tetap menjadi rujukan dalam pendidikan anak-anak mereka,
berimplikasi bahwa pembangunan pendidikan di pedesaan pertu mengurangi
fas-bias sosial-keagamaan. Ambisi pemerintah

s-
dengan 'menempat#an penuedikan (=SD)" sebagai semata-mata untuk

3
m
o1
'?
D_
":J
’T‘
JAk)
I~
2
3
A0
o
"T

angsa’ yang mengabaikan perasaan religiositas yang
masih sangat kental di dalam kehidupan masyarakat petani tradisional, bukan
hanya  tidak  memungkinkan pendidikan  efektif sebagai instrumen
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, tetapi lebih dari itu sulit untuk

me’ﬁdapa‘tkan kembali kepercdyaan, kepedulian dan dukungan kembaii dari

Dalam kaitaﬁ ini, sebagaimana diyakini oleh para informan guru dan
kepala sekolah, apabila "ada upaya pemerintah (Depdiknas) untuk lebih
mengakomodasi kepentingan pragmatis dari masyarakat pedesaan di dalam
proses pendidikan maka berbagai bentuk pemberdayaan masyarakat seperti

tefah dikemukakan di atas, “secara lambat faun namun pasti” dapat d\capai

agrbesar-surrSB-pedesaan dan ka fangan pendidikan di Depdiknas kecamatan.

* Dalam pandangan penelit, meminta bantuan anak- ana}\ mereka yang masih berusia SD tidak
dapat diklasifikasikan sebagai "Pekerija Andl\ (child warker) sebab apa yang anak-anak itu
lakukan bukan untuk mendapatkan * upah” dari pekerjaannva, tetapi sebatas membdm” orang tua

a
SR

mereta dalam usaha pertantannya. Membantu pertanian arang tuanya tdak dapat diklasitikasikan
sebagai "pekerjaan profesional.
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b. Pembangunan Pendidikan bagi Tokoh Masyarakat

Tidak berbeda dengan persepsi informan petani di atas, pendidikan
harus memungkinkan seorang anak mampu membangun masyarakat dan
desanya setelah ia menyelesaikan pendidikan, dengan bekal keterampitan yang
dibutubkan aleh masyarakat di mana ia nanti akan menjalani kehidupan.
Harapan tersebut merepresentasikan "harapan dan mungkin juga ambisi besar”
masyarakat betapa seorang anak SD seakan sebuah investasi keluarga”.
Pendidikan di tingkat SD perlu mengamankan investasi tersebut, sehingga
ketika investasi itu diambil kembali oleh keluarga atau masyarakat pemiliknya
ada "bunga” yang dapat diambil untuk menambah pemenuhan kepentingan dan
kebutuhan mereka.

Membangun masyarakat dan desanya menurut mereka, tidak berarti
mengubah orientasi masyarakat dari kehidupan komunalnya, \melepaskan
masyarakat dari akar-akar tradisi yang telah membuatnya fetap hidup dan
berkembang. "Kepintaran membaca, menulis dan berhitung” memang penting
bagi seorang anak desa. Sebab kemampuan itu sangat diperiukan oleh orang
tua aan masyarakatnya. Akan tetapi katau karena dia menjadi pintar membaca,
menulis dan berhitung membuat dia merasa divi inya lebik pintar dari orang
tuanya, jelas bukan ity maksudnya,

Ada hal mendasar yang dilupakan oleh pemerintah ketika SD-SD Inpres
dibangun di seluruh pelosok pedesaah. Pemerintah terlalu bersemangat untuk
‘segera mengubah pola pikir dan sikap masyarakat desa”. Pada taraf tertentu
mungkin itu bisa dilihat sebagai "sukses pendidikan modern” , tetapi di sisi {ain,
sikap tradisionalisme masyarakat pedesaan tidak dapat menerima sepenuhnva,
sehingga melahirkan keacuhan, keti tidakpedulian, bahkan kecurigaan yang
curang menguntungkan bagi SD. Kalau waktu yang lalu adanya pandangan
masyarakat desa bahwa para guru SD adalah "kaki tangan Golkar" adalah
permulaan lahirnya antipati masyarakat desa terhadap guru SD dan pegawai
negeri pada umumnya. Sekarang, kurangnya partisipasi masyarakat desa

teriiadap pembangunan sekolah justru fahir dari sikap para guru 50 itu sendiri

=

tuncul kesan dari masyarakat bahwa "guru SD se arang kurang mencintai

i

swanya' ‘datang ke sekolah terlambat”, "sering tidak masuk ke sekolah'

0

eberapa orang tua siswa mengeluh kepadanva bahwa anaknya hingga kelas 111
SD ternyata belum lancar atau fasih membaca dan menulis, apalagi
menghitung. "Apa yang diajarkan kepada siswa di sekolah?”. "Bagaimana

mungkin dia mencintai siswanya, kaiau para guru SD tinggal di kota, tidak
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menetap di desa?”. "Guru SD katanya sudah sering ditatar, dilatih, disekolahkan
lagi, tetapi mengapa masih banyak siswa vang belum lancar atau fasih
membaca dan menulis, apalagi meﬁghitung?”.

Sejumlah keprihatinan  informan  tokoh masyarakat di  atas,
menggambarkan sebusk "paradoks pendidikan’. Di saat pemerintah Indonesia
dengan penuh semangat dan ambisius untuk membangun pendidikan, tetap
pada saat bersamaan masyarakatpun terbangun dari kesadarannya be*ap
pendidikan telah mengalami kemunduran, Kehilangan pijakan dasarnya vang

berorientasi pada siswa. Alasan kiise yang sering diungkapkan oleh guru-guru

try

SO kondisi siswa tidak memungkmkan, beban kurikulum terfalu sarat” dan
1 N M 1 ] M M A 1 1 11 1 1 1

verbagai alasan lainnya seakan menjaax pembenar di baitk kekurangpedutian
dirinya terhadap kepentingan siswa. "Kunju ngan ke rumah-rumah  siswa

sekarang ini jarang sekali dilakukan, Apabila ada masalah yang berkaitan
dengan siswa, para guru SD cenderung meminta orang tua_siswa agar datang
ke sekolah”. Suasana yang terlalu formal ini, sulit _membuat orang tua
‘menghargai mereka. Karena sebenarnya orang tua ingin-ada kedekatan dan

an I Ve

sugsana kekefuargaan dalam pendidikan®. Tidak ada jarak antara "guru yang
erdidik” dengan "orang
Keadaan gedung SD-3D Inpres yang seperti "hidup segan mati tak mau'--
menurut informan tadi--juga menjadi aldsan lain mengapa masyarakat kurang
peduli terhadap Sekolah. "Kondisi SD“pemerintah lebih jelek daripada gedung
madrasah dan pontren yang dibangun oleh dana masyarakat yang sangat
terbatas’. Mengharap bantuar dara dari masyarakat atau orang tua daiam
bentuk BP3 memang sangat-sulit dalam kondisi ekonomi mereka yang jauh dart

&
hidup berkelayakan. Apdlagi mayarakat beranggapan bahwa "pemerintah sudah
kaya, banyak dibaniu oleh negara lain, pembangunan terjadi di mana-mana.
3agaimana mungkin hanya untuk merehabilitasi sebuah gedung SD masih
harus meminta bantuan dari orang tua?”.

Ada kesan kekurangsetujuan pada diri informan tokoh masyarakat,
bahwa partisipasi masyarakat harus selalu diukur dari "mau tidaknya mereka
menyumbang dalam bentuk uang kepada sekolah’. Partisipast masyarakat
menurut informan tadi adalah “bagaimana para orang tua atau masyarakat

memiliki kepercayaan, kepedulian penuh terhadap sekolah™. Satu hal vang

* Ketika permliti masih bersekolah di sebuah SD di pinggiran kota (1971) penghormatan masyarakat
serempat terhadap sekolah dan gury sangar ti; :'g:_ Hubungan antara sekolah dan masyarakat
sangat dekat dan penul kekeluargaan. Setiap musim panen, para orang tua mengirumi para gury
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dipandang paling penting untuk mendukung berbagai program pembangunan
pendidikan melalui SD. Kembalikan kepercayvaan dan kepedulian masyarakat,

apaond pendidikan ingin menyatu di dalam diri masyarakat desa”. Kesan yang

PR EI ERE T et o x e o e o PR I
angr\ax‘ oleh ﬁ‘tdb}/d!dhdt Q£54  adaiat orang-orany vang Dtt‘-xfja at
pendidikan sering memandang derigan sikap sinis dan kurang mengnargal
| :
masyarakat, lantaran sullt dimintal sumbancan pendidikan”. Padahal menurut

informan tersebut “sikap itu se ebenarnya mereka ciptakan sendiri. Mereka
membuat jarak dengan masyarakat. Ada keengganan untuk bergaul dengan
masyarakat desa yang dalam pandangannya tidak terdidik, tradisional”. Bahkan
ada di antara para guru yang bebuat tidak senonoh atau a-moraf. Bila kondisi

mi terus derfanjut, maka pembangunan pendidikan  tidak akan banyak

= L
N 4 . N . s
herdaminals s E R ool P B A O 138 S smn s s s s cat Anra
ULl H\’\{\’(i—r’d'~ PLS(’»(( 1 \S( P’t{({bc{’{&(xna{( gRasyaradac u’-)—\)il
,

B, PEMBAHASAN
1. Model Paradigmatik Pembangunan Pendidikan
Berdasarkan hasil penefitian di atas, terfihat bahwa pembangunan

. ' s s [
GiDef akna  olefis pemerintan  dan  nas /d
T

canfsekolah “Guru sebagai subyek pendidikan

s permbangunan pendidikan pun hanya "samar-

pada akhirnya menjadikan diri mereka terjepit

di antara polarisasi »\epemmzar yvang merentang di dalam isu pembangunan

- <

n
svarakat untuk mendapatkan kesempatan yang sama terhada ap pendidikan

H

dap
ua[ztv of ounoﬂcumt pemngkatan aKxexabmtds masyarakat 1‘erhadap

D‘(ﬂd “UlU SU UCHleI nd\ll hd\ll T)Cﬁcﬂ‘lldll THCIC?\(A KCLQDI U’dﬂl\‘l \CUC]T! UU Gdﬁ ha\ﬂ DC“QanldeH
dan informasi dari para guru dan kepala SD sangat Jarang dan bahkan sudah tidak ditemukan lagi.
' \culal bulan Juli 2001 yang lalu, ad dna orang guru SD (laki-laki dan \elempLam vang

&

arkan relah melakykan p

it

ukan "h

mddsusgn n
i

angal rer cela di ma

ta masvarakar Merek

berea

4 1 diketahu oleh h-f:(“: pad orang siswa.

Rsi keras wihaday kasus “amoral” tadh, menuniuwl agar kedua wuru SD tersebut dmcwal Cfcm
dikeluarkan dan desanya. Akan tetapi tampaknya pihak Dinas P&l\ terkesan masth melindungi
keduanya, dengan menvyatakan bahwa ity hanya rekavasa dari masyarakat karena kurang senang
terhadap kedua guny SD rersebut Ke eputusannya, kedua guru tersebur hanya dipindahkan dari

54 agars
& it
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pendidikan (equity), dan kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan masvarakat
{relevance) seungguhpun secara konseptual sahth tetapi di lapangan belum
memberikan makna yang memungkinkan masyarakat benar-benar sadar dan
i datam program pembangunan pendidik
petant tradisional di pedesaan tampaknya masih belum
te

ng aan pemt

wan tradisionalnya yang “penuh kec curigaan’ bahwa

penaidikan tidak lain sebagai alasan pemerintah untuk intervensi di dalam
kehidupan komunal masyarakat desa.

Pernyataan masyarakat di atas memberikan pemahaman kepada kita

a di dafam semangat dan ambisi pemerintah d dernigan konsep pembanzmﬂan
pendidikannya terselip sikap yvang mensubordinasikan posisi masyarakat d

tradisional-annya sehingea pertu "diberadabkan” (uwizvc"

suatu sikap laksana "atasan” dan "bawahan” yang hanya bisa dibénarkan apabila

yang menjadi atasan atau panutan itu adalah tokoh-tokoh masyarakatnya

| sendiri sebagai bagian in tegral dari kehidupan sosial budaya petani tradisional

o F B

{Koentjaraningrat, 1985). Namun apabila yang wenganggap “atasan” itu

3
Y
)y
<,
£33
2.

akat tersebut periu didasarkan pada kerangka
U

a
Pembangunan pendidikan di kdlancan petani tradisional juga tidak
mungkin dikembangkan sepenuhnya. atas dasar empat pilar pembangunan

nendidikan abad 21 sepert: diajukan oleh UNESCO yakni "belajar agar berpikir’

-y
J

(i' riiing to think), ‘belajar agar raampu berbuat sesuatu” (learning to do),

setafar agar dapat mengenali dan merjadi dirtnya sendirt” (Jearn niiiGg ta be),

038

dan "belajar agar mampu hidup bersama” (learning to live together) (Tilaar,
1999:61-63). Dj antara emnat pilar tadi, vang relevan dan bermakna bagi

1 s <3 2
pembangunan pendidikan pada latar petani tradisional adalah “belajar agar

mampu berbuat sesuatu” (fearning to do), ‘belajar agar dapat mengenali dan

menjadi dir‘inya sendirt” ({earmnq to be), dan "befajar agar mampu hldup

\./
f
«

T

bersama’ (learning to live togeth ngkan pilar "belafar untu berpik

3 PSS N L2is B ihomibamolan co Aalsime < P

‘ -’\;e.*nmq to thir <4 Sangar sulit dikemt angxan, sebab dalam mentalitas pet T
M 5
n

pedesaan tradisional’ Jywa bursamc dpr'aa menggunakan kemampuan berpikir

T T

2,
tidak terdapat di dalam mentalitas mereksa” ”l\omtlammn ral, 1985:46), di

samping karena akses mereka terhadap informasi dan ilmu pengetahuan sangat

rendah. Oleh sebab itu pula dengan membuat generalisasi bahwa "pendidikan

sekolah dan desa itu, karena "tidak ada buku vang kuat, kesaksian siswa tidak bisa diterima
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terbaik” (the best of education) vang perlu dikembangkan dalam
pembangunan pendidikan nasional adalah ‘pendidikan  yang mampu
menghasitkan lufusan  yang memiliki prospek daya saing (competitive
pro pt,LL} ’(5
perspektif masyarakat petani tradisional tidakleh kontekstual serta elas-jelas
merupakan suatu "kemustahilan”

Sungguhpun demikian, ketiga pilar tadi perlu pemaknaan yang berbeda.
Belajar untuk berbuat sesuatu bukan dalam pengertian “menciptakan produk-
produk baru dan meningkatkan mutu produk-produk tersebut” tetapi “bekerja

keras urrtuk dapai makan atauw memernuii k‘ebu‘t‘u‘ﬁaﬂ ke'ﬁidupan 'kema g

ada the linits of the earth tetapi

Davaimana mereks qa{\af memperiahankan hidy p dynafm memenuhi spga!;a

-~

kebutuhan ekonomi dan sosialnya, Belajar untuk dapat hidup.bersama yang

menjadi inti nilal dan budaya masyarakat petant tradisional (Reaneid 19%82)

iuga bukan dalam korteks giobalisasi atau adanya,_ ket

PR PR s e FEN. ey e am Ll e Al ~ m P | e |
‘ mereka Jdpdt QGUP persama atas dasar fauai aan tradiss yang tﬁ:.’&ﬁf\ii{a 7 Ql
, ; one ,
dalam "budaya asli” (indigenous ciltura

Terhadap pilar learning to live together ini periu dikemukakan prediksi

Naisbitt & Alfin Toffler (Naisbitt; 1982, 1990; Tilaar, 1999:63) yang

| mengingatkan bahwa di dalam L:econaerungan untuk membangun kehidupan

bersama yang mengglobal dewdsa ini, ada berbazai fenomena paradpks giobal
[y 1 T
| {glchal ¢ doxs). Salah _satunva yang f)ahnf menonjol adalah munculnys
4 f yang i g ] )
udaya  global” vs _ "bud wkal’. Dalam masyarakat vang mengalami

transformasi sosialidan strukiural seperti Indonesia, adanva paradoks budaya

W

tersebut akan berimplikasi luas dan serius terhada ap kemungkinan terjadinya
| perubahan sistem nilai-budaya masyarakat. Apabila  perubahan tersebut
| bersifat eskatatif maka dikhawatirkan akan terjadi "berturan budaya” (cuftural
|
‘ P

masyarakat terhadap pembangunan, karena mereka telah kehilangan nilai-nilai

jadi pijakan dan membangun kebersamaan hidup selama
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Sejalan dengan itu, Fullan dan Stiegelbaur (1998) berpendapat bahwa
pada setiap pembangunan pendidikan terdapat dua realitas vang saling

berinteraksi secara dinamis (aynamlc interactionism) yang memberikan makna

hakiki dari apa yang sesungguhnyva tentang pembangunan pendidikan. Kedua
reatitas terscbut adalah “realitas subyelsif” {the subjective weaning) davi para
pelaky pendidikan dan masvarakat dan “realitas obiektit (ihe obiective reality
4 £ < > = JFEARR ARG LSYSLIRE Feaidy

of meaning) yang dibawa oleh pembangunan pendidikan itu sendiri. Kegagalan
memahami kedua realitas tersebut, menurut mereka menyebabkan seseorang
cenderung  mengabaikan aspek-aspek  penting  dan  menimbulkan
kesatahpahaman tentang makna sesungguhrya dari pembangunan pendidikan.
Oleh sebab itu, dengan mengutip pendapat Marris {1975) Fullan dan
stiegelbaur menyatakan bahwa “apapun sifat dari perubahan itu, dan dari
sudut pandang manapun kita melihat perubahan tersebut. maka di dalamnya
niscaya  memunculkan sikap  mendua {ambivalent), “ketidakpuasan”
{dissatisfaction), “ketidakaje egan” (inconsistency), atau “ketidaksejalanan”
{intolerabifity)”, seperﬁ terlihat | veias dalam kasus permbangunan pendidikan

bagi masvarakat

"U
r'T‘
24
=
ot
"t
C—\u
U«
&
=
ool
o
[+%]
+
o
93]

Mencermati prediksi kedua futuris dan pandangan Fullan & Stiegelbaur

di atas, maka persoalan untuk mencari makna pembangunan pendidikan bagi
masyarakat petani tradisicnal periu dipusatkan pada upaya “bag gaimana

menggali, memodifikasi dan mengembangkan nilai-nilai tradisional atau nilai-
nilai indigenous yang terdapat pada masyarakat petani tradisional sehingga

)

refevan dengan nitai-nilai modern yang dibawa ofeh pembangunan pendidikan

~

Dengan perkataan lain, pe mbangunan pendidikan hanya mungkin dapat
diimplementasikan pada tataran praksis, manakala pemba ingunan ity sendiri
bermakna bagi masyarakat yang menjadi sasarannya. Sebagaimana dinyatakan
oleh King of Hearts yang dikutip oleh Fullan dan Stiegelbaur (1998:30), bahwa
“kalau memang di dafam upaya (pembangunan pendidikan: per) tersebut
tidak memiliki makna, maka buat apa pembangunan ity kita cari dan
dapatkan?”, selain karena pada dasarnya, setiap inovasi itu merupakan suatu
upaya "berbagi makna" (shared means). "Sebush inovasi tidak akan dapat
dengan mudah diassimilasikan apabila tidak ada makna yang akan dibagikan
melalui pembangunan (pendidikan: pen) yang diproposisikan” seperti kata

Marris Fullan dan Stiegelbaur (1998:31).
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Meminjam konsep Fullan dan Stiegelbaur (1998:347) pembangunan
pendidikan nasional akan bermakna bagi masyarakat akan lebih bermakna
manakala dikembangkan atas dasar paradigma baru yaitu: (1) kebijakan positif
(positive pofitics), (2) solusi yang bersifat alternatif (afternative solutions),
(3) pengembangan institusional (institutional development), (4) persekutuan
(alliences), (5) penghargaan mendalam terhadap proses pembangunan
pendidikan itu sendiri (deeper appreciation of the development process), dan
(6) adanya kesadaran pada "fika saya" (if I) atau “fika kita” (if we).

(1) Kebijakan positif  (positive politics)  adalah pola-pola  kebijakan
pembangunan pendidikan yang secara terbuka memberikan petuang untuk
senantiasa tetap mendukung "kemandirian” masyarakat atas dasar suatu
kerangka pembangunan  yang dipilih  oleh pemerintall (Depdiknas).
Masyarakat petani tradisional sebagai sasaran akhir pembangunan
pendidikan  juga memiliki “potensi dan ke emampuan”  yang perlu
diakomodasi ke dalam sistem pendidikan yang akan.dibangun. Jika potensi
dan kemampuan masyarakat tersebut secara efektit dapat digunakan, maka
itu akan menjaedi variabel vang penting bakkan juga turut menentukan
kebermaknaan pembangunan pendidika yang diupayakan. Konsep
‘relevansi’ dan "link and match’ yang kerap diajukan belum sepenuhnya
menyentuh aras dasar yang memungkinkan masyarakat bergerak untuk
memberikan kontribusi pesitif’ terhadap pembangunan  pendidikan

terutama di daerah-daerab pedesaan,

"r

(2) Pola pemecahan alternatif. Apabila selama ini pola-pola pendekatan
terhadap berbagal, persoalan dan ekses dari proses pembangunan
pendidikan senantiasa  mengedepankan “prinsip  uniformitas’ yang

enegasikan adanya keberbedaan pada komponen-komponen internal dan

T

:5

eksternal pendidikan, maka pembangunan pendidikan mendatanyg lebih

Fe

3

diarahkan pada pengembangan pola-pola pemecahan yang bersifat
alternatif. Pola ini memberikan peluang bagi sekolah dan pelaksana
pendidikan di setiap daerah merumuskan berbagai kemungkinan atau
alternatif pemecahan sesuai dengan situasi masing-masing. Pusat
(Depdiknas)  merumuskan  kriteria-kriteria  esensial vang  perlu
dikembangkan di daerah, sementara daerah otonom (Depdiknas kabupaten
dan kecamatan) lebih jauh menjabarkannya dalam bentuk kriteria-kriteria

instrumental atas dasar masukan-masukan dari setiap sekolah, dan atas
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dasar itu pula sekolah selanjutnya mengimplementasikan dalam praksis
pendidikan di tingkat sekolah. Dalam pola ini, otonomi tidak terletak di
tingkat sekolah tetapi di tingkat kecamatan/kabupaten. Sebab, kondisi
sekolah (SD)  belum  memungkinkan untuk  melaksanakan otonomi
penyelenggaraan pendidikan. Daya dukung sumber daya manusia {guru
dan kepala sekolah) baik dilihat dari profesionalisme, kepemimpinan,
kompetensi personal, kompetensi intelektual, kompetensi sosial, masih
lemah dan tidak memungkinkan untuk mendukung otonomi yang
sesungguhnya®™, Di sisi lain, dengan menempatkan otonomi di tingkat
kecamatan/kabupaten (Site-Based Manageient), maka kepemilikan
kemampuan manejerial, admnistrasi dan kepemimpinan sat ngat diperiukan
untuk mendukung tercapainya pembangunan pendidikan di wilayahnya.

samping  diperlukan  pela pengambilan Tk putusan—parﬁsipatoris"

{participatory decision-making” yang melibatkan seluruh. sekolah vang

berada di bawah koordinasinya (Tanner & Stone, 2001: Jalal & Supriadi,

2001:135-147). Untuk melaksanakan otonomic di tingkat kecarmatan/

kxbupa en ini terlebih dahutu perfu dirampdngkan penataan organisasi-

5 e P I . P PO i A - o ia oy Ak -
elembagaan yang hingea sekarang belum sepenuhnve tuntas.
& [n fale & s 4

{3) Pengembangan institusi. Pembanguhan pendidikan juga tidak lagi
difokuskan  pada  penciptaan_\inovasi-inovasi  di - tingkat  individual.

«r

Pembangunan pendidikan periw fobih difokuskan inovasi-inovasi di tingkat

institusi yang  bersifat multi-inovasi  secara multan”  (muftiple
innovations simultaneosly) latas dasar prioritas-prioritas, peluang waktu

dan berbagal sintesa “yang dimungkinkan sesuai dengan proporsi
kemampuan manjerial institusi (sekolah dan/atau Depdiknas kabupaten/

kecamatan). Sehingea, inovasi-inovasi pendidikan vang diciptakan secara
L2 H - [ ]

™ Secara teoretik peneliti setuju dengan konsep “Managemen Berbasis Sekolah® (School-Based
Managementy dan  dapat dnadil\an sebuah  proposal bagi pembangunan pendidikan vang
adeynohle dalam Konreks desentralisasi pendidikan vang digulirkan dewasa ini {Permadi, 2001)
Betapapun, beberapa penclitian v tah dilakukan berkaitan dengan pengembangan MBS iai
di berbagai negara menunjukkan sejumilah “kederfiasitan” dan juea “keridakerhasifan” (Waiers.
2001). Namun demikian. untuk sampai pada pemberian "otonomi penuh dan luas® kepada
sekolah untuk menggali, mengelola, dan mengembangkan berbagai sumberdava (internal dan
eksternal) untuk kepemimmn siswa dan masyarakat. Hanva persozlannya kondisi seknlah dasar

terutama ¢t pedesaan seperti ditunjukkan dalam penelis ai, belur memungiinkan awnomi
SEMAcAm ity dii\'m‘x"ocumk(m di tingkat sekofah. Penerapannva perfu difakukan secara bertahap

dengan ierlebih dahulu membenahi berbagai kelemahan vang ada baik dalam hal
manajerial/organisasi/kepemimpinan, proses pembelajaran, sumberdaya manusia, maupun
administratifnya. Ada bajknva diadakan pilos projecs terlehih dahulu untuk mengujicobakan pela-
pola atonomi {prﬂ'wh sedang. dan minmimal} kepada sekolah-sekolah vang diangeap representatit
untuk Ketiza pofa itu (Jalal & Supriadi, 2001 (31-172).

C
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berkelanjutan dapat dipelihara dan dikembangkan sejalan dengan
pengembangan institusi. Dengan kata lain, dengan pengembangan di
tingkat institusi akan terciptz; koherensi yang sinergetik dalam proses
pelaksanaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap inovasi-inovasi

yang ditmplementasikan.

Pengembangan pola profesionalisasi secara kolaboratif (alliances). Artinya,

ke depan pengembangan profesionalisasi tenaga pendidikan (terutama

o

guru) tidak tagi berada pada tataran personal, di mana profesionalisme

sedrang guryu secara privacy hanva menjadi miltknya. Profesionalisasi periu
dikembangkan dalam suatu iklim dan proses kclaborasi, interaksi, atau

aliansi” di antara pemegang profesi guru--Fullan dan Stiegelbaur
mengistilahkan  sebagai  interactive  professionalism, Paradigma
individualisme profesi perlu ditinggalkan, dan mulai mergedepankan
adanya keberbagian pengatarnan profesi antar guru dalam kedekatan dan
keakraban iklim hubungan antarpersonal gutru di tingkat intra-sekolah,
antar-sekolah, maupun di tingkat intra dan antar gugus sekolah. Dalam
pola “profesionalisme interaktif’ ini, keberadaah 'PKG dan PKG menjadi
sangat strategis sebagai institusi yang memungkinkan terjadinya interaksi,
transaksi pengalaman-pengalaman protesional di antara guru. Kepala

sekolah melalui forum KKKS-nya dapat menjadi fasilitator dan mediator

yang memungkinkan adanya .deliferosi di  tingkat implementasinya.

Sementara pengawas SD dan Depdiknas dapat berperan sebagai supervisor
yang pro-aktif sehingga proses-proses tersebut dapat dipelihara, berlanjut

dan dikembangkan.

Penghayatan mendafam terhadap proses pembangunan pendidikan. Setiap
ada upaya melakukan pembangunan pendidikan senantiasa melahirkan
sitwast yang dilematis, kecemasan, ambivalensi dan semacamnya, sebab
pembangunan pendidikan bukan sesuatu yang mudah, penuh paradoks
karena sifatnya vang "multidimensional” (latar, proses, sumber daya, dll).
Diperlukan kejelasan visi dan keterbukaan pikiran atau perasaan, inisiatif
dan keberdayaan diri, dukungan dan penekanan, memulai dari yang
kect!/sederhana dan wawasan berpikir luas, berel cspeictasi kepada  hasil,
pasti dan kousisten, perencanaan dan kekenyalan, keterpaduan antara
"pola atas-bawah" (top down) dan "pola bawah-atas” (huttom up), berbagaj
pengalaman yang “mengecewakan” dan ‘memuaskan”. Sebab setiap

pembangunan pendidikan sangat bersifat personal tetapi seringkali
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‘impersonal” dan  'situasional”. Keberhasilan proses pembangunan
pendidikan memerlukan penghayatan yang mendalam sejak tahap
perencanaan, inisiasi, pengambilan keputusan, implementasinya dalam
praksis p-e%ﬁdidikaﬁ) tingga berbagal dampak atau konsekuensi yan
ditimbulkannya baik terhadap  dirt pribadi, siswa, masyarakat, dan

konteksnya,

6) Adanya kesadaran “jika saya” dan “jika kita". Kesuksesan pembangunan
hingga tataran implementasi, juga meuntut adanya kecintaan-diri (seif
loving) terhadap pemb vangunan pendidikan ttu sendivi. Kecintaan-diri ini
perlu dibudayakan dan dijadikan paradigma baru di calangan  insan
pendidikan (Peter, 1987). Kecintaan ini hanya dapat ditumbuhkan apabila
para guru berpikir pada tataran “jika kemudian" (if then) dan bukan
berpikir “jika hanya" (if only) (Patterson, et.al, 1986) seperti yang selama
ini ditemukan pada diri guru SO. Berpikir “jika hanya™akan menimbuikan
sikap meremehkan dan tidak bersemangat, tetapt devigan berpikir "jika

kemudian” akan dapat melihat verbagat dampak atau konsekuensi van

et

‘N

mungkin terjadi apabila pembangunan pendidikan tidak dilaksanakan, Ata
dasar berpikir "jika kemudian” ini akan muncul pada setiap guru kesadaran
jika saya” (personal) atau ‘jika ‘kita” (kolektif) tidak melakukan -
pembangunan pendidikan, ataw ke saya” atau  jika kita" tidak

profesional.. maka apa yang akan terjadi dengan pendidikan, apd yang akan

("/(-\

~ i

siswa, atau epd vang akan terjadi pada masvarakat, dst.
: ! ang & - >

Kesadaran personal dan kolektif seperti inilah yang selama ini dikeluhkan

s

dari diri guru. Bukan hanya pada internal pendidikan, tetapi juga oleh

siswa  dan terutama  masyarakat  yang  sangat berharap bahwa
pembangunan \pendidikan benar-benar bermakna dan fungsional, atau

s 1

datam istilah popuiernya dikenal dengan benar-benar memb berdayakan

-

masyarakat. Pola beipikiv dan kesadaran ini juga pertu ditumbuhkan pada
diri masyarakat melalui penciptaan kondisi dan pelua ing bagi mereka untuk
turut ambil bagian dalam setiap proses pembangunan pendidikan

(persoalan ini akan dibahas lebih jauh dalam uraian berikut).
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2. "Stake Holders" Pembangunan Pendidikan Berbasis-Daerah Setempat:
{ Pemerintah - Sekolan - Masyarakat )

Hasil penelitian seperti dikemukakan di atas, menemukan tiga "titik
simpul” yang berkepentingan (stake hofder) dalam pembangunan pendidikan
yaitu: (1)  pemerintah (Depdiknas Kabupaten/Kecamatan), (2) sekolah
(gurufsubyek profesional), dan (3) masyarakat. Bagaimana kedudukan, tungsi
dan peran yang seyogianya dimainkan oleh masing-masing simpul kepentingan
dalam pembangunan pendidikan SD pedesaan berdasarkan model "Manajemen
Berbasis Daerah Setempat (MDBS)" (Site-Based Management atau site-Based
Decision Making) akan diuraikan berikut ini.

10BS  adalah  bentuk ‘pengalthan”  (devofusi) kewenangan dan
pengambilan keputusan dalam proses pembangunan pendidikan dari pusat ke
daerah (kabupaten/kecamatan) sehingga iebih membuka peluang vang lebih
besar kepada para orang tua, masyarakat, guru, dan staf administrasi agar
dapat berpartisipasi aktif di dalam pengelolaan sekolah (SB). MDBS merupakan
upaya untuk memobilisasi seluruh potensi rakyat-yang selama ini
“dimarjinalkan” dan “dikucitkan’-agar dapat lebih berperan, lebih berpartisipasi
aktit secara lebih inklusit yang selama ini kurang terakomodasi di dalam sistem
formal pengambilan keputusan pendidikan (Walter, 2001), sekalipun dapat
memunculkan berbagai "kekaburan” (guises) dalam pengelolaannya, namun dia
merefleksikan sebuah gagasan tentang bagaimana membangun pembuatan
keputusan yang bersifat partisipatoris di tingkat “situs-sekolah” (David dalam
Tanner & Stone, 2001). MDBS 'dengan pola pengelolaan terbagi (shared
governance) merepresentasikan suatu perubahan besar di dalam proses
pembangunan pendidikan'melalui pendekatan "pemecahan masalah” di tingkat
kabupaten{kecamatan sebagai "a central location” di mara staf pendidikan
tidak perlu terlibat serta adanya berbagai dilema akibat tersebarnya lokasi-
lokast sekolah (Tanner & 3tone, 2001),

Asumsi dasar yang digunakan di dalam model MBDS adalah: (1)
kelompok-kelompok masyarakat dan individu, Dewan Sekolah (the schoof
bocrd), dan pengelola sekolah (schoo! administration) dapat bersinergi
mengembangkan sekolah negeri (public school) secara lebih demokratis dan
tebih inklusif, (2) kewenangan Dewan Sekelah dapat dialihkan secara lebih
besar kepada unit-unit daerah setempat yang otonom, (3) Kandep Diknas

Kabupaten/Kecamatan sebagai Komisi Pembangunan Pendidikan daerah
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otonom (District Conunittee of Educational Reforn)® yang merepresentasikan
secara penuh kemampuan manajerial serta didukung oleh staf, administrasi,
siswa, orang tua, dan masyarakat, (4) Sekolah merupakan sebuah institusi

demokrasi yang legitimasinya dapat kukuh apabita keputusan-keputusan yang

sentralisasi pendld tkan  telah  memencilkan kelompok-kelompok  yang
termarginalkan (marginalized groups) dan juga telah menghalangi mereka
untuk menyampaikan aspirasinya ke sekolah, sehingga berakibat meningkatnya

keterasingan dan ketidakadilan di antara kelompok-kefompok tersebut dan

(6} iklim kKepemimpinan  dan maﬂajemenf'

keterampilan merupakan faktor kontributif bagi program pengembangan
profesionalisme guru sehingga memungkinkan mereka untuk mengadaptasi
verbagal inovasi pendidikan, serta (7) di tingkat kabupaten/kecamatan

terdapat "pengelola tingkat menengah” (middfe manader) yang memungkinkan

kepala sekolah mampu mengelola tugas-tugas dan fungsi-fungsinya secara
efektif dan akuntabel,

Wohistetter & Briggs (Tanner & Stone, 2001) mengemukakan empat
prinsip yang menjadi sumber penting baik vang terdapat pada diri guru dan
masyarakat yang memungkinkan model MDBS dapat terlaksana dengan baik,
yvaitu kekuasaan {power), latihan keterampilan (skills training), informasi

{information), dan penghargaan/ganjaran (rewards). Sementara Aronstein &

pengelofa pendidikan lakukan dalam model MDBS'. Keempat proses dasar
tersebut adalah: (1) jalinan keriasama di antara staf dalam menganalisis
masalah, (2) seperangkat prioritas kebutuhan, (3) isu-isu pemecahan masalah,

dan (4) pendayagunaanan keterampifan dinamis kelompok.

donesia komisi ini bernama Forum Pembinaan De'ﬂhmou nan
matan (FP3TK} Dibentuk sebaecai salah sate “Pro ane . n

C (L) memberikan informasi unmuk kebutuhan dasar pcnmmi\an vang akurat di [m\fmn
»ekulah dan secara berjenjang diusulkan dan diajukan ke pusat melalui proses buttom p
planning. (2) mengidentifikasi dan menampung kendala-kendala di lapangan unwk selanjutnya
diajukan ke dalam forum 1zhunan nasional, {3) menampung kegiatap partisipasi masvarakar
dalam mengelola sumberdasa pendidikan. () memberikan pelatihan kepada peserta FP3TK
yang berkaitan dengan Retiga tugas di atas.

o]
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4 Pemerintah Daerah ( Depdiknas )
Sejalan dengan desentralisasi pendidikan, peran dan fungsi pemerintah
daerah dalam hal ini Depdiknas Kabupaten/Kecamatan tidak lagi sebagai "satu-

saturtya institusi’ yang berhak dan berwenang penuh atau ‘periguasa tunggal"

-

pendidikan maka pemerintah daerah sudah waktunya membantu masyarakat
menemukan eksistensinya, memahami kelemahan dan kelebihannya, serta
memberikan ruang kebebasan untuk mengekspresikan potensi dan sumberdaya

yang dimiliki untuk tujuan bersama pula (Jalal & Supriadi, 2001).

7]

etiap kebijakan pembangunan penmmi\dn di ngfzdi daerah harus
terbuka, memberikan peluang  untuk  senantia tetap  mendukung
‘kemandirian” masyarakat atas dasar suatu kereregka pembangunan yang
dipilih cleh pemerintah (Depdiknas) dengan mengakomaodasikan segenap
potensi dan kemampuan masvarakat yang dimilinya “ke. dalam sistem
pendidikan yang akan dibangun (Walter, 20C1).

Dalam konteks desentralisasi pendidikan model MDgS pemerintah
datam hal ini Depdiknas Kabupaten/Kecamatan, berperan untuk:

1emsn 33 P U |

(1) melaksanakan urusan desentralisasi pendidikan dari Depdiknas pusat
serta mengakomodasikan  dan  menjabarkan kebijakan yang
digariskan Depdiknas Pusat

(2) mengembangkan program-program pembelajaran/kurikulum dengan

mengidentifikasi lebih jelas” identitas budaya masyarakat setempat,

sehingga siswa dapat ‘memperoleh pengataman  befajar  berkenaan

i . T | Ay sy sy b i e A s s : ;i- s [ PR DI
aengan sefaran masyarakatnya sendin unfug menmgaatkaa
2 > >
s P q - o s A } P ioqyd PP
penghayatan  mareka  terhadap  kebudaysan  masyarakat yang

sesungguhmnya adalah miliknya
(3) memberikan pertimbangan kepada Bupati/Camat berkenaan dengan: (a)
!«etenagaan (pengadaan, penempatan, mutasi, penjenjangan dan

{b) Tfasilitas  sekolah (pengadaan, pemeiinaraan  dan

claan,  penarikan  dana  masyarakat), {d)  restrukturisasi
kelesmbogann baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, (e)
pedayagunaan bersama sumberdayva pendidikan (resources sharing-
policy) oleh berbagai stakeholder secara simbiotik pendidikan di tingkat
daerah, (f) pengembangan infrastruktur sosial yang kokoh guna

mendukung  pembangunan pendidikan di tingkat daerah, serta (g)
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berbagai peraturan perundang-undangan daerah (Perda) di bidang
pendidikan (kelembaqaan sumberdaya manusia, pembiayaan, dan

sarana-prasarana)

{4} meningkatkan kepekaan para guru dan staf terhadap kondisi-kondisi

setempal, mengurangt beban kerja guru SD yang berlebihan

(5) mengkoordinasikan  dan mengkonsolidasikan  sistem  manajemen

pendidikan lokal secara integtif dan komprehensif
(6) menjalin hubungan kemitraan- -sederajat dengan perguruan-perguruan
tiﬁggi setempat baik sebagai: (a) konsultan ketenagaan (subject
onsuftant), (b) koerdinator pengembangan kurikulum (curricufum
coar-ditmfor;, {c) penasihat program (prograitt adviser), (d) nara
sumber profesional (resources teacher), (e) tena ga ahli pengembangan

organisasi (organization developmental specialist), (f) agen.perubahan

o~

change agent), (g) pemimpin provek (project director), maupun

sebagai (h) pengembang jaringan antar daerah (finkage agent)

.
~4
S

mengupayakan proyek- proyek jangka pendek dalam upaya mengungkap
tebih mendatam tentang kondisi-kondisi setempat yang dibutuhkan bagi
pengembangan program pembelajaran/kurikulum

{8) mence gah tpjac‘:ma "sentralisasi “haru
tingkat  kabupaten/kecamatan yang  mengabaikan  peran  serta
masyarakat dan pemberdavaan Sekolah dalam pengambilan keputusan

pendidikan,

alam model. MDBS, sekolah memiliki peran kunci dalam "pemendaran
kekuasaan” (disl.,orsing power) dalam pengelelaan pendidikan (Wohistetter
dalam Tanner & Stone, 2001) sehingga dapat menyeimbangkan adanya
kemungkinan polarisasi  kekuasaan pada pihak pemerintah daerah dan
masyarakat. Oleh sebab, posist  sekolah harus mantap baik dari sisi
institusi/mandjerial, sumberdava, Program, maupun sarana dan prasarand.

Untuk tujuan int, sekolah pertu membentuk "tim-tim guru” (teams of teachers)

vang dirancang agar dapat mengalihkan otoritas, otonomi dan akuntabilitas

pemda (=Depdiknas) ke tingkat sekolah (Watson & Supovitz, 2001). Sekolah

Juga harus mampu mendekatkan kerangka pengalaman, berpikir dan bertindak

sekolah dengan kerangka pengalaman, berpikir dan bertindak masyarakat

dengan cara lebih mengenali tokoh-tokoh masyarakat, mengenali "kendaraan
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sosial” masyarakat, sehingga sekolah dapat merebut kembali hati dan kesadaran
rakyat untuk membangun dirinva melalui pendidikan, bisa diterima oleh
seluruh segmen masyarakat, serta menjajaki berbagai kemungkinan untuk
memulai penggalangan, membantu dan membina upaya ‘membangun dari
datam"” (Faisal, 1981).

Tugas sekolah dalam hal ini antara lain:

(1) memantapkan, meningkatkan kemitmen sckolah dan para guru
terhadap pembelajaran yang berorientasi pada budaya masyarakat
setempat secara meluas

(2) meningkatkan profesionalisme guru di dalam pembuatan keputusan-
keputusan baik yang bersifat intruksional naupun transaksional

selama pembelajaran berlangsung.

P
s
S~

mengekpektasi para guru agar lebih berpartisipasi di dalam program.-

program sekolah, mengumpulkan berbagai informasi tentang keadaan

belajar siswa

() membangun kembali kepercayaan diri (seffevident) masyarakat
ter ‘adap arti pembangunan pendidikap dil dagrahnya dengan menjaiin
hubungan kolegialisme, penuh kedekatan dan keakraban (closed
relationship) dengan masyarakat

(5} mengembangkan lebih jauh program-program pembelajaran di kelas

tentang sejarah lokal sehing@a penghavatan dan penghargaan mereka

terhadap kebudayaan masyarakat semakin meningkat

(6) mengelofa tugas-tugas rdan fungsi fungsinya secara efektif dan
akuntabel melalul pengembangan sistem manajemen/ kepemimpinan
sekolah yang integtif dan komprehensif

7y . . . s

(7 mem-partisipasiaktif-kan  keluarga, masyarakat, lembaga-lembaga

masyarakat, dan dunia industrifusaha dalam berbagai program
pendidikan di tingkat sekolah

(&) mengeiola dan mengkoordinasikan setiap bentuk partisipasi bagi
tercapainva efektivitas, kualitas, dan kebermaknaan pendidikan yang

diselenggara

{9) mengelola lembaga, sumberdaya manusia, pembiayaan, dan sarana-
prasarana yang diterima dari pemda (Depdiknas) sesuai dengan

prioritas dan kebutuhan sekolah
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(10) mengakomodasikan  dan meniabarkan lebih jauh  di tingkat
implementasi berbabagai kebijakan Kandepdiknas daerah yang telah
digariskan

(11) memberikan pertimbangan  kepada Kandepdiknas kabupaten/

ecamatan  berkenaan dengan ketenagaan (pengadaan, wmutasi,
penjenjangan dan pelatihan)
T Masyarakat

Dalam  paradigma baru pendidikan nasional, sifat transisional
masyarakat Indonesia, serta konstruk masyarakat {ndonesia masadepan (Jalal
& Supriadi, 2001) yang ditegakkan di atas prinsip-prinsip desentralisasi,
oottont up, holistik, pat’tisipvatéf, dan memberdayakan instutusi-institusi
masyarakat menempatkan masyarakat dalam fungsi dan peran’yang semaki)
terbuka dalam mengakses pendidikan. Secara sosiologis _ini~berarti bahwa
masyarakat memiliki hak, kewajiban dan kewenangan_untuk berpartisipasi
dalam setiap proses pengambilan keputusan pendidikan secara bebas, terbuka,
akuntabel, dan demokratis. Secara politis berarti bahwa setiap kebijakan
pembangunan pendidikan  harus terbuka, memberikan peluang  untuk
senantiasa tetap mendukung “kemandirian’ masyarakat atas dasar suaty
kerangka pembangunan yang dipilih olek pemerintah (Depdiknas). Potensi dan
Kemampuan masyarakat perlu diakomodasi ke dalam sistem pendidikan yang
akan dibangun,

Menempatkan masyarakat dafan

=

perspektif sosial-politik seperti di atas,
mengandung  makna  bahwa pembangunan  pendidikan integral  datam
pembangunan masyarakat, Pembangunan pendidikan adalah milik masyarakat,
karenanya masyarakat berhak, berwenang serta bertanggung jawab terhadap
proses dan hasil pembangunan pendidikan. Pembangunan pendidikan adalah
“dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat” dalam suatu model
kolaborasi di tingkat daerah (site fevel).

Dalam model MDBS dukunvan masyarakat terhada gmbanygunan
S e L e

(1) berpartisipasi aktif, bek riasama dengan sekolah melalui pemberian
bantuan dana, tenaga dan pikiran vang sangat dibutuhkan dalam
pembangunan pendidikan di daerahnya

(2) bersikap terbuka dan percaya terhadap rencana, proses, dan

pengembangan pendidikan yang sedang dilaksanakan
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(3) menjadi institusi sosial yang peka, efektif, akuntabel dalam penegakan
norma dan moralitas pendidikan

(4) menggalang kelompok-kelompok strategis yang ada di dalam

masyarakat (tokoh masyarakat, organisasi/lembaga kemasyarakatan--

LKMD, PKK, RW, RT--L5M, pondok pesantren/madrasah, serta tembaga

ana swasta yang dikelolanya membangun sinergi bagi tercapainya

usaha
pembangunan pendidikan

Otonomi desentralisasi
Akeomeodasi dan penjabaran
Pertimbangan kebijakan Pemda (tenaga, dana, tegislasi, diD
Keordinasi dan konsolidasi sistem manajemen
ubungan kemitraan dengan PT setempat

Mencagah tevjadinva “sentralisasi baru” pengelolaan pendidikan
<& 3 S el

j&1

4

MASYARAKAT /

s
S

—
Mantapkan & tingkatkan komitmen sekolah dan
guru
Tingkatkan profesionatisme guru
Partisipasikan guru
Bangun kembali kepercayaan diri masyarakat
Pengembangan program sejarah lokal
Kelola tugas & fungsi lembaga
Partisipasikan keluarga, masyarakat, lembaga-
lembaga masyaralat & dunia usahe

Parpartisipasi dan kerjasama
Terbuka dan percaya
Sadar dan tegakkan norma & moral pend.
Galang kelompok-kelompok strategis

Kelola dan koordinasi partisipas
Kelola lembaga, SOM, dana & fasilitas
Akomiodasi dan jabarkan kebijakan Kandepdiknas
Beri pertimbangan profesional

Gambar : Model paradigmatik pembangunan pendidikan bagi masyarakat petani
“ <« Lo -

fradisional yang bertumpu pada tiga stace-holder pendidikan
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RAB V
SIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. SIMPULAN
Pembangun pendidikan  bagi masyarakat petani tradisional di

pedesaan Kab paten Pamekasan, di satu sisi, secara kuantitatif telah
menunjukkan keberhasilannva di dalam ekspansinya yang menjangkau seluruh
peiosok pedesaan hingga ke puncak-puncak gunung. Pertumbuhan Jumiah
gedung sekotah (SD), gury, sara dan prasarana fisik (mebeier, buku pelajaran,
dan peraga) semakin meningkat dibandingkan sebelum ada kebijakan Inpres
sefak tahun 1970-an. Sekalipun belum mencapat kebutuhan rasional. Di sisi
lain, secara kualitatif, sekalipun telah mengalami peningkatan, tetapi masih
banyak kendala yang bisa merintangi ketercapaian visi dan misi pembangunan

Secara internal kendala muncul dari para petaku pendidikan itu sendiri,

baik guru, kepala sekolah, pengawas, maupun Depdiknas kecamatan. Rendahnya

yaeer

ompetensi profesional dan tanggung Jawab profesi; menonjolnya pola-pola
strukturalisme, paternalisme, pangkat/jabatan-isme; kurangnya kemampuan
berkreasi dan berinovasi; sistem pembinaan profesi yang cenderung otoritatif
dan mengedepankan aspex-aspek_ddministratif, inotivasi untuk meningkatkan
kualifikasi pendidikan yang masth rendah; budaya sekolah yvang profesional dan
vertanggung jawab yang juga-belum kondusi® kuran efektifnya institusi-
institusi  pembinaan prafesional (PKG, KKG, KKKS dan Gugus Sekolah);
dualisme kepemimpinan pendidikan yang belum tuntas terutama di tingkat
kecamatan; sistem prornosi, progresi, dan insentif yang penuh diwarnai praktik-
praktik kolusi, korupsi, koncoisme dan birokratisasi; kurikulum yang sarat
beban muatan; prosedur rekrutmen, penempatan dan mutasi guru yang Juga
penuh diwarnai pra <tik-praktik kolusi, korupsi, koncoisme, birokratisasi: adanya
intervensi terhadap otonomi profesi dan profesionalisme guru; masih lemahnya
sistem perlindungan terhadap hak dan kewajiban profesi; merupakan variabel-
variabel independen dan dalam batas-batas tertentu bersifat determinan yang
dapat menghambat tercapainya visi- misi dan tujuan pembangunan pendidikan,

Secara eksternal kendata muncul terutama karena masih lemah dan
labilnya kepercayaan, kepedulian, partisipasi dan dukungan masyarakat sekitar

sekolah. Secara historis keadaan ini muncul sebagai akibat terjadinya
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birokratisasi dan politisasi pihak pemerintah terhadap guru dan proses
pendidikan yang dipandang sebagail bentuk "intervensi tak langsung” terhadap
masyarakat telah melahirkan ﬁigivra yang tidak menguntungkan guna
memperoteh  dukungan dari masyarakat terhadap pendidikam. Secara
sosiologis-kultural muncul sebagai akibat dari petilaku pelaksana pendidikan
sendirl yang kurang menunjukkan sikap beradaptasi, dan kurang menyatu
dengan masyarakat sekitar sekolah; serta secara ¢kologis pembangunan
pendidikan belum sepenuhnya menjadi "wadah sosial® di mana setiap anggota
masyarakat secara terbuka dapat mengambil dan melakukan peran-peran
pendidikan, serta melakukan proses adaptasi-diri sesuai dengan tingkat
kemampuan masing-masing bagi optimalisasi daya-daya dan potensi-potensi
ubah-diri yang dimiliki. Pendidikan belum sepenuhnya menjadi institusi sosial
yang memungkinkan dibangunnya kembali kohesi-kohesi sosial yang bersifat
evolutif, lebih normal dan kurang memaksa di kalangan masyarakat petani
tradisional.

Daya dukung sumber daya manusia {guru dan kepala sekolah) baik
dilithat dari profesionalisme, kepemimpinan, kompetensi personal , kompetensi
intelektual, kompetensi sosial, masih lemah ‘dan tidak memungkinkan untuk
mendukung  otonomi  pendidikan  di tingkat  sekolah  (School-Based

Management).

B. Rekomendasi

Berdasarkan temuan perielitian sebagaimana telah diuraikan di Rab v,
direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

/‘ \

(1) Dipandang perfu,_dibuat kebijakan pembangunan pendidikan di tingkat
sekolah dan kecamatan yang secara terbuka memberikan peluang kepada
masyarakat petani tradisional untuk kembali wengambil posisi dan
perannya dalam pembangunan pendidikan di daerahnya, dengan senantiasa
tetap mendukung "kemandirian” masyarakat atas dasar suatu kerangka
pembangunan yang dipilih oleh pemerintah (Depdiknas). Hal ini dapat
dilakukan dengan cara: (a) merevitalisasi dan merekonstuksi BP3 sebagai
"wadah kolaborasi dan pattisipasi” yang selama ini "invalid" karena lebih
mengedepankan aspek "penarikan dana” daripada aspek "sumbang saran
dan pemikiran’, serta menghindari sikap yang "interventif’ dari pihak
sekolah yang dapat menghilangkan kemandiriannya, (2) mengemas dan

mengembang “pertemuan berkala” yang mengundang orang tua/tokoh
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masyarakat dalam rapat-rapat sekolah sebagai sarana melakukan interaksi
dan transaksi program sekolah dan aspirasi orang tua/tokoh masyarakat,
(3) mengemas "program bersama” yang dirancang bersama antara sekolah
dan masyarakat dalam bentuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dengan
memanfaatkan hari-hart besar nasional atau disesuaikan dengan program

desa.

(2) Untuk sementara waktu mengingat berbagai faktor internal dan eksternal
sekolah (SD) di pedesaan otonomi pendidikan dikembangkan di tingkat
Kabupaten/Kecamatan dengan model MBDS (Managemen Berbasis Daerah
Setempat) yang bertumpu pada tiga stake-holder yaitu Pemda (Depdiknas),
Sekolah dan Masyarakat, dengan tugas masing-masing seperti telah
dikemukakan di bagian pembahasan. Untuk mendukung efektivitas,
assesibilitas, dan akuntabiiitas penerapan model MDBS maka’ kemampuan
profesional di bidang manejerial, administrasi perlu ditingkatkan melatui
penataran, pelatihan. Apabila dimungkinkan dipandang perlu bagi para staf
dan pimpinan strategis untuk mengikuti “studi lanjutan” sesuai hasil
“analisis kebutuhan’ daerah. Tak kalah péntinghya, adalah penuntasan
‘segera” penataan institusional di tingkat “kecamatan/kabupaten yang

hingga sekarang beium sepenuhnya tuntas.

oy
93]

) Di tingkat sekolah (sSD) profeésionalisme para guru dan kapasitas
kepemimpinan kepala  sekolali -perlu ditingkatkar dan  dikembangkan
melalui pola "pembinaan kolaboratif’ yang memungkinkan terciptanya
interactive professionalism” antarpersonal guru/kepaia sekolah secara
bertahap dan berjenjang dari tingkat sekolah, antar-sekolah. intra dan
antar  gugus_ sekolgh, kecamatan, hingga kabupaten. Dalam pola
‘profesionalismevinteraktif” ini, fungsi dan peran PKG dan PKG di mana
para guru SD melakukan interaksi, transaksi pengalaman-pengalaman
profesionainya  periu  direstrukturisasi dan  direvitalisasi sebagai
‘laboratorium profesional” bagi pengembangan gagasan-gagasan inovatif di
bidang pembelajaran. Forum KKKS sebagai wadah kepala sekolah
diharapkan dapat menjadi fasilitator dan mediator yang memungkinkan
adanya deliberasi hasil-hasil PKG dan KKG pada tingkat implementasinya di

sekolah. Sementara pengawas SD dan Depdiknas kecamatan/kabupaten

<

dapat berperan sebagai supervisor yang pro-aktif sehingga proses-proses

tersebut dapat dipeiihara, bertanjut dan dikembangkan.
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(#) Para pembuat dan pelaku kebijakan pembangunan pendidikan baik di
tingkat sekolah, kecamatan maupun kabupaten perlu memiliki penghayatan
mendalam sejak tahap perencanaan, inisiasi, pengambilan keputusan,
implementasinya datam praksis pendidikan, hingga berbagai dampak atau
konsekuensi yang ditimbulkannya baik terhadap dirt pribadi, siswa,
masyarakat, dan konteksnya. Untuk itu: (a) kejelasan visi dan keterbukaan
pikiran atau perasaan, (b) inisiatif dan keberdayaan diri, () dukungan dan
penekanan, (d) wawasan berpikir dari yang kecil{sederhana menuju yang
tuas/kompleks, (e) ekspektasi kepada hasil, pasti dan konsisten, ()
perencanaan dan kekenyalan, (g) kemampuan untuk memadukan pola
"atas-bawah" {top down) dan "bawah-atas" (buttom u n, (h) berbagai
pengalaman yang "mengecewakan” dan "memuaskan’ perlu di alami sebagai

sesuatu yang bersifat "personal’, “impersonal” dan "situasional.
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